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1.1. Lalar Belakang 

BABl 
PENDAHULUAN 

Perurnahan dan pemukiman merupakan kebutuhan paling esensial dalam 

kehidupan manusia, disamping pangan dan sandang yang merupakan komponen uta.na 

dan berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai kesejahleraan sosial masyarakat. 

Perumahan dan pemukiman tidak dapat dilibat sebagai sarana kebutuhan saja, tetapi 

lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan tatanan hidup 

untuk masyarakat dan dirinya dalam bentukjati diri. 

Dengan semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan 

perurnahan ini dianggap semakin mendesak. Narnun pesatnya pertumbuhan penduduk 

tidak seimbang dengan persediaan tanah yang semakin tethatas sehingga mengbambat 

laju pembangunan terutarna dalam usaha memenuhi kebutuhan akan perumahan. Hal 

tersebut merupakan masalah yang dihadapi terutarna di kota-kota besar khususnya DK! 

Jakarta dalarn rangka peningkatan daya gana dan basil guna tanah bagi pembangunan 

perumahan serta mengefektifkan penggunaan tanah terutama di daernh-daerah yang 

bOlpenduduk padat. 

Pembangunan rurnah susun, merupakan salah satu altematif pemecahan masalah 

kebutuhan perumahan dan pemukiman terutarna di perkotaan yang padat jumlah 

penduduknya, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, 

membuat ruang-ruang tethuka kola yang lebih luas dan dapat digunakan sebagai suatu 

cara untuk peremajaan kota bagi daerah kurnub. Untuk itu penyediaan tanah bagi 

pemukiman dan perumahan dalam menghadapi perkembangan daerah perkotaan haros 
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2 

dilakukan secara lebih terarah dan terpadu untuk memberikan jaminan kepastian hak 

bagi seluruh pihak yang terlibat. 

Ada beberapa definisi atau pengertian mengenai rumab susun. Menurut Karnus 

Besar Bahasa Indonesia, rwnah susun atau yang sering disebut dengan apartemen atau 

flat adalah gedung atau bangunan bertingkat yang terbagi atas beberapa tempat tinggal 

(masing-masing untuk satu keluarga).1 Sedangkan Definisi lain mengenai rumah susun 

adalah suatu bangunan gedung bertingkat yang distrukturkan secara fungsional dalarn 

arab horizontal dan vertikal yang terbagi dalarn satuan-satuan yang masing-rnasingjelas 

batas-batasnya, ukuran dan luasnya, yang dapat dimiliki dan dihuni secara terpisah, ada 

bagian bersarna dari bangunan tersebut, benda bersarna, dan tanah bersarna yang 

diatasnya didirikan rumab susun, yang karena sifat dan fungsinya harus di gunakan dan 

dinikmati bersarna dan tidak dapat dimiliki secara perorangan.' Selain itu definisi atau 

pengertian rumab susun secara nonnatif dirumuakan dalam Undang-Undang yang 

mengatur tentang rumab susun di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

1985 tentang Jrumah Susun (UURS), yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 

Desember 1985 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang mendefinisikan 

bahwa Rumab Susun adalab : 

Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu Jingkungan yang terbagi 

dalarn bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arab horizontal 

dan vertikal dan merupakan satuan~satuan yang masing-maslng dapat dimiliki dan 

dihuni secara terpisah, terutarna bentuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan 

bagian bersarna, bend a bersarna, dan tanab bersarna. 3 

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Be:rar Bahasa Indonesia, ed. 2, (Jakarta : Balai 
Pu,laka, 2005), hlm 967. 

2 Arie S Hutaga!ung {a), Condominium Dan Permasalahannya, cet. 1, (Jakar1a : Badan Penerbit 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998), hlm.12. 

3 Indonesia (a), Undang·Undang tentang Rumah Suszm, UUNo. 16 Tahnn 1985, LNNo. 7 
Talwn 1988, TLN No. 3372, Ps. I ayat (1). 
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Sehingga dengan dernikian pembangunan rumah susun dapat dikatakan sudah menjadi 

pilihan terbaik dari pemerintah di kota-kota yang berpenduduk padat seperti Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai wilayah sempit, sehingga menjadi pola dasar 

pembangunan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 Tentang Rumah Susun (UURS) 

memperkenalkan suatu lembaga pemilikan barn sebagai suatu bak kebendaan, yaitu 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS). Dalam UURS secara tegas 

dimungkinkan pemilikan bagian-bagian gedung untuk dimiliki secara individual dalam 

bentuk Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS), sedangkan bagian-bagian 

lainnya yang dimiliki bersama yang tidak terpisah dari semua pemilik satuan rumah 

susun masing-masing merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemilikan satuan rumah 

susun yang bersangkutan. 

Perlu dikerahui bahwa alas bangunan (satuan rumah susun) diberlakukan 

ketentuan mengenai hukum tanah nasiona1. Adanya unsur tanah disini memberikan 

dasar bagi pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun /960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA} yang salah sa!u kegiatannya adalah menerbitkan sertipikat hak atas 

tanah sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Menurut UUP A, dijelaakan bahwa sebelum berlakunya UUP A, di Indonesia 

berlaku hukum Tanah Barat yang bersumber pada Hukum Barat dan Hukwn Tanah 

Ada!, namun sejak berlakunya UUPA, tidak lagi dibedakan tanah dengan Hak Barat 

atau Tanah dengan Hak Ada! sehlngga, sejak diberlakukannya UUP A tanggal 24 

September 1960 telah te!jadi perombakan-percmbakan fundamental pada Hukum 

Agraria Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan4 Dengan demikian UUP A 

merupakan dasar bagi hukum tanah nasional yang berlaku di Indonesia. 

Dalam Jual beli tanah menurut UUP A, hak atas tanah yang bersangkutan sudah 

berpindah kepada pembeli pada waktu perbuatan hukum jual belinya selesai dilakukan 

4 Boedi Harsono (a), Hukum Agroria Indonesia : Stjaroll Pembentukan Uuilang-Untlang Pokok 
Agraria, lsi dan Pelaksamwnnya. cet. 10, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. I. 

Universitas Indonesia 

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH UI, 2009



4 

dibadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).5 Jadi dalam suatu jual beli tanah yang 

merupakan perbuatan hukum pengalihan hak atas lanah wajih dibuat dihadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Adapun hal yang perlu diketahui juga adalah bahwa 

bangunan rumah susun dapat didirikan di alas sebidang tanah yang berstatus sertipikat 

Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Pengelolaan, hahkan Hak Milik yang 

primer dengan alas nama pihak lain. Sebingga, dengan kala lain bahwa serlipikal Hak 

Milik Alas Satuan Rumah SusWl, diterbitkan oleh badan Pertanahan Nasional, diatas 

tanah lain tersebut. Perlu dike!ahui bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik Alas Satuan 

Rumah SUSWl menempuh prosedur yang lebih panjang dibanding penerbitan sertipikat 

hak atas tanah lainnya. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatumya 

tergolong masih baru sehingga diperlukan waktu untuk menerapkannya dalam praktek 

sehari-hari. 

Dewasa ini1 pada urnumnya penyelenggara pembangunan rumah susun atau sering 

disebut developer, dalam melakukan pemasaran dan penjualan atas satuan-satuan rumah 

susunnya, dilakukan pemasaran dan penjualan secara off-plan. Yang dimaksud dengan 

pemasaran dan penjualan seeara off-plan adalah penawaran suatu properti yang 

dilakukan oleh deYeloper kepada masyarakst walaupun pemhangunan fisiknya belum 

selesai dilaksanakan.6 Artinya dalam hal ini dimungkiukan teJjadinya penjualan alas 

satuan-satuan rumah susun yang pemhangunannya helum rarnpung. Dalarn pasal 18 

ayat (I) UURS, menyatakan bahwa satuan rumah susun yang Ielah dibangun baru dapat 

dijual untuk di huni setelah mendapat ijin kelayakan untuk di huni dari Pemerintah 

Daerah setempat dan dalam pasal 21 ayat (1) telah jelas dikenakan sanksi pidana bagi 

yang melanggamya. Akan retapi hal ini menjadi agak rancu karena menurut para 

perusahaan pengemhang (developer), penjualan secara off-plan ini dapat dilakukan 

dengan mengadakan jual heli secara pesan lebih dahulu yang tertuang dalam suatu 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang berpadoman pada Sural Keputusan 

5 Ibid., hlm. 207. 

6"Property~Real Estate stubs," <bttp:l/en.ytjlkipedla.orglwik!!Offplan>, 27 Maret 2008. 
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Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor JJIKPTS/1994 tentang Pedomarr 

Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah SttSun, yang intinya mengatur mengenai hal-hal 

apa saja yang dapal dipetjanjikan dalam suatu sural Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) satuan rurnah susun dimana, sural Perjanjian Pengikalan Jua! Beli (PPJB) 

tersebut merupakan satu-satunya pegangan bagi masyarakat yang sudah membeli satuan 

rurnah susun/apartemen sebelwn selesal dibangun dan sebelum sertipikat HMSRS-nya 

terbit. Olah sebab itu ada kesan seolah-o!ah p1nak developer hanyalah menjual konsep 

alan garnbar saja dimana pembangunan fisiknya belum selesal dilaksanakan. Hal itu 

lentunya dapal merogikan cal on penghuni apartemen tersebul karena tidak ada jarninan 

pasli bahwa caJon penghuni Ielah benar-benar mandapatkan apa yang menjadi haknya 

sebagal pemilik sah satuan unit apartemen tersebut !<arena dalarn sislem penjualan 

secara off-plan yang dimaksud tersebut, para pembeli Ielah membayar sejumlah uang 

sebagai uang muka yang dilanjutkan dengan cara mengangsur setiap bulannya kepada 

pihak developer dan ada juga sebagian dari pembeli yang Ielah melunasi 

pembayarannya di muka sedangkan pemindahan hak alas satuan rumah susun yang 

bersangkutan belumlah terjadi. Oleh sebab itu, yang menjadi kekhawatiran adalah 

bilarnana pihak developer tidak dapat menyelesaikan pembangunan fisiknya sedangkan 

apartemen tersebut Ielah dipasarkan dengan cara jual be!i se<:ara pesan lebih dahulu. 

Dalarn penelitian ini, menerangkan bahwa "Apartemen X" (dahulu bernama 

"Apartemen Y") merupakan Salah satu apartemen yang terletak di daerah Kelapa 

Gading Permal, Jakarta Utara. Apartemen ini mulai dibangun pada pertengahan lahun 

1997 narnun sebelum pembangunannya dilakukan, pibak developer telah mulai 

rnemasarkan satuan-satuan unitnya untuk dapat dimiliki oleh masyarakat umum. 

Walaupun pembangunannya belum rampung dan belum memperoleh lzin Layak Huni 

dari instansi yang berwajib sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat (1) Undang­

Undaug Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun, namun pemasaran satuan~satuan 

unit rumah susun pada apartemen X telah dilakukan oleh developer-nya berdasarkan 

sistem off-plan, sehingga para konsumen dapat membeli satuan-satuan unitnya sebelum 

pembangunannya selesai dilaksanakan dengan melakukan jual beli secara pesan lebill 
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dulu yang lertuang dalam sural Petianjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara pembeli 

dengan developer, dan bila pembangunannya telah selesai. maka akan segera dilakukan 

jual be!inya dengan menandatangani akta jual beli-nya dihadapan P<'\iabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) yang betwenang dan pada saat itu barulah pemindahan hak atas satuan 

unit pada apartemen X berpindah dari pihak developer kepada pihak pembeli. 

Adanya krisis moneter pada tahun 1997 yang menimpa bangsa Indonesia seeara 

keselurohan, menyebabkan kesulitan terhadap kemampuan perekonomian Indonesia 

terutama di sektor riil. Dunia usaha di Indonesia menjadi terpll!1lk, termasuk salah 

satunya yang mengalami keterpurukan adalah developer dari apartemen X yakni, PT. 

AAA. Dengan keadaan ekonomi yang pada saat itu mengalami keterpurukan, malca 

dampaknya terhadap PT. AAA selakn developer dari apartemen X tersebut tidak dapat 

melunasi hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo kepada para kreditur-krediturnya. 

Sehubungan deugan hal tersebut, maka pembangnnan apatemen X yang baru mencapai 

sekitar SO"!. pembangnnan, terpaksa dihentikan pembangnnannya oleh PT. AAA. untuk 

waktu yang tidak ditentukan. 

Dihentikannya proses pembangnnan apartemen X, tentunya menyebahkan 

kerugian yang dialami oleh para pembeli apartemen X, baik yang Ielah membayar 

seeara tunal maupun angsuran. Berkaltan dengan hal ternebut, teljadi kevaknman proses 

pembangnnan pada apartemen X selama hampir 8 (delapan) tahun dengan tidak adanya 

realisasi berupa tindakan apapun yang dapat memecahkan masalah tersebut. Pada awal 

tahun 2005, seiring dengan membailmya kondisi perekonomian Indonesia, kondisi 

finansial PT. AAA juga membaik dan sejalan dengan hal tersebut, PT. AAA 

menggandeng PT. CCC untuk men support PT. AAA dalam hal pendanaan untuk 

menyelesaikan pembangnnan apartemen X yang terhambat. Dengan katalain PT. AAA 

beketjasama dengan PT. CCC untuk melanjutkan kegiatan pembangnnan apartemen X 

yang sempat terhenti. Berkaitan dengan hal tersebut, juga tetjadi perubahan-perubahan 

yang euknp signifikan pada internal perseroan PT. AAA itu sendiri yakni antara lain 

dalrun hal adanya perubahan Direksi dan Komisaris perseroan serta perobahan nama 

perseroan yang semula bemama PT. AAA. dirubah menjadi PT. YYY. perubahan nama 
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perseroan tersebut dilakukan karena nama PT. AAA dianggap sudah tercemar 

dikalangan masyarakat karena merupakan salah satu developer yang terkena dampak 

krisis moneter yang cukup parah sehingga, mengingat masih ada sekitar 40% 

(empatpuluh persen) unit-unit apartemen X yang masih belum tC!jual, maka untuk 

mengubah pandangan dan memulihkan kepercayaan masyarakat, PT. AAA. berganti 

namamenjadi PT. YYY. hinggasaatini. 

Sejak saat berubahnya nama perseroan dan bergantinya susunan anggota Diraksi 

dan Komisaris perseroan, tetjadi juga perubahan-perubahan management internal 

perusahaan yang tentunya disesuaikan dengan kondisi perekonomian Indonesia pada 

saat ini. Sahubungan dengan hal tersebut, PT. YYY bersarna-sama dengan PT. CCC, 

bermaksud untuk melanjutkan kembali pembangunan apartemen X yang sernpat 

terhambat, dan pada waktu yang bersamaan apartemen yang dahulu bemarna 

"Apartemen Y" ini dirubah dengan nama "Apartemen X" sarnpai saat ini. Namun 

permasalahan tidak selesai begitu saja karena setelah terhenti selama delapan tahun, 

harga pasaran atas satuan unit apartemen tersebut telah naik berkali lipat seiring dengan 

jutubnya nilai tukar rupiah terhadap kurs mata nang asing dan selain itu harga bahan 

baku untuk kembali mernbangun apartemen tersebut juga telah mengalami kenaikan 

yang beriipat ganda sehingga harga jual beli yang dahulu Ielah disepakati antara pihak 

developer dengan para pembeli, rentunya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi 

perekonornian Indonesia pada saat ini. D<:ngan demikian, pihak developer hams 

mencari solusi dari permasalahan ini, sehingga baik antara developer dan para 

konsumen yang telah membeli unit~unit pada apartemen X dapat tercapai kata sepakat. 

Dengan melihat permasalahan yang teljadi di apartemen X karena 

pembangunannya yang sempat terhambat sehingga para pembeli satuan unit-unit rumah 

susun pada apartemen X tersebut merasa dirugikan, maka peneliti tertarik untuk 

menganalisanya dengan menyusun Tesis dengan Judul "Perjanjian Jual Beli Scbagai 

Peminda!Jan Hak Satuan Rumah Susun (Analisis Terhadap Pemindahan Hak Satuan 

Rumah Susun di Apartemen X, Jakarta Utara)". 
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1.2. Pokok Permasalaban 

Berdasarkan uraian dan pennasalahan yang terdapat pada Jatar belakang penelitian 

ini, maka dapat diangkat beberapa pokok permasalahan yang dapat dikajL Pokok-pokok 

pennasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 

l. Bolebkah jual beli satuan rumah susun didasarkan pada penjualan secara off-plan 

menurut sistem hukum tanah yang berlaku di Indonesia ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pembeli satuan-satuan unit rumah 

susun pada apartemen X yang pernbangnnannya terhambat ? 

3. Bagaimana penyelesaian masalah dan tanggung jawah developer terhadap para 

pembeli satuan unit apartemen X yang telah membayar, baik itu secara tunai 

ataupun secara angsuran ? 

1.3. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif 

yang menganalisa pengertian dasar sisternatik hukum yang meliputi subyek huknm, hak 

dan kewajihan, perbuatan hukum, hubungan hukum. obyek hukum,7 yang dalam hal ini 

menganalisa developer dan para P"'llheli satuan unit apartamen X sebagai subjek 

hukum, yang melakukan perbuatan hakum dengan membuat sural Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli atas satuan unit apartemen X sebagai objeknya. Adanya perbuatan hukum 

tersebut, mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara para pembeli sebagui 

subjek bukum dengan satuan unit apartemen X sebagai objek hukum tersebut. Dengan 

adanya hubungan hukum yang melekat antara subjek hukum dan objek bukum, maka 

timbulah hak dan kewajiban dari developer dan para pembeli satuan unit apartemen X 

sebagai subyek hukum. Oleh sehab itu penelitian ini menitik beratkan pada adanya 

hubungan hukum antura pembeli apartemen X dengan obyek perjanji!Ul jual belinya 

yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari developer dan para pembeli satuan 

unit apartemen X. 

1 Sri Mamudjij et al., Me/ode Penelitian dmt Penulisan Hukum, eet. I, (Jakar-ta: Badan 
PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.. 10. 
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Tipologi peneUtian yang digunakan dalam penelitian ini, dari sudut sifatnya 

merupakan penelitian deskriptis ana!itis yang bertujuan menggambarkan dan 

menganalisa suatu keadaan atau gejal~ 8 yang dalam hal ini yaitu, menggambarkan 

permasalahan-pennasalahan yang dapat timbul sebagai akibat dari adanya penjua!an 

satuan rumah susun yang di!akukan berdasarkan sistem off-plan, khususnya 

permasalahan yang timbu! da!arn penjualan satuan rumah susun pada apartemen X. Dari 

sudut ilmu yang dipergunakan, penelitian ini merupakan peneUtian mono disipliner 

yang menggunakan satu disiplin ilmu! yaitu dari disiplin i!mu hukum yakni dari segi 

peraturan-peraturan yang telah ditentukan mengenai rumah susun yang dapat digunakan 

sebagai patokan dalarn pelaksanaan pembangunan rumah susun serta penjuahm satuan­

satuan rumah susun. 

Dalarn penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer yang mana 

data tersebut diperoleh langsung dari masyarakat,10 yaitu pihak-pihak yang terkait 

dengan permasalahan-pennasalahan yang te!jadi pada apartemen X. Selain data primer, 

jeais data yang digunakali dalam penelitian ini juga menggunakan jenis data sekunder 

yaitu buku-buku, serta peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan data-data 

tersebut, alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi 

dokumen yang dipergunakan untuk mencari data sekunder yang diikuti dengan 

wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data primer yang bertujuan untuk 

menambah dan melengkapi informasi, 11 yang sekiranya diperlukan dalarn penelitian ini. 

Alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen, melipnti bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yakni, peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan mmah susun yang digunakan sahagai 

landasan hukum bagi penelitian ini. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan 

5 Ibid .• him. 4. 

9 Ibid .• him. 5. 

10 Ibid., him 6. 

11 Ibid., him 22. 
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makalah serta artikel-artikel dalam internet yang tentunya ada kaitannya dengan proses 

pembangunan dan pelaksanaan jual beli satuan rumah susun, sehingga dapat 

mendukung peneliltian ini secllf" teoritis. Sedangkan bahan hukum tertier dalam 

penelitian ini, yaitu Kamus Bahasa Indonesia yang digunakao untuk mendapatkan arti 

dari istilah yang berkaitan dengan rumah susun. Sementara itu, alat pengumpulan data 

dengan melalrukan wawancara pada penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan 

padoman wawancara yang bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi baik 

dari para pembeli satuan unit apartemen, maupun pihak-pihak lain yang terkait 

mengenai permasalahan yang timbul berkenaan dengan proses pembangunan apartemen 

X yang te!hambat, serta untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dan solusi dari 

developer untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Berkenaan dengan metode pengolahan data dalam penelitian ini, dilakukan 

dengan pendekatan kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang 

bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, 12 sehingga dengan demildan 

penelitian ini dapat memberi analisa mengenai permasalahan yang terjadi sebagai akibat 

dari sistem penjualan secara off-plan pada apartemen X. 

1.4. Slstematika PeJJallsan 

BAB 1 : PENDAHULUAN. 

BAB2 

Dalarn bab ini peneliti mernbagi empat sub-bah yang terdiri dari Jatar 

belakang masalah, pokok permasalahan yang diangka~ metode 

penetitian yang digunakan dan sistematika penulisan. 

: PERJANJIAN JUAL BELl SEBAGAI PEMINDAHAN HAK 

SATUAN RUMAH SUSUN (ANALISIS TERHADAP 

PEMINDABAN HAK SATUAN RUMAII SUSUN DI 

APARTEMEN X, JAKARTA UTARA). 

Bagian Pertama : Teori-Teori Hukum. 

12 /bid., him. 67. 
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BAB 3 

II 

Perikatan dan perjanjian, Jual beli tanah menurut Kitab Undang~ 

Undang Hukum Perdata Indonesia. jual beli tanah menurut hukum 

tanah nasional (hukum positif), rumah susun/apartemen {pengertian 

dan landasan hukum, sistem kepemilikan individual, tujuan 

pembangunm rumah susun, penyelenggara pembangunan rumah 

susun. tanah untuk pembangunan rumah susun dan cara perolehannya. 

persyaratan pembangunan rumah susun, prosedur penerbitan sertipikat 

Hak Milik Atas SlOtuan Rumah Susun, tata cara penjualan dan 

pembelian satuan rumah susun). 

Bagian Kedua : Pembangunan apartemen X di Kelapa Gading Permai, 

Jakarta Utara {perolahan tanabnya, proses pembangunan apartemen X 

oleh PT. AAA. pemasaran dan penjualan apartemen X. terharnbatnya 

pembangunan apartemen X). 

Bagim Ketiga : Analisis terhadap permasalahan hulrum. 

:PENUTUP. 

Bah ini merapakan kesimpulan dari basil analisa terhadap 

permasalahan hulrum mengenai penjualan satuan rumah susun pada 

apartemen X yang dilakukan berdasarkan sistem offplan serta saran 

dari peneliti baik kepada pemerintah, pibak perusahaan-perusahaan 

pengembang (developer) yang akan melakukan pembangunan rumah 

susun dikemudian hari maupun kepada rnasyarakat yang bemiat untuk 

berinvestasi pada satuan-satuan rumah susun yang sekarang kian 

marak pembangunannya di kota-kota besar. 
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BAB2 

PERJANJIAN JUAL BELl SEBAGAI PEMINDAIIAN HAK SATUAN RUMAII 
SUSUN (ANALISIS TERIIADAP PEMINDAIIAN HAK SATUAN RUMAII 

SUS UN DI APARTEMEN X, JAKARTA-UTARA) 

2.1 Teorl-Teori Hukum 

2.l.I Perikatan dan Pe!janjian 

Dalam buku Ill Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia 

(Burger/ijk Wetboek), be!judul "Perihal Perikatan" (verbmtenis) mompunyai arti 

yang lebih luas dari perkataan "Peijanjian," sebab dalam buku Ill itu, diatur juga 

peribal hubungan hukum yang sama sekati tidak bersumber pada suatu 

persetujuan atau pe!jmjian, yaitu peribal perikatan yang timbul dari perbuatan 

yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perikatan yang timbul dari 

pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan 

(zaakwaarneming). Tetapi sebagian besar dari Buku Ill Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, ditujukan pada parikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan 

atau pe!janjian, jadi berisikan hukum pe!janjian. Perikatan merupakan suatu 

pengertian abstrak, sedangkan suatu peijanjian adalah suatu peristiwa hukum yang 

kongkrit. 13 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perikatan adalab 

suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang 

memberi hak pad;i yang satu untuk: menuntut barang sesuatu dari yang Iainnya, 

sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. 14 

Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalab suatu perhubungan 

ll Subekti {a), Pokok·Pokok Hukum Perdata, cet29, (Jakarta: Penerbitlntennasa, 2001)1 blm.l22. 

u SUbekti (a), Ibid., hlm.J23. 
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hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang dijamin oleh hukum atau 

Undang-Undang. 

Definisi dari petjanjian itu sendiri dirumuskan da!am Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), yang berbunyi "Suatu 

persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirlnya terhadap satu orang lain atau lebih"15
• Jadi peljanjian itu 

menerl>itkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Pada umumnya 

petj"'\iian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, jadi suatu perjanjian dapat 

dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka !ni bersifat sebagai 

alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang­

undang menentukan suatu bentuk tertentu, sohingga apabila bentuk itu tidak 

dituruti, maka petjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi 

tidaklah banya semata-ma!a merupakan alat pembuktian saja, tetapi mernpakan 

syarat untuk adanya (bestaanwaarde) perjanjian itu, 16 

Syarat-syara! untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperlakan adanya 4 (empat) 

syarat yaitu : 17 

l. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 

Dengan diperlakukannya kala sepakat mengadakan petjanjian, maka 

berarti kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kebendak. Para pihak 

tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya "cacat" bagi 

perwujudan kehendak tersebut. Maksudnya dalarn hal ini perjanjian harus 

dibuat tanpa adanya kekhilafan, paksaan at~u penipuan dari pihak 

manapun. 

L' Kitab undaug-U11dang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diteije-mahkan oleh R. Subckti 
dan R. Tjitro-sudibio, cet. VTIJ, (Jakarta: Ptadnya Paramita, 1976). Ps. !313, 

w Mariam Darus Badrulzaman, et a f., Kompilasi Hukum Perlkatan. cet. 1, (Ban dung : Penerbit P'f. 
Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.65. 

1., Mariam Darus Badrulzaman,. et aL, Ibid., hlnt73. 
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2. cakap untuk membuat suatu perikatan, 

Pada asanya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat 

pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, yang disebut sebagai orang-orang yang 

tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni : 

a. orang-orang yang belum dewasa (di bawah duapuluh satu tahun) 

b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan 

c. orang perempuan yang dalam hal-hal yang ditetapkan olah Undang­

Undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang 

membuat petjanjian-petjanjian tertentu. 

3. suatu hal tertentu, 

Suatu haltertentu maksudnya bahwa suatu petjanjian haruslah mempunyai 

objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu 

itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. 

4. suatu sebab yang halal, 

Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa petjanjian­

petjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu 

sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebah terlarang 

ialah sebab yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang atau 

berlawanan dengan keirusilaan atau ketertiban umum. Sehingga dalam hal 

ini suatu petjanjian tidak bolah dibuat karena suatu sebah yang 

bertentangan dengan undang-undang. 

Kedua syarat yang pertarna dinarnakan syarat subjektif, karena kedua syarat 

tersebut rnengenai subjek peljanjian dan dalam hal kedua syarat ini tak terpenuhl, 

rnaka petjanjian itu dapat dimintakan pernbatalannya. Sedangkan kedua syarat 

terakhir disebutkan, syarat objektif; karena mengenai objek dari pel'janjian dan 

da!am haJ kedua syarat tersebut tak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi 

hukum, artinya dari semula dianggap tak pemah dilalrirkan suatu pe!'janjian. 
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Mengenai akibat dari suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1338 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa semua persetujuan 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

mernbuatnya dan sernua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" jadi 

dengan istilah "semua" maka pembentuk undang-undang menunjukan bahwa 

pe~anjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata peJjanjian bernama 

(peJjanjian yang diatur dalam undang-W1dang), tetapi juga meliputi perjanjian 

tidak bemama (peJjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang). Selanjutnya 

pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menetapkan bahwa suatu 

peljanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan sernata-mata dalam 

peljanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya peljanjian itu dikehendaki 

oleb keadilan, kebiasaan atau undang-undang. Sehingga sudah sernestinya hakim 

harus memperhatikan pertama sekali apa yang dipeljanjikan oleh para pihak yang 

berkontrak, baru kemudian jikalau sesuatu hal tidak di atur dalarn sural perjanjian 

dan dalarn undang-undang tidak terdapat ketetapan mengenai hal itu, hakim harus 

menyalidiki bagaimana biasanya hal yang semacam itu diaturnya didalam praktek. 

Jika inijuga tidak diketahuinya karena belum banyak teljadi dalam praktek, hakim 

harus menetapkannya menurut perasaannya keadilan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa faktor kebiasaan ini mempunyai peranan yang amat penting dalam lalu 

Jintas hukum, karena undang-undang tidak mungkin meliputi segala hal yang 

terdapat dalarn masyarakat ramai, yang tiap hari bertambah maju. ,. 

Dalarn suatu perjanjian yang dibuat, seringkali ditemukan kata "risiko", 

yang berarti kewajiban untuk memikul kerugianjikalau ada suatu kejadian di luar 

kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam 

peJjanjian.20 Dalam Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

La Kifab Ut1tfang..Undang Hukum Perdata {Burgerlijk Wetboek), op. cit., PsJ33S. 

19 Subekti (a), op. cit., h1m.l40. 

:w Subekti (a),lbid., hlm.144. 
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rnenetapkan, bahwa "dalam suatu petjanjian mengenai pemberian suatu barang 

tertentu, sejak lahirnya perjanjian itu barang tersebut sudah menjadl tanggungan 

orang yang berhak menagih penyerahannya."21 Yang dimaksudkan oleh pasal 

tersebut, ialah suatu perjanjian yang meletakan kewajiban hanya pada suatu pihak 

saja (eenzijdige overeenlromst). Sedangkan risiko dalam pe~anjian yang 

meletakan kewajiban pokok pada kedua be!ah pihak, yaitu yang dinamakan 

peijanjian "timbal balik" (wederkerige overeenlromst) misalnya pe~anjian jual 

beli. Menurut pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, da!am hal suatu 

petjanjian jual beli mengenai suatu barang yang sudah ditentukan sejak saat 

ditutupnya, petjanjian barang itu sudah menjadi tanggungan si pembeli, meskipun 

ia be!wn diserahkan dan masih berada di Iangan si penjual. Dengan demikian, jika 

barang itu hapus bukan karena salahnya si penjua!, si penjual masih tetap bemak 

untuk menagih harga yang bel urn dibayar, 22 akan tetapi pasal 1460 Kitab Undang­

Undang Hukum Perdata tersebut, tergolong hukwn pelengkap.:n Pasal1347 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa "hak-hak atau kewajiban­

kewajiban yang sudah lazim dipetjanjikan dalam sualu peljanjian (gebruikelijk 

. heding) meskipun pada suatu waklu tidak dimasukan da!arn sural petjanjian, harus 

juga dianggap tercantum dalam peijanjian" sehlngga oleh karena apa yang 

dinamakan gebrnikulijk beding ini menurut undang-undang harus dianggap 

sebagsi dicanlumkan dalarn peijanjian, akibatnya ia dapat menyingklrkan sualu 

pasal undang-undang yang tergolong hukwn pe!engkap. Sehingga misalnya jika 

temyata dalam suatu kalangan perdagangan tentang suatu macam barang yang 

sudah !azim dipe~anjikan, bahwa risiko ter]jadap barang dipikul o!eh si penjual 

sampai pada saat penyerahannya kepada si pembeli, maka tunlutan seorang 

penjual untuk mendapatkan pembayaran berga barang yang telah hapus sebelum 

21 Kifab Undang-Unda11g Hulrum Perdata (Bttrgerlijk Wetboek), op.cit., Ps.l237. 

11 Subekti (a), op. cit., h1ml45. 

u Subekti (a), Ibid., hlm.l41. 
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barang itu diserahkan, harus ditolak oleh hakim, meskipun pasal 1460 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan resiko terhadap barang tertentu 

barns dipikul oleh si pembeli karena pasal-pasal mengenai resiko ini tergolong 

hukum pelengkap. 24 

Dari suatu peljanjian yang dibuat, apabila si debitur (si berhutang) tidak 

memenuhi perikatan, karena kelalaiannya maka dikatakan ia melakukan cidera 

janji atau wanprestasi. Seorang debitur dikatakan !alai, apabila ia tidak memenuhi 

kewajibannya, terlarnbat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti 

yang Ielah dipeljanjikan. Dari seorang debitur yang !alai, si berpiutang dapat 

memllih berbagai kemungkinan yaitu :25 

1. ia dapat meminta pelaksanaan perj3J1iian, meskipun pelaksanaan ini sudah 

terlambat. 

2. ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang 

dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan tetapi 

tidak sebagaimana mestinya. 

3. ia dapat menuntut pelaksanaan peljanjian disertai dengan penggantian 

kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan 

peljanjian. 

4. dalam hal suatu perjanjian yaug meletakan kewajiban timbal balik, 

kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk 

meruinta pada bakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan 

permintaan penggantian kerugian. 

Hak ini diberikan oleh pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

menentukan bahwa tiap perjanjian bilateral selalu dianggap teleh dibuat dengan 

syarat, bahwa kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan pembatalan 

24 Subekti (a), ibid. 

2~ Subekti. (a), Ibid., hlm.l47. 
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peljanjian. Pembatalan tersebut harus dimintakan pada haldm.26 Mengenai 

penggantian kerugian. dapat dituntut menurut undang-undang berupa biaya. 

kerugian dan bunga berdasarkan pasa1 1243 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Jadi ynng dimaksud dengan kerugian yang dapat dimintakan penggantian 

itu, tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sunggnb Ielah dikeluarkan, atau 

kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang, tetapi juga 

yang berupa kehilangan keuntungan, yaitu keuntungan yang akan didapat 

seandainya si debitur tidak !alai. 

Berkaitan dengan kelalaian debitur, maka seseorang debitur yang di gugat 

di depan hakim karena ia dikatakan telah melalaikan kewajibannya, dapat 

membela dirinya untuk menghindarkan dirinya dari hukuman yang merugikan 

yaitu dengan mengajukan keadaan-keadaan di luar kekuasaannya yang 

memaksanya rungga ia tidak dapat menepati perjanjian (overmacht atau force 

majeur) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1244 dan 1245 Kitab 

U!UUJng-Undang Hukum Perdata. Pernbelaan itu bermaksud agar ia tidak 

dipersalahkan tentang tidak ditepatinya perjanjian itu. Untuk dapat dikatakan 

suatu "keadaan memak.sa," (ovennacht a tau force majeur), selain keadaan itu, .. di 

luar kekuasaannya" si berhutang dan "memaksa," keadaan yang telah timbul itu 

juga harus berupa suatu keadaan ynng tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian 

itu dibuat ( da!am arti keadaan tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya), 

setidak-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si berhutang. Keadaan memaksa ada 

yang bersifat mut!ak (absoluur), yaitu dalam halnya sama sekali tidak mungkin 

lagi melaksanakan perjanjiannya, tetapi ada juga ya.ng bersifat tak mutlak 

(relatiej), yaitu berupa suatll keadaan di mana perjanjian masih dapat juga 

dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar dari si berhutang.27 

26 Subekti (a),lbid., hlm.l48. 

"Subekti (a),lbid., hlm.llO. 

Universitas Indonesia 

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH UI, 2009



19 

Mengenai perihal-perihal hapusnya perikatan~perikatan, undang-undang 

rnenyebutkan sepuluh macam cara hapusnya perikatan yaitu :23 

I. !<arena pembayaran, 

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang 

hendak dibayarkan itu di suatu tempat, 

3. Pembaharuan hutang, 

4. Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik, 

5. Percampuran hutang, 

6. Pembebasan hutang 

7. Hapusnya barang yang dimaksudkan da!arn peljanjian, 

8. Pembatalan perjanjian, 

9. Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan, 

10. Lewat waktu. 

2.1.2 Jual Bell Tanah MenU111l Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Indonesia (Burger/ijk Wetboek) 

Seperti telah diuraikan sebelwnnya bahwa peJjanjian timbal balik adalab 

perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belab pihak, misalnya 

peljanjian jual beli. Jual beli sendiri, merupakan perbuatrm hukum yang paling 

banyak berlangsung di masyarakat, mu!ai dari berbagai jenis barang. makanrm, 

sampai tanah dan bangunan depat menjadi barang yang menjadi objek jual be!i. 

Kenyataan tersebut menempatkan pentingn.ya jual beli dalarn pergaulan hidup 

manusia dalam masyarakat, sabingga dipandang perlu membuat peraturan yang 

mengatur tentang jual belL 

Pada waktu Belanda datang dan menjajab di Indonesia pada masa lalu juga 

membawa perangkat hukum Belanda untuk mengatur masyarakat di Indonesia 

yang kemudian diberlakukan suatu hukum barat yang tertulis yaitu Burgelijk 

'a Subekti (a), Ibid., hlrrtl52. 
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Wetboek (BVl), yang sampal sekarang masih kita kenai sebagai Kitab Undangv 

Undang Hukum Perdata, Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, mak.a 

berdasarkan Pasalll Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, BW tersebu! 

dinyatakan masih berlaku di Indonesia sampai terbentukaya undang-undang yang 

baru. 

Dengan mengacu kcpada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (Burgerlifk Wetboek), jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal batik 

dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas 

suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga 

yang terdiri atas sejumlab uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 

Perkataan jual beli menunjukan bahwa dari satu pibak perbuatan dinamakan 

menjual, sedangkan dari pibak yang lain dinamakan membeli". Jual beii dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Penlata diatur dalam pasal 1457, yang berbunyi 

"Jual Beli adalab suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk menyerabkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk 

membayar harganya yang telab dijanjikan","' sehingga dengan memperhatikan 

rumusan dalam pasal !457 tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan 

slUitu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk 

memberikan sesuatu." Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang­

Undang Hukum Perdata berbunyi "Jual beli itu dianggap telab terjedi antara 

kedua belab pihak, seketika setelahnya orang-orang itu mencapai kala sepakat 

tentang kebendaan tecsebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum 

diserahkan, maupun harganya belum dibayar ... 31 Dengan ketentuan yang 

:r~ Subekti (b), Hukum Perjanjiart, cet.l7, (Jakarta; Penerbit lntermasa.1998), hlm.L 

30 Kirab Undang-Undattg Hukwn Perdata (Burgerlijk Wetboek}, op. cit., Ps. 1457. 

11 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Juaf Beli, cetl, (Jakarta : PT. Raja Grafmdo Persada, 
2003), him 7. 

n Kitab Undang~U11dang Hukum Perdata (Burgerjik Wetboek), op. cit., Ps. 1458. 
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demikian, jual beli dianggap telah terj adi an tara kedua belah pihak pada saal 

mereka mencapai kata sepakat mengenai benda yang dipeijual belikan, demikian 

juga harganya. sekalipun benda yang menjadi objek jual beli belum diserahkan 

dan harganya belum dibayar. Pada saat terjadinya kala sepakat atas jual beli hak 

kepemilikan atas benda yang menjadi objek jual bell belumlah beralih kepada 

pembelinya, sakalipun misalnya barganya sudah dibayar dan apabila jual beli itu 

berkaitan dengan tanah, tanahnya sudah diserahkan ke dalam kekuasaan yang 

membeli. Hak milik atas tanah yang menjadi objak jual beli tersebut baru beralih 

kepada pembelinya sebagai pemilik yang baru jika telab dilakukan apa yang 

disebut penyaraban Yuridis (juridiJiche levering) yang wajib diselenggarakan 

dengan pembuatan akta dimuka dan oleh Kopala Kantor Pendaftaran Tanah. 

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, babwa hak milik atas barang yang dijual belun1 berpindab kepada si 

pembeli, selama penyerabannya belum dilakukan. Penyeraban atas barang yang 

menjadi objek jual beli menentukan telah terjadinya peralihan hak milik atas 

barang yang menjadi objak jual belL Dengan demikian jual beli dan penyeraban 

bak atas barang yang menjadi objek jual be!i dari penjual kepada pembeli 

merupakan 2 ( dua) perbuatan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu dikenal 

tabapan Penyaraban dan Pengaliban, yaitu tahap Obligatoir yang dalam tabap 

perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan (verbinteniJI) seperti yang dimaksud 

dalarn buku ill Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan akibat yang 

ditimbulkan adalah babwa para pihak baru akan mengikatkan diri akan 

mengalibkan Hak Eigendom (eigendom adalah bak yang paling sempuma atas 

suatu benda) misalnya melalui perjanjian jual beli, dan hanya melahirkan hak dan 

kewajiban diantara para pihak yaitu penjual berkewajiban menyerahkan 

barangnya dan berbak memperoleh pembayaran, sebaliknya pembeli berkewajiban 

membayar harganya dan berbak memperoleh barangnya. Tahap Zekelijk yaitu 

tahap teljadi perjanjian yang bersifat zekelijk (kebendaan) melalui eara-cara yakei 

bahwa para pihak mengadakan perjanjian yang berisikan pengalihan hak 
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elgendom dan bahwa para pihak melakukan perbualan yuridis dalam bentuk 

transferring of ownership aninya hak eigendom beralih dari penjual kepada 

pembeli selelah ada penyerahan (levering)." Dalarn zaman sakarang, yang 

lerpenting ialah mengenai penyerahannya (levering). Perkataan penyerahan 

mempunyai dua arti. Pertama perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan 

belaka lfeitelfjke levering) dan yang kedua adalah perbuatan hukum yang 

bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (juridische levering). Dua 

pengertian tersebut nampak dalam pemindahan hak rnilik alas benda yang tak 

bergerak (misalnya tanah), karena pemindahan ini tidak eukup dilaksanakan 

dengan pengoperan kekuasaan belaka, mellrinkan hams pula dibuat suatu snrat 

penyerahan (alae van transport) yang harus dikutip dalam daftar eigendom.'' Jadi 

pada asasnya. menurut sistem dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

suatu peganjian jual beli belumlah berpindah hak milikuya, lanpa perbuatan 

. levering, yaitu untuk benda yang bergerak penyerahan dari Iangan ke Iangan dan 

untuk benda yang tak bergerak pengutipan "alae van transport" dalarn register 

eigendom, yang dinamakan "balik nama"." Se!ringga dengan dernikian, 

·pengalihan secara yuridis sangat penting bagi pihak ketiga dalarn hal terjadinya 

jual beli alas benda tidak bergerak." Dengan adanya pengalihau secara yuridis 

tersebut, maka anggota masyarakat dapat mengetahui perihal telah terjadinya 

peralihan hak rnilik alas barang yang menjadi objekjual beli (dalarn hal ini adalah 

benda tidak bergerak) secara sah, anggota masyerakat mengatahui pernilik baru 

dari tanah yang telah dijual. 

33 Sa hat H.M,T Sinaga, Jual Deli Tanah Dan Pet1catatan Peralihan Hak, cet l, (Bandung : 
Pcnerbit Pustaka Sura, 2007), hlm.l5. 

34 Subekti (a), op, cit,. hlrn..7L 

3~ Subekti (a), Ibid., hlm. ?2. 

36 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebemfaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Komikmatan, 
cet.2, (Jililrta , Irui-Hili.Co, 2002), hlm. 11 B. 
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2.1.3 Jual Beli Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional (Hukum Posilif) 

Sebelum mernasuki pengertian mengenai jual beli tanah menurut hukum 

tanah yang berlaku di Indonesia (hukum tanah nasional), harus dipahami dahulu 

mengenai pengertian jual beli tanah dalam hukum adat di lndonesJa, karena 

hukum tanah nasional kita bersumber pad a hukum ada!. Pengertian jual beli tanah 

menurut hukum ada! yaitu perbuatan hukum penyerahan tanah untuk selama­

Iamanya dengan penjual menerima pembayanm sejumlah uang, yaitu har:ga 

pembelian (yang sepenahnnya atau sebagiannya dibayar tunai}. 37 Prof. Boedi 

Harsono, SH berpendapat bahwa dalarn hukum adat di Indonesia, perbuatan 

hukum peruindahan hak (misa!nya seperti jual beli, tukar menukar, hibah) 

merupakan perbuatan hukum yang dilaksanakan secara terang dan tunai." Terang 

berarti perbuatan hukum jual bali tersebut benar-benar dilaksanakan dihadapan 

Kepala Ada! atau Kopala Desa atau kini di hadapan Pejahat Pembuatan Akta 

Tanah (PPAT} yang berwenang, Tunal berarti adanya dua perbuatan yang 

dilaksanakan. secara bersarnaan, yaitu perbuatan hukum pemindahan hak atas 

tanah dengan pembayanm harganya pada saat bersamaan secara tunai dilakukan.39 

Sebagai bukti telah teljadinya jual beli dan selesai pemindahan hak atas tanah 

yang menjadi objek jual beli dimaksud dibuatlah "Sural Jual Bah Tanah" yang 

ditandatangani oleh pihak penjual dan pibak pernbeli dengan disaksikan oleh 

Kepala Desa, yaitu untuk menjamin kebenaran tentang status tanahnya, pemegang 

hakuya, keabsahan bahwa telah dilaksanakan dengan hukum yang berlaku40 

sehingga, dengan penyerahan tanahnya kepada pembeli, dan pembayaran 

l7 Rd. Soepomo,lfukum Perdata Adat Jawa Barat, eet.2, (Jakarta : Penerbil Djambatan, 1982), 
hlm.l26. . 

38 Harun AI Rashid, Selri/as Tenlang Jual Deli Tanalt (Berikut Parotun:m-Peralurorrnya), cetl, 
(Jakarta: Pcnerbit PT. Ghalia Indonesia, 1987), hlm.SL 

39 Boedi Harsono {b), "Penggunaan Dan Penerapan Asas-Asas Hukum Adat Pada Hak Milik Atas 
Tanah Menurut UUP A." {Makalah disampaikan pada Simposium Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA, 
Bandung 20 Januari 1983), hlm.2. 

40 Sahat H.M,T Sinaga, op.cif .• blm.l9. 
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harganya kepada penjual pada saat jual beli dilakukan, perbuatan jual beli itu 

selesai. Dalam ard pembeti teJah menjadi pemegang haknya yang baru. Sekiranya 

harga tanahnya menurut kenyataannya belum dibayar penub, menurut hukurn 

sudah terbayar penuh, Demikian juga jual beli itu menurut hukum sudah selesai 

dan pembelinya sudah menjadi pemegang haknya yang beru, sekalipun pada 

kenyataannya tanah yang bersangkutan masih tetap dikuasai oleh penjual. 

Tanggal 24 September 1960 tercatat sebagai salah satu tanggal dan 

mernpakan salah satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah perkembangan 

agraria!pertanahan. di Indonesia pada umumnya dan pernbaharuan Hnkum 

Agraria!Hnkum Tanah Indonesia pada khususnya karena pada tanggal tersebut 

diundangkanlah Undang~Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan nama singkatan resminya 

Undang-Undang Pokok Agraria, disingkat UUPA41 Sejak berlakunya UUPA di 

Indonesia, maka hnkum tanah barat dan hukum tanah adat tidak berlakn lagi, 

sehingga dengan lahimya UUP A, dualisme hnkum tanah di Indonesia telah 

dihapuakan karena telah terjadi unifikasi hukum atau kesatuan hnkum dan adanya 

hak-hak atas tanah yang serupa sebagaimana diatur dalam UUPA, tennasuk juga 

lembaga dan perbuatan hnkum atas tanah. Jadi dengan kata lain, sejak berlakunya 

UUP A telah terjadi pcrombakan-perombakan yang fimdamental didalam bidang 

hnkum agraria. 42 

Pengertian jual beli tanah dalam hal ini tidak sama dengan suatu jual beli 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 dan 1458 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. UUP A menciptakan unifikasi di bidang hukum tanah yang 

didasarkan pada Hukum Adat karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada 

hukum ada!, oleh sebab itu hukum agraria yang barn tersebut (UUPA) didasarkan 

pula pada keteutuan-ketentuan hnkum adat itu. Oleh karena itu, meskipun UUP A 

41 Boedi Harsono (a), loc.cit. 

42 Harun Al Rashid, op.cir., hlm.ll 
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tidak mengatur secara khusus mengenai jual be1i, 43 dapat dipahami pengertian jual 

beli tanah dalam hukum tanah nasional adalah jual beli tanah dalam pengertian 

hukum adat mengingat hukum agraria yang berlaku adalah hukum ada! 

sebagaimana hal demikian termuat dalam Pasal 5 UUP A yang berbunyi : 

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum 

adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 

Negara, yang berdasarkan alas persatuan bangsa, dengan sosialisme 

Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang· 

undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu 

dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pad a hukum agama. 44 

Sehingga apa yang dimaksudkan UUP A dengan Hukum Ad at itu adalah hukum 

aslinya golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam 

bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat 

kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta di!iputi 

oleh suasana keagamaan. 45 Demikian hukum adat yang merupakan dasar dari 

hukum tanah nasional yang berlaku pada saat ini sebagaimana lermuat dalarn 

pasal 5 UUP A tersebut, tentunya adalah hukum adat yang telah mengalami 

pemumian dan penyempumaan atau "saneering'' dari unsUFtwsumya yang tidak 

asli untuk disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang 

modern dan dalam hubungannya denga.n dunia internasional, serta disesuaikan 

dengan sosialisme Indonesia yang tentunya tidak bertentangan dengan 

·B Arie S. Hutaga1ung {b). Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekcmomi (Suatu 
Kumpulan Karangan), cet. 2, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), 
hlm.l13. 

~• Indonesia (b), Undaug-Undang tenrang Peratunm DasarPolwk-Poi«Jk Agraria, VU No.5 tahun 
1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No.3281, Ps. 5. 

4
' Boedi Harsono (a), op. cil., him 179. 
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kepentingan nasionaL Dalam pembentukan hukurn tanah nasi.onai yang digunakan 

sebagai bahan utama, adalah konsepsi dan asas~asasnya, sehingga dengan 

pendekatan dan pengelihatan yang demikian, hukum ada! tidak harus diartikan 

semata-mata sebagai rangkaian nonna~nonna hukum sajat yang dirumuskan dari 

sikap, tindakan dan tingkah lakn para warga masyaraknt hukum ada~ sebagai 

pengejawantahan konsepsi dan asas-asas pengaturan peri kehidupannya ruunun 

pengertian hukum adat, meliputi juga konsepsl dan asas-asas hukumnya dan 

demikian juga lembaga-lembaga hukumnya serta sis tern pengaturannya." 

Peralihan hak atas tanah yang menjadi objek jual beli telah te~adi sejak 

ditandatanganinya ak1a jual beli di hadapan PPAT yang berwenang dan 

dibayarkannya harga oleh pembeli kepada penjual. Pemindahan hak atas tanah 

yang menjadi objek jual beli berarti pemindahan penguasaan secara yuridis dan 

secara fisik sekaligus, Sejak akta jual beli ditandatangani di depan PPAT yang 

. berwenang. hak milik alas tanah yang dijual beralih kepada pembeli47 Definisi 

dan pengertian serta hal-hal lain yang mengatur mengenai PPAT Ielah termual 
• . ·dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomar 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabalan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Definisi dari Pejabat 

Pernbuat Akta Tanah atau yang sering disingkat dengan PPAT, adalah pejabat 

umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai 

perbuatan bukum tertentu mengenai bak atas tanah atan Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun,40 sehingga akta-akta otenlik yang dibuat oleh PPAT adalah 

merupakan bukti Ielah dilaksanakan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

44 Boedi Harsono (a),JbUJ., hlm. 180. 

47 SahatH.M.T Sinaga, op.cit., hlm.20. 

4 ~ Indonesia (c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Jabatan Pe]abat 
Pembual Akta 1'ana/l, PP No. 37 Tabun 1998, LN No. 52 tabun 199&, TLN No. 3746,. Ps. 1 ayat (l). 
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tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,49 dan perbuatan hukurn 

sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut ;so 

a. Jual beli; 

b. Tukar menukar; 

e. Hibah; 

d. Pemasukan kedalam perusahaan (inbreng); 

e. Pembagian hak bersama; 

f. Pernberian Hak Guna Bangunan!Hak Pakai alas tanah Hak Milik; 

g. Pemberian Hak Tanggungan; 

h. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 

Dalam menjalankan jahatannya, PPAT mempunyai daerah kerja PPAT, 

yang adalah suatu wilayah yang menunjukan kewenangan seorang PPAT untuk 

membuat akta mengenai hak alas tanah dan Hak Milik alas Satuan Rumah Susun 

yang terletak didalamnya." Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor 

Pertanahan Kahupaten!Kotamadya.52 

Terbadap pelaksanaao jual beli tanah sebagai salah satu cara berpindalmya 

hak atas tanah dari satu subjek hukum kepada subjek hukum yang lain tentu perlu 

memperhatikan jenis hak atas tanah yang depat dijadikan objek jual beli. UUP A 

mengatur hak-hak atas tanah sebagaimaua temyata dalana Pasal 16 ayat (1) yaitu 

sebagai barikut :53 

a. HakMilik 

b. Hak Guna Usaha 

e. Hak Guna Bangunan 

49 !bid .. Ps. 1 ayat (4). 

~0 Ibid., Ps. 2 ayat {2). 

51 ibid,, Ps. 1 ayat (8). 

s1 lbid,, Ps. 12 ayat {1). 

S) Indonesia (b), op. cit., Ps. 16 ayat (1}. 
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d. Hale Paleai 

e. Hak Sewa 

f. Hale Membuka Tanah 

g. Hale Memungut hasH hutan 

h. Hale-hale lain yang tidale termasuk dalam hak-hale tersebut diatas yang alean 

ditetapkan dengan undang-undang serta hale·hak yang sifatnya sementara 

sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. 

Peralihan Hak Atas Tanah bisa tCijadi karena peristiwa hukum misalnya 

pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hokum pemindahan hak seperti : 

a. Jual beli 

b. Tukar-menukar 

c. Hi bah 

d. Pemberian menurut adat 

e. Pemaaukan dalam perusahaan atau inbreng 

f. Hibah wasiat atau "legaat"'4 

Didalam UUP A tid ale terdapat ketcntuan mengenai status bangunan at au 

. rumah yang berdiri diatas tanah, karena berdasarkan asas pemisahan horizontal 

dimungkiukan pemilikan dan peralihan benda-benda diatas tanah itu terlepas dari 

tanahnya." UUPAjuga mengatur subjek-subjek hak atas tanah antara lain seperti 

Hak Milik yang merupakan hale turon temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah yang hanya dapat dimililci oleh warga Negara Indonesia 

dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pernerintah, Hale guna Usaha yang 

merupalean hale untuk mengusahalean tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 

dalarn jangka waktu tertente guna perusahaan pertanian, perkebunan, perikanan 

atau petemalean yang dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan badan 

•• Sabat H.M.T Sinaga, op.cit., him 2 i. 

ss Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan 8611da Lain Yang Melekat 
Ptrda Tana!J Dalam Ko11sepsi Penerapan AS(Is Pemisaitan Horiwnlal, cetl, (Bandung ; Penerbit PT. 
Cirra Aditya Bakti, 1996), hlm.85. 
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hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, 

Hak Guna Bangunan yang merupakan hak untuk mendirikan dan mernpunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu 

paling lama 30 (tigapuluh) tahun yang dapat dimiliki oleh Warga Negara 

Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia, Hak Pakai yang merupakan hak untuk menggunakan 

danlatau memungut basil dari tanah yang diknasai langsung oleh Negaca atau 

tanah milik orang lain yang membari wewenang dan kewajiban yang ditentukan 

dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang membetikannya 

atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa 

menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan 

dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam UUP A yang dapat diberikan selama 

jangka waktu tertentu atau selama !anahnya dipergunakan untuk keperluan 

tertentu atau dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa 

apapun. Hak Pakai dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia, orang asing 

yang berlredudukau di Indonesia, badan hukum yang diditikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai 

perwakilan di Indonesia. 56 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sudah berubah 

situasi dan kebutuhannya, dan untuk mencapal jaminan kepastian hukum, 

pemerintah menyediakan suatu lembaga baru, yaitu lembaga pendaftaran tanah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Pasal 19 UUP A menetapkan 

pemerintah harus melakukan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia menurut ketentuanRketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dibukukan dalam huku 

tanah dan diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti pernilikan tanahnya dan lliltuk 

pemindahan hak seperti jual bell yang Ielah ditandatangani di hadapan PPAT yang 

56 Indonesia (b), op.cit., Ps.2042. 
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be!"\Venang. harus diikuti dengan pendaftararmya di Kantor Pertanahan di letak 

lokasi tanahnya. Hal itu dimaksudkan untuk memberikat alat bukti yang lebih kuat 

dan lebih luas daya pembuktiannya daripada akta PPAT yang membuktikan telah 

terjadinya pemindahan hak yang dilakukan sehingga berkenaan dengan hal 

tersebut, setiap pemegang hak atas tarn!h diwajibkan mendaftarkan hak-hak atas 

tanahnya tersebut. 57 

Perintah yang terdapat dalam Pasal 19 UUP A ternebut kemudian ditindak 

Janjuti oleh pemerintah dengan diberlakakannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 

TaiiUn 191j] tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dengan 

terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 

tent<J11g Pendaftaran Tanah yang mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997. 

Dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut yang 

dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah : 

· Rangkaian kegiatan yang dilakakan oleh Pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, 

pembakuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, 

dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tarn!h dan satuan­

satuan rumah susun, tennasuk pembarian sura! tanda bukti haknya bagi 

bidang-bidang tanah yang sudab ada haknya dan hak rnilik atas satuan 

rumah suswt serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 58 

hnplementasi dari kegiatan Pendaftaran Tanah dapat berupa pencatatan 

peralihan hak-hak atas tanah, baik tanah yang belum bernertipikat maupun yang 

H Arie S Huragalung (;;::), Prcgram Redistribusi Tauah Dl ltukmesia (Sr1atu Saroua ke Arah 
Pemecahan Masalah Penguasaan Ttmah dan Pemilikan Tonah), ceU, (Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 
1985), blm33. 

18 lndonesia (d), Peraturan Pemerintalt Republik lnd<mesia tentang Pcndaftaran Tanafl, PP No,24 
Tahun 1991, LN No.57 tahun 1997, TLN No. 3696, Ps. l ayat (I). 
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telah bersertipikat. Dalam Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah disebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan bak milik atas satuan rumah 

susun baik itu melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan perbuatan hukum 

pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat 

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang 

dan dalarn keadaan tertentu kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar 

pemindahan hak yang tidak dibuat dengan akta PPAT sepanjang yang menurut 

Kepala Kantor Pertanahan kadar kebenarannya dianggap cukup." 

Dilihat dari ketentuan tersebut pada prinsipnya peralihan hak atas tanah 

hanya dapat didaftarkan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabepaten!Kota dengan 

wilayah ketja lokasi tanah yang menjadi objek pendaftaran, jika hal itu dapat 

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PPAT yang deerab 

ketjanya sama dengan wilayah tanah yang menjadi objek peralihan hak60 

Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 37 ayat (I) PP No. 

24 Tahun 1997 tenlang Pendaftaran Tanah. dihadiri oleh para pihak yang 

melalrukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya, dengan 

dihadirildisaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi 

syarat untuk bertindak sebagai saksi dalarn perbuatan hukum itu dan bentuk, isi 

dan cara pembuatan akta-akta PPAT itu diatur oleh Menteri.61 Akta PPAT wajib 

dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yaog kuat untuk 

pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak. Oleh karena itu PPAT 

bertanggung jawab untuk me~eriksa syarat-syarat untuk sehnya perbuatan hukum 

yang bersangkutan dengan antara lain mencocokan data yang terdapat dalarn 

sertipikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanehan, dengao kala lain 

59 Ibid., Ps. 37 ayat ( 1) & (2}. 

60 Sabat H.M.T Sin.aga, op.cit., hlm27. 

61 Indonesia (d). op.cit., Ps.38. 
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sebelum membuat akta pemindahan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun, PPAT yang ben;angkutan wajib untuk mengecek asli sertipikat 

yang tersebut ke Kantor Pertanahan setempat dan meminta bukti pelunasan 

pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) yang wajib dibayar oleh 

eaton penerima hak atas tanah atau Hak Milik Alas Satuan Rumah Susun dan 

bukti pelunasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dibayar oleh 

caion pemberi hak alas tanah atau Hak Milik Alas Satuan Rumah Susun. Baik 

BPHTB maupun PPh wajib dilunasi oleh para pihak yang bersangkutan sebelum 

penandatanganan akta PPAT dahadapan PPAT. PPAT wajib membacakan akta 

kapada para pihak dengan dihadiri para sakai, serta menjelaskan sehingga para 

pihak mengerti tentang apa yang ditandatanganinya sebagai bukti persetujuan atas 

perbuatan hukum yang dimakand dalam akta yang ditandatangani.62 Setelah 

penandatanganan akta PPAT sebagaimana Ielah disebutkan diatas, maka selambat­

lambatnya 7 (tujuh) hari keija sejak tanggal ditandatanganinya akta yang 

bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen­

dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk 

didaftar."' 

Proses pencatatan peralihan hak atas tanah berlangsung dengan dibuatnya 

akta PPAT sebagai bukti teijadinya peralihan hak atas tanab dari pemegang hak 

atas tanab yang lama kepada pemegang hale atas tanab yang bllnl, kemudian 

berdesarkan akta yang dibuat dihadapan PPAT tersebut dilakukan pencatalan guna 

didaftarkan adanya peralihan hak alas tanah oleh Kantor Pertanahan yang wilayah 

tugasnya meliputi letak dimana tanah yang menjadi objek peralihan hak alas tanab 

herada. Pemegang hak atas tanab yang bam menyimpan bukti perolehan hak alas 

tanah dalam sertipikat Ianda bukti hak atas tanah yang dipegangnya, dimana 

dalam sertipikat tanda bukti hak atas tanah dicantumkan nama pemegang hak atas 

62 Sabat H.M,T Sinaga, op.cit., hlrn.2K 

.c;
3 1ndonesia {d), op.cit., Ps. 40 ayat {l). 
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tanah yang barn, nom or, tanggal, serta nama PP AT dihadapan stapa teiah 

dilangsungkan penandatanganan akta peralihan hak atas tanah.64 

2. 1.4 Rumah Susun/ Apartemen 

2.1.4.1 Pengertian dan Landasan Hukum 

Kebutuhan akan peru.mahan dewasa ini dirasakan semaldn 

meningkat terutama disebabkan karena pesatnyo jumlah pertumbuhan 

pendudnk yang sayangnya tidak seimbang dengan persediaan tanah yang 

semakin terbatas. Oleh karena itu penggnnaan tanah harus seselektif 

mungkin terutarna didaerah-daerah yang berpenduduk padat seperti di 

kota-kota besar. Pernbangunan rumah susun alan yang sekarang lebih 

dikenal dengan sebutan apartemen, merupakan salah satu altematif 

pemeeahan masalah kebuluhan perumahan dan pernukiman, karena 

pembangnnan rumah susun dapat mengnrangi penggunaan tanah, membuat 

ruang-ruang kota lebih luas dan dapat digunakan sebagai sa!ah satu cara 

untuk perernajaan kola bagi daerah kumuh. Untuk perernajaan kota 

tersebut, Ielah dicanangkan dalarn lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang Berada di Atas Tanah 

Negara. Sebingga sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden ternebut, 

dikeluarkan Surat Edaran Nomor 04/SEIM/111993 tangga/ 7 Januari 1993 

kepada para Gubemur KDH.TkJ dan Bupati/Walikotarnadya KDH.Tk.ll 

untuk melaksanakan pedoman umum penanganan terpadu perumahan dan 

pemnklman kumuh, yang antara lain dilakukan dengan peremajaan dan 

pembangunan rumah susun. 6s 

Dalam rangka peningkatan dayo guna dan hasil guna tanah bagi 

pembangunan perumahan dan pemnklman, serta meningkatkan efektifitas 

""'Sabat H.M.T Sinaga, op.cit., hlm.33. 

65 ArieS. Hutag.alung (a). op. cit., hlm.3. 
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dalam penggunaan tanah terutama pada lingkungan/daerah yang padat 

penduduknya, maka perlu dilakukan penataan atas tanah sehingga 

pemanfaatan dari tanah betul-betul dapal dirasakan oleh masyarakal 

banyak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka mulai terpikirkan untuk 

melakukan pembangonan suatu bangunan yang digunakan untuk huniao 

untuk kemudiao alas bangonan dimaksud dapat digunakao seeara bersarna­

sama dengan masyarakat lainnya, sehingga terbentuklah adanya rumah 

susun. Konsep pembangunan yang dilakukan atas rumah susun yaitu 

dengan bangunan bertingkat yang dapat dlhuni bersarna, dimana satuan­

satuan dati unit dalarn bangunan dimaksud dapal dimilki secara terpisah 

yang dibangun baik seeara horizontal maupun secara vertikal. 

Landasan huknm dati pembangunan rumah susun adalah dengun 

adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, 

atau yang sering disebul juga UURS, yang Ielah dlatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun yang 

Ielah diundangkan pada tanggal 26 April 1988. UURS Ielah memberikan 

landasan hak:um bagi penyelenggaraan pembangunan rumah susun di 

Indonesia, serta adanya tiga Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu : 

1. Peraturan Menter£ Dalam Negen· Nomor 14 Tahun 1975 tentang 

Pendaflaran Hak-Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Dan 

Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan Yang Ada Di atasnya Serta 

Penerbitan Sertipikatnya; 

2. Peraturan Menten· Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1977 tentang 

penyelenggarO.an 1Gta Usaha Pendaftaran Tanah Mengenai Hak 

Atas Tanalt Yang Dipunyai Bersama Dan Pemilikan Bagian­

Bagian Bangunan Yang Ada Di atasnya dan ; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 10 Tahun 1983 tentang 

Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Izin Penerbitan 

Sertipikat Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama Yang Disertai 
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Dengan Pemilikan Secara Terpisah Bagian-Bagicm Pada 

Bangunan Bertingkat. 

Peraturan~peraturan Menteri Dalam Negerl tersebut telah memberikan 

landasan hukurn untuk dapat memiliki secara individu atas bagian~bagian 

dari bangunan di atas tanah yang dimiliki bersama sebelum diterbitkannya 

UURS." Setelah diterbitkannya UURS, berbagai hal telah memperoleh 

pengaturan lebih lanjut, di antaranya dalam :67 

1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 

1989 tentang Bentuk dan Tala Cam Pengisian Serta Pendafiaran 

Akta Pemtsohan Rumah Susun; 

2, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 

1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah 

· 8erta Penerbiian Serlipikat Hak Milik At as Satuan Rwnah Susun; 

3. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta : Peraturan 

Daerah KhU!ius Ibukata Jakarta Nomor I Tahun 199 /..ten tang 

Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

4. Peraturan Menteri Do/am Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun; 

S. Peraturan Menter/ Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1992 

tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun,· 

6. Sural Keputusan Menteri Negara Perumaltan Rakyat tanggal 17 

Nopember 1994 Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman 

Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Stcsun; 

7. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 

06/KPTSIBKPUN/1995 tanggal 26 Juni 1996 tentang Pedoman 

66 "Artikel Rumah Susun," <http://www.gmtproperty.com/news>, 20 Oktober 2008, 

117 ArieS. Hutagalung (a), op.cit., hlm.6. 
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Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. 

Peraturan-peraturan tersebut dibuat sebagai tidak lanjut dari 

dikeluarkannya UURS yang mengatur tentang rumah susun. Definisi atau 

pengertian Rumah Susun menurut pasal 1 ayat (I) UURS berbunyi sebagai 

berikut : 

"Rumah Susun" adalah bangunan gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian­

bagian yang distrukturkan secara fungsional dalarn arab 

horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang 

masing-masinng dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, 

terutarna untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian 

bersama, benda bersarna dan tanah bersarna." 

Bagian dari sistern rumab susun yang utarna bagi perniliknya adalah 

Satuan Rumah Susun. Sedangkan pengertian "Satuan Rurnab Susun" 

menurut pasal I ayat (2) UURS, mengatakan bahwa "Satuan Rumah Susun 

adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utantanya digunakan secara 

terpisab sebagai ternpat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke 

jalan umum:~• Karena dapat digunakan secara terpisah, maka syarat dari 

pada bagian rumah susun yang akan menjadi satuan rumah susun harus 

mempunyai sarana ke ja!-an umum agar mudah untuk dijangkau, sehingga 

pemiliknya dapat leluasa menggunakannya secara individual tanpa 

menggangu orang 1ain.70 

118 lndonesJa (a), op.cit, Ps.l ayat (l ). 

"
9 Indonesia {a), Ibid., Ps.l ayat (2). 

'
0 ArieS. Hutagalung (a), op. cit., hlm.13. 
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2.1.4.2 Sistem Kepemilikan Individual 

Rumah susun dalam hukum Indonesia dewasa ini merupakan 

rumah yang dibentuk dengan sistem condominium, dimana dengan slstem 

ini terdapat pemilikan individual atas satuan rumah susun yang merupakan 

hak penghuni. Condominium menurut arti kala berasal dari bahasa latin 

yang terdiri dari dua k:ata yaitu .. con " berarti bersarna-sama dan 

"dominium" yang berarti pemilikan. Dalam perkembangannya 

condominium mempunyai arti sebagai suatu pemilikan bangunan yang 

terdiri atas bagian~bagian yang masing-masing merupakan suatu kesatuan 

yang dapat digunakan dan dihuni seeara terpisah, serta dimiliki secara 

individual berikut bagian-bagian lain dari bangurum itu dan tanah mana 

bangunan itu berdiri yang karena fungsinnya digunakan bersama, dimiliki 

secara bersarna-sama oleh pemilik bagian yang dimiliki secara individual 

tersebut di atas." Sistem bangun.an/gedung bertingkat yang ruang­

ruangnya dapat dipakai secara individual sudah lama dikenal - dan · 

dilaksanakan diberbagai kota-kota besar di Indonesia, dimana pemegang 

hak atas tanah tersebut adalah sekaligus merupakan pemilik gedung. 

Awalnya hanyalah ada ltubungan sewa menyewa antara pemilik tanah dan 

sekaligus pernilik bangunan dengan para pemakai dari ruang-ruang dalarn 

bangunanlgedung bertingkat tersebut. Dengan adanya UURS telalt 

memperkenatkan untuk kemudian menjalankan adanya lembaga 

kepemilikan baru sebagai hak kebendaan yaitu adanya Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun.72 Jadi hak: pemilikan atas satuan ~ah susun itu 

disebut Hak Milik Atas Satuan Rurnah Susun atau disingkal HMSRS, yang 

bersifat perorangan dan terpisah. Seiain pemilik:an atas satuan rumah susun 

tertentu, HMSRS yang bersangkutan meliputi juga hak pemilikan bersama 

11 ArieS. Hutagalung (a), Ibid., Wm.3. 

n "Artikel Rumah Susun," loc.cil. 
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atas apa yang di atas disebut .. bagian bersama•t, "tanah bersama0 dan 

"benda hersama... Semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dengan pemilikan satuan rumah susun yang bersangkutan.n 

K<>nsep dasar Y.,g melandasi HMSRS adalah berpangk:al dari 

teori tentang kepemilikan atas suatu benda, bahwa bendalbangunan dapat 

dimiliki oleh seseorang, dua orang atau bahkan lebih, yang dikenal dengan 

istilah kepemilikan bersama. PemiHkan bersarna atas suatu 

bendalbangunan pada intinya dikenal adanya 2 (dua) macam kepemilikan 

yaitu kepemilikan bersama yang terikat dan kepemilikan bersama yang 

bebas. Pemilikan bersama yang terikat yaitu adanya ikatan hokum yang 

terlebih dahulu ada di anlal:a para pemilik benda bersama, misalnya 

pemilikan bersama yang terdapat pada harta perkawinan. Para pemilik 

bersama tidak dapat secara bebas melakukan pemindahan haknya kepada 

orang lain tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya, atau selama suami 

dan isteri masih dalam ikatan perkawinan tidak memungki.nkan untuk · 

melakukan pembagian ataupun pemisaban harta perkawinan (keeuali 

adanya pe!janjian kawin). Sedangkan pemilikan bersama yang bebas, 

dimaksudkan bahwa setiap para pemilik bersama tidak terdepat ikatan 

bukum terlebih dahulu, selain dari hak bersama menjadi pemilik dari suatu 

benda. Sehingga dalam hal ini ·adanya kebendak secara bersama-sama 

untuk menjadi pemilik atas suatu benda yang untuk digunakan secara 

bersama-sama. Bentuk kepemilikan bebas inilah yang disebut dan dikenal 

dengan kondominium.74 Sesuai dengap konsep terSebut, maka UURS telah 

merumuskan jenis pemilikan perorangan dan pemilikan bersama dalam 

suatu kesatuan jenis pemilikan yang bam yang disebut dengan Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS), yang pengertiannya adalah hak 

n Boedi Harsono (a), op.cit., hlm.349. 

'~ "Artikel Rumah Susun," loc.cit. 
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pemilikan perseorangan at as sahmn (unit) rumah susun, meliputi hak 

bersama atas bagian bersama yaitu bagian·bagian dari rumah susun yang 

dimilik:i bersama seeara tidak terpisah oleh semua pemilik satuan rumah 

susun dan diperuntukan pemakaian bersama (seperti lift~ tangga. lorong. 

pondasi, atap bangunan, ruang untuk umum dan lain·lainnya), tanah 

bersama yaitu sebidang tarnlb tertentu di atas mana bangunan rumah susun 

yang bersangkutan berdiri, yang sudah pasti status hak, batas-batas dan 

luasnya namun tanah tersebut bukan milik para pernilik satuan rumah 

susun yang ada di 1antai dasar, melainkan, seperti halnya bagian hersama, 

juga merupakan hak bersama semua pemilik satuan rumah susun dalam 

bangunan rumah susun yang ben;angkutan, serta benda bersama yaitu 

benda-benda dan bengunan-bangunan yang bukan rnerupakan bagian dari 

bangunan gedung rumah susun yang bersangkutan, tetapi berada di atas 

tanah bersama dan diperuntukan bagi pernakaian bersama (seperti 

bangunan tempat ibadah, lapangan parlcir, olahraga; pertamanan, tempat 

bennain anak-anak, dan lain-lainnya).75 

Besamya hak atas .. bagian bersama", "tanah bersama", dan 

"benda bersama~· tersebut, masing-masing didasarkan atas luas atau nilai 

satuan rumah susun yang bersangkutan, pada waktu diperoleh pemililmya 

tmtuk pertama kali) yaitu yang disebut Nilai Perbandingan Proporsional 

(NPP)76 yaitu angka yang menunjukan perbandingan antara satuan rurnah 

susun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah 

bersama; yang dihitung berdasarkan luas atau nilai satuan rumah susun, 

"'Boedi Harsono (a), op.cil., hlm.3:50. 

7t>aoedi Harsono (a), Ibid., hlm.351, 
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yang bersangkutan terhadap jumlah luas bangunan atau niiai rumah 

susun.77 

2. I .4.3 Tujuan Pombangunan Rumah Susun 

Pembangunan rumah susun bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan perumahan bagi rakyat dan meningkatkan daya guna dan hasil 

guna tanah didaerah yang berpenduduk padat dan luas tanahuya terbatas. 

Atah kebijaksanaan rumah susun di Indonesia tercantum dalam UURS 

yang berisi 3 {tiga) hal pokok, yaitu : 18 

I. Konsep lata ruang dan pembangunan perkotaan, dengan 

mendayagunakan tanah secara optimal dan mewujudkan 

pemukiman dengan kepadatan tinggi. 

2. Konsep pengembangan hukum, denngan menciplakan hak 

kehendaan baru yaitu satuan rumah susun yang dapat dimiliki 

secara perseorangan dengan pemilikan bersama atas benda.. · 

bagian dan tanah dan menciplakan badan hukum baru yaitu 

Perhimpunan Penghuni, yang dengan anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangganya dapat bertindak keluar dan kedalarn 

atas nama pemilik satuan rumah susun. berwenang mewujudkan 

ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan di rumah susun. 

3. Konsep pembangunan ekonomi dan kegiatan us aha, dengan 

dimungkinkannnya kredit konstruksi dengan pembebanan hipotik 

(sekarang Hak Tanggungan) alas tanah .. 

n "Kapita Selelcta Hukum Kenotariatan UNUO Bagian Il," <http//tJQtariat-unud.org/2008>, 19 
Agustus 2008. 

11 ArieS. Hutagalung (a), op.cit., hlm19. 
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Dengan melihat tiga arah kebijakan tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan bahwa tujuan pembangunan rumah susun adatah sebagai 

berikut :" 

I. Untuk pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dalam 

linglrungan yang sehat; 

2. Untuk mewujudkan pemukiman yang serasi, selaras dan 

seimbang; 

3. Untuk meremajakan daerah-daerah kumuh; 

4. Untuk mengoptimalkan sumber daya tanah perkotaan; 

5. Untuk mendorong pernukiman yang berkepadatan penduduk. 

Sedangkan tujuan pembangunan rumah susun sebagaimana yang 

tercantum dan dirumuskan dalarn pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang­

Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susrm (UURS) adalah 

sebagai berikut :80 

I. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, 

terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang 

menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya, dan 

meningkatkan daya guna dan basil guna tanah didaerah perkotaan 

dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alarn dan 

menciptakan linglrungan pemukiman yang lengkep, serasi dan 

seimbang. 

2. Memenuhi kebutuhan untuk loopentingan lainnya yang bergnna 

bagi kehidupan masyarakat, dengan tetap mengotamakan 

ketentuan ayat (I). 

79 ArieS. Hutagalung (a), Ibid .• h1m.20. 

iO Indonesia (a), op.cit., Ps.3. 
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2.1.4.4 Penyelenggara Pembangunan Rumah Susun 

Penyelenggara pembangunan rumah susun di Indonesia 

sebagaimana diatur dalam UURS, disebutkan bahwa pembangunan rumah 

susun dapat dise1enggarakan oleh :3.1 

1. Badan usaha Milik Negara atau Daerah (BUMNIBUMD); 

2. Koperasi; 

3. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang bergerak dalam bidang 

pembanguuan perumahan; 

4. Swadaya Masyarakat. 

Bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang 

menyelenggarakan pembangunan rumah susun, harus merupakan badan 

hukum Indonesia, yang bermodal murni nasional atau merupakan usaha 

pattmgan dengan modal asing, sesuai ketentuan mengenai penanaman 

modal asing.82 Penyeleuggara pembangunan mmah susun harus memenuhi 

syarat sebagai subjek hak atas tanah di alas mana rumah susun yang 

bersangkutan di bangun. Karena selain akan menjadi pemilik banguuan 

gedung yang dibangunnya, ia sejak sebelum rumah susun tersebut 

dibangun harus sudah menjadi pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan. 

Perl<embangan kebutuhan akan perumahan dan pemukiman bagi 

masyarak:at Indonesia, khususnya di daerah perkotaan bersamaan dengan 

berkembanguya banyak pembangunan-pembangunan rumah susun. 

Sehingga kondisi yang demikian, merangsang banyak 0rang atau 

pengusaha untuk menjadi pengembang dengan menjalankan usaha sebagai 

badan usaha pengembang rumah susun dan badan usaha pengembang 

rumah susun yang terbanyak adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) 

61 Indonesia (a), ibid., Ps.S ayat (2), 

82 Boedi Harsono {a), op.cit., blm.355. 
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yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dalam henluk 

badan hukum perseroan terbatas (PT) atau yang sering di kenai dengan 

sebutan developer yang tentunya telah memenuhi syarat sebagai subjek 

hak atas tanah di atas mana rumah susun yang bersangkutan akan 

dibangun. 

2.!.4.5 Tanah untak Pembangunan Rumah Susun dan Cara 

Perolehannya 

Mengenai tanah untak pembangunan rumah susun Ielah diatur 

dalarn Pasal 7 1JURS yang menetapkan bahwa rumah susun hanya dapat 

dibangun diatas tanah yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Bangunan, 

Hak Pakai atas tanah Negara atau Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan 

Tanah itu sendiri mengandung pengertian bahwa Hak Pengelo!aan tanah 

adalah bak yang berisikan wewenang untak : 

1. Mereneanakan peruntukan dan penggunaan tanah; 

2. Menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan usaha sendiri; 

3. Menyerahkan bagian-bagian tanah itu kepada pihak ketiga 

menurut persyaratan yang ditentukan oleb pemerintah yang 

memegang bak itu yang me!iputi segi-segi peruntukan, 

penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan ketentuan 

bahwa pernberian hak alas tanah kepada pihak ketiga yang 

bersangkutan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 

Hak Pengelolaan alas tanah Negara diberikan kepada perusabaan 

pembangunan perumahan yang seluruh rnodalnya berasal dari 

Pemerintah!Pemerintah Daerah. Penyelenggara pembangunan rumah susun 

atau developer yang hendak membangun rumah susun haru:s memenuhi 

syarat sebagai subjek bak-bak atas tanah tersebut di atas. La7imnya 

developer yang bentukeya adalah badan hukum perseroan terbatas (PT), 

dapat memperoleb tanah dengan status Hak Guna Bangunan alau Hak 
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Pakai yang ielah ditentukan oleh UUPA baik itu mengenai peruntukannya 

untuk membangun suatu bangunan (dalam hal ini bangunan rumah .susun) 

dan yang dimungkinkan untuk dimiliki oleh suatu badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

K.husus bagi developer pembangunan rurnah susun yang membangun 

nunah susun diatas tanah Hak Pengelolaan, ada kewajiban untuk 

menyelesaikan lebih dahu lu pemberian Hak Guna llangunan a tau Hak 

Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan tersebut, sebelum diperbolehkan 

menjual satuan-satuan rnmah susun yang bersangkutan. Tanah dengan Hak 

Guna Bangunan paling tepat untuk pernbangunan rumah susun, karena :83 

1. Hak Guna Bangunan beljangka waktu re!atiflama; 

2. Hak Guna Bangunan adalah hak yang kuat dan dapat digunakan 

sebagai agunan berupa hipotik (sekarang Hak Tanggungan) yang 

merupakan bak agunan paling aman; 

3. Dapat dipunyai oleb Warga Negara Indonesia dan badan-badan 

hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudakan di Indonesia, baik yang bennodal nasional, 

bermodal campuran maupun yang bermodalasing. 

Secara umum, tata cara memperoleh tanah baik untuk 

kepentingan umwn, usaha maupun pribadi tergantung pada hal-hal sebagai 

berikut :" 

I. Status tanah yang diperlukan; 

2. Status hukum pihak yang memerlukan, peruntukan penggunaan 

tanah yang diperlukan; 

3. Ada a tau tidaknya kesediaan pemilik tanah untuk menyerahkan 

tanahnya. 

n Arie S. Hutagalung {a), op. cit., hlm22. 

84 ArieS. Hutagalung (a), Ibid., Wm.24. 
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Tanah yang tersedia dapat berstatus : 

I. tanah Negara yaitu tanah yang masih langsung dikuasai oleh 

Negara; 

2. tanah ulayat masyarakat hukum adat; 

3. tanah hak yaitu tanah yang sudah dihaki dengan salah satu hak 

yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai 

atau hak pange!olaan. 

Berdasaikan apa yang Ielah disebut diatas, maka untuk memperoleh tanah 

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :85 

I. Apabila tanah yang diperlukan berstatus tanah Negara, perolehan 

hakuya melalui proses pennohonan hak dan pemberian hak atas 

tanah oleh pamerintah. 

2. Apabila tanah yang diperlukan berstatus tanah ulayat, maka 

caro:nya adalah meminta kesadiaan panguasa masyarakat hukum 

adat yang bersangkotan untuk melepaskan hak ulayatnya, dengan 

memberikan ganti mgi terhadep tanaman rakyat yang ada di 

atasnya. 

3. Apebila tanah yang bersangkotan berstatus tanah hak, muka cara 

yaog digunakan tergantung pada ada atau tidak adanya kesediaan 

yang empunya tanah untuk menyerahkan kepada yang 

mernerlukan dengan kemungkinan : 

a. Apabila ada kesediaan untuk menyerahkannya dengan 

sukarela, maka ditempuh melalui acara pemindahan hak, 

misalnya jual beli, tukar menukar atau hibah, yaitu jika yang 

memerlukan tanah Ielah memenuhi syarat sebagal subjek hak 

atas tanah yang dipindahkan itu, atau dengan acara 

pembebasan tanah, yang diikuti dengan pennohonan hak baru 

as ArieS. Hutagalung (a), ibid., hlm2S. 
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yang sesuai, yaitu jika pihak yang memerlukan tanah tidak 

memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah yang 

bersangkutan. 

b. Jika tidak ada kesediaan Wltuk menyerahkannya dengan 

sukarela, apabila syaral-syaratnya dipenuhi, maka dapat 

ditempuh melalui acara pencabutan hak untak kepentingan 

tunum sebagai oara pengarnbilan lanah seoara paksa oleh 

Pemerintab/Penguasa. 

Tala oara penyediaan dan pemberian hak atas tanah Wltuk 

keperluan perusahaan pembangWlan diatur lahih lanjut dalam Peraturan 

Menteri Da/am Negeri Nom or 3 TalJUn I 987. Peraturan tersebut mengatur 

penyediaan dan peroleban tanah untak pembangunan penunahan pada 

umumnya, bukan khusus untuk pembangunan rumah susun, 86 namun 

peraturan ini dapat juga diterapkan pada pembangunan rumah susun. 

Secara garis besar, pihak developer pembangunan rumah susun harus 

mengajukan permohonan kepada pemerinlah daeroh untak mendapatkan 

izin lokasi yang dipilihnya bagi pembangunan rumah susun yang 

direncanakannya di alas tanah seluas yang diperlukan. Jika permobonan 

tersebut disetujui oleh pemerintah daerah yang hersangkutan, maka 

developer yang bersangkulan sekaligus juga dibari izin untuk mengadakan 

kegialan memperoleh tanah yang diperlukan. Biasanya tanah yang 

diperlukan sudah ada yang memiliki, sehingga cara untuk memperoleboya 

dapat melalui musyawarah dengan pemilik tanahnya dalam bentak jual 

beli atau dengan cara pembebasan tanah. 117 

Datam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

4 Tahun 1998 tentang Rumah Susun, mengenai lokasi yang dipilih oleh 

MArieS. Hutagalung (a), lbld., hlm28. 

'
7 ArieS. Hutagalung (a), ibid., hlrrt29. 
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Penyelenggara pembangunan rumah susun (developer) diberikan rujukan 

mengenai beberapa hal yang harus dipethatikan dalam membangun rumah 

susun~ yaitu :85 

L Rumah susun harus dibangun di lokasi yang sesuai dengan 

peruntukan dan keserasian lingknngan dengan memperhatiken 

tata ruang dan tata guna tanah yang ada. 

2. Rumah susun harus di bangun pada lokasi yang memungkinkan 

berfungsinya dengan baik saluran-saluran pembuangan dalam 

lingknngan ke sistem jaringan pembuangan air hujan dan jaringan 

air limbah kola. 

3. lokasi rumah susun harus mudah dicapai angkutan yang 

diperlukan. 

4. lokasi rumah susun harus dijangkau oleb pelayanan jaringan air 

bersih dan listrik. 

5. Dalam hal lokasi rumah susun belurn dapat dijangkau oleh 

pelayanan jaringan air bersih dan listrik, penyelenggara 

pembangunan wajib menyediakan secara tersendiri sarana air 

bersih dan listrik sesuai dengan tingk:at kaperluannya. 

Jadi, pertama-tama perusabaan pernbangunan perumahan 

(developer) yang ingin memperoleh tanah untuk keperluan perusahaan 

terlebih dahulu harus mempunyai izin lokasi. Namun sebelum mengajukan 

permohonan izin lokasi, perusahaan yang bersangkutan terlebih dahulu 

harus mempunyai Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi dari 

BKPM (PMDN) atau perselujuan dari Presiden (PMA), atau Persetujuan 

Prinsip dari Departemen Teknis (non PMAIPMDN) yang bersangkutan. 

Tctapi Persctujuan Prinsip dari Departemen Teknis, dapat digantikan 

~8 Indonesia (c), Perall!ran Pemerimah Republik Indonesia tentang Rumah Susun, PP No.4 tahun 
1988, LN No.7 talllln 1988, TLNNo. 3372, l's,22, 
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dengan rekomendasi Bupati!Walikotamadya KDH sepanjang Departemen 

Teknis belum mengatumya.89 

Setelah diperolelmya Surat Persetujuan Prinsip, Badan Usaha 

yang bersangkutan mengajukan pennohonan Izin Lokasi yang kelak akan 

diberikan oleh Kopala Kantor Pertanahan Kahupaten!Kotarnadya Daerah 

Tingkat II (di DKl Jakarta berlaku ketentuan khusus). Untuk tata cara 

pengajuan pennohonan izin lokasi, harus sesuai dengan yang s:ebagaimana 

diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepa/a Badan 

Pertanahan Nasianal Nomor 22 tahun 1993.90 

Setelah mendapatkan izin lokasi yang diperlukan, maka 

perasahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan pemindahan hak alas 

tanah yang tala caranya telah diatur dalam PP No.JO Tahun 196ltentang 

Pendaftaran Tanah yang telab disempumakan dengan PP No.24 Tahun 

1997 terllang Pendaftaran Tanah yakni alas dasar persetujuan bersama 

antara pemilik tanah dan pihak yang memerlukannya, perbuatan hukumnya 

dilakukan dihadapan PPAT untuk kemudian didaftarkan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten!Kotamadya setempat, dan yang dalam hal ini pihak 

yang memerlukan harus mernenuhi syarat sebagai pemegang (subjek) hak 

atas tanah yang berpindah kepadanya. Jika tidak mernenuhi syarat sebagai 

pemegang hak, maka hams digunakan acara pemhebasan tanah. 

Pembebasan tanah oleh pihak swasta pada asasnya hams dilakukan antara 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan pernberian ganti rugi oleh pihak 

swasta tersebut dengan cara musyawarah yang pelak:sanaannya 

pembebasan tanalmya hams di awasi oleh Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan.91 

59 ArieS. Hutagalung (a), op. cit., h1m.JO. 

90 ArieS. Hutagalung (a), Ibid, 

91 ArieS Hutagalung (a),/bid., hlm.33. 
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2. 1.4.6 Persyaratan Pembangunan Rumah Susun 

Pembangunan rumah "susun harus memenuhi perSyaratan tek:nis 

dan administrarif sebagaimana diatur dalarn pasal 6 UURS juncto PP No.4 

Tahun 1988 tentang Rumah Susun, Dalam penjelasan pasal 6 UURS, 

persyaratan teknis antara lain mengatur mengenai : 

1. ruang; 

2. struktur, komponen dan baban bangunan; 

3. kelengkapan rumah susun; 

4. satuan rumah susun; 

5, bagian dan benda bersarna; 

6. kepadatan dan tata letak bangunan; 

7. prasarana dan fasilitas lingkungan. 

Dalam Pasal 29 PP No.4 Tahun 1988 tentong Rumah Susun. 

ditetapkan babwa ketentuan-ketentuan teknis tersebut diatur lebih lanjut 

oleh Menteri Pekeijaan Umum.92 Sedangkan persyaratan administratif 

yang dimaksud yaitu : 

1. izin lokasi (SP3L & SIPPT); 

2. advice planning; 

3. lzin mendirikan bangunan; 

4. izin layak huni; 

5. sertipikat tanahnya. 

Berdasarkan persyaratan administratif tersebut, rnaka pertarna­

tarna izin yang diperlukan adalab izin mendirikan bangunan (1MB) yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerab. Pada permohonan untuk mengajukan 

1MB, syarat-syarat yang hams dicanturnkan seswri dengan yang diatur 

dalarn pasal30 PP No.4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun yakni :93 

n ArieS. Hutagalung {a),lbid., Wm.36. 

93-Indonesia (e), op. cit., Ps.30. 
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1. sertipikat hak atas tanah; 

2. fatwa peruntukan tanah; 

3. rencana tapak, yaitu rencana tata letak ban gun an; 

4. gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan 

berserta pertelaannya, yang menunjukan dengan jelas batasan 

secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun; 

5. gambar rencana struktur beserta perhitungannya; 

6. gambar rencana yang menunjukan dengan jelas bagian bersama, 

benda bersama, dan tanah bersarna; 

7. gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengkapannya. 

Persyaratan administratif dalam pembangunan rumah susun barus 

berdasarkan pada perizinan yang diberikan oleh Pemerintah, meliputi 

parizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan (developer) 

yang menyelenggarukan pernbangunan rumah susun yakni berupa akta 

pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau dari pejahat yang 

berwenang bagi badan hukum Jainnya, izin lokasi, izin layuk huni, serta 

sertipikat tanahnya. 

2.1.4.7 Prosedur Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rurnah 

Susun (HMSRS) 

UURS dan PP No.4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun telah 

menetapkan bahwa sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rurnah Susun 
. 

(HMSRS) sebagai alat pernbuktian yang kuat, merupakan satu produk dari 

suatu rangkaian proses perizinan pada sistem rumah susun, yang 

disediukan dalarn rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian hak 

bagi pemilikan satuan rumsh susun. Sebagai salah satu produk dari suatu 

rangkaian, muka produk tersebut sangat tergantung pada produk-produk 
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perizinan yang dihasilkan sebelumn:ya 94 sebagaimana diatur dalam PP 

No.4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, maka rangkaian perizinan yang 

akhimya sampai pada sertifikasi rumah susun :95 

I. Pencadllngan Tanah!lzin Lokasi, 

Pencadangan tanah harus diminta oleh 

pembangunan (developer) kepada Pemerintah 

penyelenggara 

Daerah untuk 

mendapatkan izin lokasi yang dipilihnya untuk pembangunan 

rumah susun yang direncanakan di alas tanah seluas yang 

diperlukan. lzin lokasi tersebut berlaku satu tahun dan dapat 

diperpanjang lagi. 

2. Pembebasan Tanah/Peroleban TanahBersama, 

Bila izin lokasi yang dimohoukan Ielah diserujui oleh Pemerintah 

Daerah, maka selanjutnya dilakukan kegiatan untuk memperoleh 

tanahllokasi yang bersangkulan. Pennohonan hak alas tanah dan 

sertipikal Hak Pengelolaan!Hak Guna Bangunan dilakukan oleh 

penyelenggara pcmbangunan (developer), apabila penyelenggara 

pernbangunan (developer) Ielah memenuhi syarat untuk 

mernperoleh tanah yang bersangkutan, yang kemudian 

mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertipikat Hak Guna 

Bangunan atas nama developer. 

3. Permohonan Tzin Mendirikan Bangunan (1MB), 

Penyelenggara pembangunan (developer) belum dapat 

membangun rumah susunnya sebelum memperoleh IMB dari 

Pemerintah Daerah setempat, yang sebelumnya didahului dengan 

merencanakan secara terperinci yakni menentukan dan 

memisahkan masing-masing satuan rumah susun serta nilai 

94 ArieS, Hutaga[ung (a), op. cit., blm.40. 

95 Atie S. Hutagalung (a), Jbid.,b.lta4l ~50, 
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perbandingan proporsiona!nya. rencana tapak beserta denah serta 

potongannya, batas pemilikan bagian bersama, benda bersama 

dan tanah bersama. 

4. Pengesahan Pertelaan, 

Pertelaan menunjukan batas yang jelas dari masing-masing 

satuan rumah susun. bagian, benda dan tanah bersama serta nilai 

peibandingan proporsionalnya yang dibuat sendiri oleh 

penyelenggara pernbangunan (d<Neloper) dan kernudian 

dimohoukan pengesahannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat 

II kecuali di DKI Jakarta diajukan kepada Gubemur melalui 

Kopala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta. Apabila Pertelaan 

Pemisahannya telah disahkan oleh yang berwenang, maka 

penyelenggara pernbangunan dapat segera melaksanakan 

kegiatan pembangunannya. Dari pertelaan tersebut akan muncul 

satuan-satuan rumah SUSW1 yang terpisah secara bukum melalui 

proses perubuatan Akta Pemlsahan. 

S. lzin Layak Huni, 

Setelah menyelesaikan pembangunannya, penyelenggara 

pembangunan wajib untuk mengajukan lzin Layak Huni, apahila 

dari basil pemeriksaan yang dilukukan benar-benar terbukti 

bahwa pelaksanaan pembangunan rumah susun dari segi 

arsitektur, konstruksi, instalasi serta perlengkapan lainnya telah 

sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dimuat dalarn 

IMB. hal ini dikarenakan bahwa sistem rumah susun memerlukan 

persyaratan kbusus dalarn masalah keselamatan para 

pengbuninya. 

6. Pengesahan Akta Pemisahan Rumal1 Susnn menjadi Satuan­

Satuan Rwnah Susun dan Pendaftarannya, 
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Penyelcnggara pembangunan wajib memisahkan rumah susun 

atas satuan·satuan rumah susun dan yang meliputi bagian 

bersam~ benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan 

yang jelas, yang dilakukan dalam suatu bentuk alcta sebagaimana 

hal tersebut ditentukan dalam pasal 7 ayat (3) UURS. Akta 

Pemisahan tersebut dibuat sendiri oleh penyelenggara 

pembanguoan yang kemudian disahkan oleh Pemerintah Daerah 

Tingkat II, kecuali DKI Jakarta oleh Gubemur melalui Kakanwil 

BPN DKI Jakarta, dengan melampirkan Akta Pemisahan dan 

Pengesahan Pertelaan yang telah disahkan. Apabila Akta 

Pemisahan tersebut telah disabkan, maka selanjulnya didaftarkan 

pada Kantor Pertanahan setempat. Akta Pemisaban tersebut 

tnerupakan dasar bagi penerbitan Sertipikat HMSRS yang labir 

atau terjadi sejak didaftarkannya Akta Pemisahan pada Kantor 

Pertanahan seternpat dan dibuatkan Buku Tanab untuk tiap satuan 

rumab susun yang bersangkutan. 96 

7. Setelah Akta Pemisaban didaftarkan dan dibuatkan Buku Tanab 

HMSRS, oleh Kantor Pertanaban diterbitkan sertipikat HMSRS 

sesuai dengan jumlab satuan rumab susun, yang kesemuanya 

masih alas nama penyelenggara pembangunan (developer). 

Sertipikat HMSRS lersebut terdiri dari : 

a. Salinan Buku Tanah HMSRS; 

b. Salinan Sw:at Ukur/Gambar Situasi Tanab Bersama; 

c. Gambar Denah Satuan Rumab Susun yang dengan jelas 

menunjukan tingk:at rumah susun dan lokasi rumah susun. 

>'<:i Indonesia (e), op. cit., Ps39 ayat(5). 
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2. 1.4.8 Pemindahan HMSRS (Jual Beli) dan Pendaftarannya, 

Untuk dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain yang 

berminat, maka penyelenggara pembangunan (developer) dapat 

melaksanakan jual beli yang dilakukan pemindahan haknye dengan akta 

PPAT dan agar pcrbuatan. hukum pemindahan hak tersebut mengikat 

kepada pihak ketiga serta untuk memenuhi asas publisitas, maka akta 

PPAT tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Pertan.ahan setempat dan 

clilakukan pencatatan peralihan haknya dalam Buku Tanah dan serlipikat, 

yang kemudian dilaksanakan perubahan nama pemegang haknya dari 

penyelenggara pembangunan kepada pernilik yang baru.97 

2.1.4.9 Hak Dan Kemudahan Bagi Penyelenggara Pembangunan Rumah 

Susun Serta Tata Cara Penjualan Dan Pembelian Satuan Rumah 

Susun 

Penyelenggara pembangunan rumah susnn berhak untuk menjual 

tiap-tiap satuan rumah susun yang merupakan bagian dari rumah susun 

yang dibangunnya secara individual, bcrikut hak bersama, benda bersama 

dan tan.ah bersama, sesuai dengan nilai perbandingan proporsionalnya 

masing-masing. Penjualan banya dapat dapat dilakukan kepada perorangan 

dan badan-badan hukum yang memnuhi syerat sehagai pemegang hak atas 

tanahnya. Selain itu penyelenggara pembangunan rumah susun juga harhak 

untuk menyewakan satuan-satuan rumah susun tersebut kepada pihak­

. pihak yang memerlukannya. Selain hak-hak tersebut di atas, 

penyelenggara pembangunan rumah susun juga memperoleh kemudahan­

kemudahan dalam penyelenggaraan pembangunannya, misainya masalah 

pernbiayaan, dimana dibuka kemungkinan bagi penyelenggara 

pembangunan rumah susun untuk memperoleh kredit pembangunannya, 

"'ArieS. hutaga!ung (a), ap.cit., hlmA8. 
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dimana yang dapat dijadikan sebagai jaminannya adalah tanah yang sudah 

dipunyainya. juga bangunan gedung yang masih akan dibangunnya. Tanah 

berikut bangunan tersebut dapat dibebani Hak Tanggungan jikalau 

tanahnya berstatus Hak Milik atau Hak Guna Bangunan. Hak Tanggungan, 

pemberiannya dilakukan dengan akta PPAT sebagai pemenuban syara~ 

bahwa aktanya h.atus berbentuk akta otentik, sekaligus memuat keterangan 

mengenai piutang dan jum!ahnya yang dijamin, serta tanah yang mana 

yang dijadikan jaminan. Pemenuban syarat publisitasnya dilakukan dengan 

pendaftaran Hak Tanggungan tersebut pada kantor pertanahan. Sebagai 

bukti adanya Hak Tanggungan yang dibebankan, maka diterbitkanlah 

Sertpikat Hak Tanggungan yang terdiri dari salinan buku tanah dan salinan 

akta pembebanannya Kemudahan lainnya yang diberikan kepada 

penyelenggara pembangunan rumah susun yakni dengen adanya roya 

partial dari Hak Tanggungen yang membebani bangunan gedung rumah 

susun yang te!ah . selesai dibangunnya. Maksudnya bahwa dalam · 

pemberian Hak Tanggungan tersebut dapat diperjanjikan, bahwa pelunasan 

hutang yang dijamin dapat dilakukan dengan ca:ra angsuran, sesuai dengan 

tahnp penjualan satuan:satuan rumah susun yang bersangkntan, yang 

besamya sebanding dengen nilai satuan rumah susun yang terjnal. Jadi 

roya partial dalarn hukum kita merupakan snatu lembaga hukum h.atu, 

yang memungkinkan penyelesaian praktis mengenai pembayaran kembali 

secara bertahap kredit yang digunakan untuk membangun rumah susun. 98 

Mengenai tata cara pen~ualan satuan rumah susun oleh 

penyelengga:ra pembangunan kepada orang-orang yang benninat untuk 

membeli satuan rumah susnn yang dibangunnya, Ielah diatur dalam pasal 

18 ayat (I) UURS, bahwa satuan rumah susun yang Ielah selesai dibangnn 

baru dapat dijual untuk dihnni setelah mendapat izin layak huni dari 

91 Arle S. Hutagalung (a), op, cit., hlm. 37~38. 
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Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan selain itu semua satuan-satuan 

rumah susun sudah harus bersertipikat (HMSRS), yang kemudian 

pemindahan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dari penyelenggan 

pembangunan kepada para pembeli dilakukan dengan akta PP AT dan akta 

PPAT mana wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kotamadya setempat. Walaupun telah disyaratkan dalam pasal 

18 ayat (1) UURS tersebut dan tolah dengan jelas disebutkan sanksi­

sanksinya bagi yang melanggamya, namun dalam kenyataannya, sekanng 

telah berkembang kebiasaan para developer-developer rumah susun yang 

melakukan pemasaran untuk menjual satuan-satuan rumah susun yang 

dibangunnya sebelum pembangunannya selesai dan bahkan tidak jarang 

terjadi pada saat masih direncanakan dan pematangan tanah." 

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, maka oleh Menteri Negara 

Perumahan Rakyat dikeluarkan Surat Keputusan Menleri Negara 

Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan 

Jual Deli Satuan Rumah Susun yang dikeluarkan pada tanggal 17 

Nopember 1994, yang dalam Jatar belakangnya adalah karena 

pertimbangan ekonomi, baik bagi penyelenggara pernbangunan rumah 

susun itu sendiri guna mernperlancar perolehan dana murah dan kepastian 

pasar dan untuk pembeli atau konsumen, agar harga jual rumah Iebih 

rendah karena calon pemhali membayar sebagian dimuka, yang mana hal 

ini mengingat harga jual properti yang cenderung meningkat sehiogga hal 

demikian d~pat dikatakan mernungkiukan pembelilkonsumon untuk 

mendapatkan keunhmgan dari diskon yang clitawarkan dan mengambil 

keunhmgan dari pertumbuhan modal pada wuktu mernbangun. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan pengikatan jual beli yang dilakukan antara 

developer pembangunan rumah susun dengan calon pembeli yang 

99 ArieS. Hu!agalung (a), op. cit., hlm.56. 

Universitas Indonesia 

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH UI, 2009



57 

menimbulkan adanya jual beli secara pesan lebih dahulu, sehingga 

menyebabkan adanya perjanjian jual beli pendahuluan (preliminary 

purchase) yang pembuaumnya dapat dibuat dengan sural Pe~anjian 

Pengikatan Jual Beli (PPm) dibawah Iangan atau dengan akta otentik yang 

dibWlt dihadapan Notaris. Dalam keputusan MENPERA tersebut inti dari 

perikatan jual beli tersebut adalah :100 

I. Satuan rumah susun yang masih dalam tahap proses 

pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem pemesanan 

dengan cara juat beli pendabuluan melalui perikatan jual beli 

satuan rumah susun; 

2. Pada hari pemesanan yang berminat memesan dapat menerima 

dan menandatangani surat pesanan yang disiapkan oleh 

perusahaan pembangunan perumaban dan pemukiman yang berisi 

sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut : 

a. Nama dan/atau nomor bangunan dan satuan rumah- susun 

yang dipesan; 

b. Nomor lantai dan ti.pe satuan rumali susun ; 

c. Luas satuan Nmah susun; 

d. Hargajual satuan rnmah susun; 

e. Ketentuan pembayaran uang muka; 

f. Spesifikasi bangunan; 

g. Tanggal selesainya pembangunan rumah susun; 

h. Ketentuan mengenai pemyataan <ian persetujuan untuk 

menerima persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan serta menandatangani dokumen~dokumen yang 

dipersiapkan oleh perusabaan pembangunan penunahan dan 

pemukirnan. 

100 Indonesia (f), Keputusan Menteri Negara Perumalu:m Rakyat tentang Pedoman Perikatan Jual 
/Jeli Satuon kumah Sus1m, No.1 IIRPTSf1994, Lampiran lll. 
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3. Surat pesanan dilampiri dengan gambar yang menunjukan letak 

pasti satuan rumah susun yang disertai ketentuan tentang tahapan 

pembayaran; 

4. Dalam jangka wal<tu selambat-Jambatnya 30 (tigapuluh) hari 

kalender setclah menandatanganf surat pemesa.nan, pemesan dan 

perusahaan pembang\U\an perumahan dan pemuk:iman harus 

merumdatangani akta perikatan jual beli dan selanjutnnya kedua 

belah pihak harus memenuhi kewajibannya sebagahuana 

ditetapkan dalam perjanjian perikatan jual bali hak mitik atas 

satuan rumah susun. ApabiJa pemesan lalai menandatangani 

peljanjian pengikatan jual beli daJam jangka waktu tersebut, 

maka perusahaan pembanguuan pe!1llllahan dan pemukiman 

dapat tidak mengembalikan uang pesanan kecuali jika !alai 

berada di pihak perusahaan pembangunan p0!1llllahan dan 

pemukiman, pemesan dapat memperlihatkan surat penolakan dari 

Bank bahwa permohonan K.PR tidak disetujni atau hal-hal lain 

yang dapat disetujui bersama antara perusahaan pembangunan 

pe!1llllahan dan pemukiman serta caJon pembeli dan uang 

pesanan akan dikembalikan l 00% (seratus person). 

Secara garis besamya, Peljanjian Pengtkatan Jual Beli 

sebagaimana tereantum dalam SK MENPERA, antara Jain hams memuat 

hal-hal sebagai beriknt :101 

!. Obj ek yang dipe)jual belikan, yaitu hak milik alas satuan rumah 

susun, yang meHputi pula bagian bersama, tanah bcrsama dan 

benda bersarna berikut fasilitasnya sesuai dengan nilai 

perbandingan proporsionalnya. 

1111 ArieS. Hutagalung (a}, op. cit, hlm.59. 
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2. Pengelolaan dan perneliharaan baglan bersama, benda bersama 

dan tanah bersarna merupakan kewajiban seluruh penghuni, 

sehingga calon penghuni harus bersedia menjadi anggota 

perhimpunan penghuni. 

3. Kewajiban Pengusaha Pembangunan Perumahan dan Pemukiman 

(developer), yang harus dipenuhi sebelurn melakukan pemasaran 

perdana. Kewajiban-kewajiban mana antara lain developer 

sebelum melakukan pemasaran perdana wajib melaporkan 

kepada bupatifwalikotamadya kepada daerah tingkat II dengan 

tembusan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, developer 

wajib menyediakan dokumen pembangunan perumahan, 

developer wajib menyelesaikan bangunan sesuai dengan standar 

yang telah dipetjanjikan, memperbaiki karusakan yang teijadi 

dalam jangka waktu 100 (seratus) hari setelah ditandatanganinya 

berita acara penyerahan satuan rumah susun dari developer 

kepada pemesan, developer wajib bertanggung jawab terhadap 

adanya cacad tersembunyi yang baru dapat diketahui dikemudian 

hari, developer wajib menjadi pengelola sementara rumah susun 

sebelum terbentuknya perhimpunan penghuni dan membantu 

menunjuk pengelola setelah perhimpunan penghuni terbentuk, 

developer wajib mengasunmsikan pekerjaan pembangunannya 

selama berlangsungnya pembangunan dan jika selama 

berlangsungnya pembangunan teijadi force majeur y~g diluar 

kernampuan para pihak tU!Yeloper dan pembeli akan 

mempertimbangkan penyelesaiannya sebaik-baiknya dengan 

dasar pertimbangan utama adalah dapat diselesaikannya 

pembangunan satuan rumah susun, developer wajib menyiapkan 

akta jual beli satuan rumah susun yang kemudian bersama-sama 

dengan pembeli menandatangani akta jual belinya dihadapan 
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Notaris!PPAT pada tanggal yang ditetapkan. Pihak developer 

atau Notaris!PPAT yang ditunjuk akan mengurus agar pembeli 

memperoleh sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atas 

nama pembeli dan biaya yang ditanggung oleh pembeli, 

developer wajib menyerahkan satuan n.unah susun tennasuk 

fasilitas umum dan fasilitas sosial secara sempuma pada tanggal 

yang ditetapkan dan jika developer belum dapat menyelesaikan 

pembangunan tersebut dalarn jangka waktu 120 (seratus 

duapuluh) hari kalender yang dihitung sejak tanggal rencana 

penyerahan rumah susun tersebut namun apabila temyata masih 

tidak terlaksana sarna sekali maka perikatan jual beli batal demi 

hukam dan kebatalan ini tidak perlu dibuktikan atau dimintakan 

Kaputusan Pengadilan atau Badan Arbitrase tetapi kepada pihak 

developer diwajibkan mengembalikan pembayaran nang yang 

Ielah diterima dari pembeli ditarnbah denda dan bunga setiap 

bulannya sesuai dengan suku bwtga bank yang berlaku. 

4. Kewajiban-kewajiban pemesan sebagaimana diatur dalarn SK 

MENPERA, antara lain mengenai bahwa pemesan (ealon 

pembeli) Ielah membaca, memaharni dan menerima syarat-syarat 

dan ketentuan dari sural pesanan dan pengikatan jual beli serta 

akan tunduk kapada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 

anggaran dasar perhimpunan penghuni, pemesan setelah menjadi 

pembeli wajib mernbayar biaJ(a pengelolaan dan biaya utilitas 

dan jika terlarnbat pembayarannya akan dikenakan denda yang 

besarnya disesuaikan dengan keputusan Perhimpunan Penghuni, 

pernesan wajib membayar biaya akta-akta yang diperlukan dan 

jasa PPAT untuk pembuatan aktajual beli satuan rumah susun 

serta biaya untuk memperoleh HMSRS dan biaya pendaftaran 

peralihan hakuya ke Kantor Pertanalum setempal, pemesan wajib 
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membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak 

developer yang besamya tidak lebih dari l% (satu persen) dari 

harga jual jika setelah ak!a jual beli di tandatangani tetapi 

sebelum sertipikat HMSRS diterbitkan oleh Kantor Badan 

Pertanahan setempat satuan rumah susun tersebut diatihkan 

kepada pihak ketiga ataupun jika satuan rumah susun tersebu! 

dialihkan kepada pihak anggota keluarga kareua sebab apapun 

tormasuk karena pewarisan menurut hukum dikenakan biaya 

administraai Untuk Notaris/PPAT yang besamya sesuai dengan 

ketentuannya, pemesan tidak dibolehkan untuk mengalihkan atau 

menjadikan satuan rumah suaun tersebut sebagai jamiilllll hutang 

sebelum Iunasnya pembayaran a!as harag jual satuan rtl11Ulh 

susun yang dibelinya tanpa persetujuan tertulis dari pihuk 

developer. 

5. penyelesaian perselisihan, jika teljadi perselisiban sehubungan 

dengan peljanjian jual beli pendahuluan satuan rumah suaun 

dilakukan melalui arbitraae yang ditetapkan sesuai dengan 

aturan-aturan Badan Arbitraae Nasional Indonesia (BANI). 

Jadi, sehubungan dengan dikeluarkannya SK MENPERA tersebut, ma.ka 

dengan demikian memungkinkan bagi para developer pembangunan rumah 

susWl untuk dapat melakukan pemasaran untuk penjualan satuan~satuan 

rumah susunnya kepada masyarakat1 walaupun rumah susun yang 

bersangkutan masih belum selesai dibangun bahkan mungkin belum sama 

sekali dibangon, yakni dengan cara membuat stll1!1 Pe!janjian Pengikatan 

Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani oleh pembelilkonsumen dan pihak 

developer yang mana isi dati perjanjian tersebut harus mengikuti pedoman 

tentaug perikatan jual beli yang telab diatur dalam SK MENPERA tersebu! 

di atas. 
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2.2. Pembangunao Apartemen X dt Areal Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 

2.2.1 Perolehan Tanahnya 

Apartemen X adalah suatu bangtman rumah susun yang te1ah distrukturkan 

secara fungsional dalam arab vertikal dan horizontal yang terbagi dalam satuan­

satuan yang masing-masing jelas batas-batasnya, ukurannya dan luasnya, yang 

dapat dimiliki dan dihuni secara terpisah, yang dilengkapi dengan bagian bersama, . 
tanah bersarna dan benda bersama. 

PT. AAA sebagai penyelenggara atau developer dari pembangunan 

apartemen X adalah suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan 

menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan telah rnemperoleh 

pengesahan sehagai badan hukumnya oleh Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia (sekarang Menteri Hukum Dan Hak Asesi Manusia Republik Indonesia) 

sehingga dengun demikian PT. AAA adalah badan hukum yang sah dan telah 

memenuhi syarat sebagai subjek pemegang hak alas tanah yang berstatus Hak 

Guna Bangunan. Apartemen X dibangun oleh PT. AAA diatas tanah Hak Guna 

Bangunan seluas 35.555 (tigapuluh lima ribu limaratus timapuluh lima) Meter 

pernegi yang terletak di dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kecamatan Kelapa 

Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. yang sekarang terdaftar 

alas nama PT. AAA dan perolehan tanah tersebut berdasarkan jual beli atas tanah 

yang sudah bersertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. BBB sebagaimana temyata 

dari Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT yang berwenang untuk wilayah 

keija Kotamadya Jakarta Utani tertanggal 29 Juni 1994 dan sertipikat Hak Guna 

Bangunan mana akan berakbir pad a tanggal 1 Maret 2032. 

2.2.2 Proses Pembangunan Apartemen X Oleh PT.AAA 

Sebagaimana telah uraikan sebelumnya bahwa rumah susun baru dapal 

dibangun setelah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) dari Pemerintah 

Daerah setempat, yang mana 1MB tersebut telah dimohonkan oleh PT. AAA 

sehagai salah satu syarat administratif untuk pembangunan rumah susun. Pada 
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pertengahan lahun 1997, PT.AAA memperoleh IMB dimaksud yang dikeluarkan 

di Jakarta oleh Gubemur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta Kepala Dinas 

Pengawasan Pembangunan Kota, sehingga dengan demikian PT. AAA dapat 

segera melakukan kegiatan pembangunan apartemen X. Namun sebelum IMB 

tersebut di peroleh, sekitar pertengahan tahun 1996, pemasaran alas penjua1an 

satuan-satuan apartemen X Ielah dilakakan oleh PT. AAA selaku developer yaitu 

dengan cara melakukan promosi-promosi melalui berbagai ildan di media cetak 

ataupun elektronik. Gencarnya promosi yang dilakukan olah pihak developer pada 

saat itu, temyata mengundang respon yang baik dari masyarakat, karena tidak 

seperti sakarang, di lokasi Kelapa Gading Permai saja Ielah berdiri sekitar 8 

(delapan) bangunan apartemen yang sudah siap buni, namun pada saat itu, belum 

banyak developer-developer yang melakakan kegiatan usabe sebagai 

penyelenggara pembangunan rumah susun/apartemen untuk hunian, sehingga di 

kala itu belum banyak apartemen-apartemen yang dibangun di kota Jakarta 

khususnya di daerah Kelapa Gading Permai. 

PT. AAA, sebagai developer dati pembangunan aparternen X yang 

merupakan apartemen pertarna yang dibangun di lokasi Kelapa Gading Permai, 

memilih lokasi untuk membangun apartemen X di areal Kelapa Gading Permai 

karena beberapa alasan antara lain yaitu : 

1. Lokasi di Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, merupakan areal mandiri 

yang Ielah lama berdiri dan sudah dikenal banyak orang, sebingga menurut 

pemilaian PT. AAA, daerah ini mempunyai prospek yang sangat baik, 

sehingga akan terus mangalemi kemajuan peningkatan dalam hal 

pembangunan dan pertambahan peaduduknya. 

2. Areal Kelapa Gading Permai sangat luas dan populasi penduduknya yeng 

pada saat itu sudah cukup padat. 

3. Popnlasi penduduk yang menghuni areal Kelapa Gading Permai 70% 

(tujubpuluh person) merupakan masyarakat golongan menengah ke alas 

sehingga memiliki daya bell yang sangat baik yang tentunya sesuai dengan 
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konsep awal apartemen X yang pangsa pasarnya adalah untuk masyarakat 

golongan menengah ke atas. 

4. Selain hunian, Kelapa Gading Perrnai merupakan salah satu pusat kegiatan 

sentra bisnis di Jakarta Utara, 

5. Merupakan suatu investasi di bidang properti yang sangat berprospek, 

khususnya untuk para pembeli apartemen X, karena harga pasaran di 

bidang properti di daerah ini cenderung rneningkat dalam jangka waktu 

yang cukup singkat. 

6. lokasi untnk pernukiman perumahan di daerah ini, semakin terbatas, 

sedangkan menurut survey yang Ielah dilakukan oleh PT. AAA, 

masyarakat semakin menunjukan minatnya untnk menghuni daerah ini. 

Berdasarkan pertimbangan akan hal-hal tersebut di alas, maka setelah mernperoleh 

izin mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang, pada pertengahan tahun 

1997, PT. AAA segera memulai pembangunan apartemen X. 

Dalam melakukan pembangunannya, selain dari basil penjualan -

berdasarkan sistem off-plan yang Ielah dilakukan sebelumnya, PT. AAA selaku 

pihak developer, juga memperoleh dana dari fasilitas kredit yang diberikan oleh 

salah saru Bank swasta di Jakarta, yang mana tanah yang sudah dipunyainya, juga 

bangunan gedung yang masih akan dibangunnya adalah sebagai jaminannya. 

Selringga dengun demikian PT. AAA dapat memperoleh dana tambahan untnk 

melakukan kegiatan pembangunan apartemen X 

2.2.3 Pemasaran dan Penjualan Apartemen X 

Pemasa:ran dan penjualan atas satuan-satuan unit apartemen X yang di 

lakukan oleh PT. AAA selaku penyelenggara pembangunan (developer), 

dilakukan dengan menggunakan sistem off-plan yaitu suatu sistem penjualan yang 

memungkinkan developer untuk memasarkan satuan-satuan unit apartemen yang 

pembangunannya belum rampung. Jadi dalam sistem ini pihak developer 

menawarkan kesempatan untuk pembeli/investor properti untuk membeli properti 
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sebelum telah mulai beketja. 102 Sistem penjualan secara off-plan ini memang 

menjadi bagian dari rencana PT .AAA dalarn melakukan pemasaran dan penjualan 

satuan~satuan unit apartemen X karena guna memperlancar perolehan dana murah 

dan kepastian pasar. Dengan kata lain agar PT. AAA selaku pihak developer dapat 

merasa aman dengan adanya dana awal untuk pekerjaan konstruksinya dan juga 

untak para pembeli, seperti biasanya mereka akan dapat membeli ditingkat yang 

lebih rendah karena pada saat itu pibak developer menawarkan diskon an tara 1 0"/o 

(sepuluh persen) sarnpai 15% (limabelas persen) untak mendorong investasi awal 

dan membantu untak membayar biaya yang berkesinambungan. Para pemheii 

yang benninat untuk memiliki satuan-satuan unit aparternen X tersebut, 

sebenarnya Ielah mengetahui bahwa apartemen X baru berupa konsep dan gambar 

saja pada saat dipasarkan sedangkan pembangunannya pun sarna sekali belum 

terlaksana. Namun bagi masyaeakat, dengan banya bermodalkan anggapan 

kepereayaan dengan janji-janji yang diberikan oleh PT. AAA yakni mengenai 

investasi yang mengnntungkan dalam jangka waktu yang relatif singkat dan 

dengan keperoayaan terharlap kredibilitas pihak developer selama ini, maka 

masyarakat begitu mudeb untak pereaya dan berminat untak memheli satuan­

satuan unit apartemen X tersebut. Dalam rangka pemasaran satuan-satuan unit 

apartemen X, pibak developer melakukan promosl~promosi dengan cara-cara 

antara lain : 

I. mengiklankannya di berhagai media cetak seperti Koran, majalah, te!evisi 

dan radio serta mengedarkan hrosur-hrosur, phamflet-pharnflet, poster­

poster dan spanduk-spandak yang berisikan tentang jenis dan spesifikasi 

satuan~satuan unit apartemen X yang akan dijual; 

2. mengadakan acara-acaralkegiatan-kegiatan hiburan dilokasi yang akan 

dijadikan lokasi pembangnnan spartemen X tersehut yang bersifat promosi 

yang mengundang perhatian masyarakat sekitar; 

102 "Property-Real estate stubs," foe. cit. 
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3. memberikan diskon-diskon (potongan harga) khusus bagi para pembeli 

yang memesan pada tangga1-tanggal tertentu dan mernberlkan berbagai 

undian-undian berhadia:n bagi para pernbetl apartemen X secara berkala 

Hal-hal tersebut tentunya sangat menarik minat masyarakat untuk membeli 

satuan-satuan unitnya ditambah harga yang ditawarkan oleh pihak developer atas 

satuan-satuan unit apartemen X masih tergo!ong tidal< terlalu mahal. Adapun 

mengenai harga satuan-satuan unit apartemen X secara garis besamya berkisar 

antara Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 

250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) untuk tipe 1 (satu) dan 2 (dua} 

kamar tidur dan diatas Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) untuk 

tipe 3 (tiga) karuar tidur dan tipe penthouse. Dengan pemasaran dan penjualan 

secara off-plan ini, artinya antara pihak devel9per dan para calon konsumen 

membuat jual beli secara pesan lebih dulu yakni dengan perjaqjian jual beli 

pendahuluan (preliminary purchase), yang dituangkan dalarn suatu Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun pada apartemen X yang secara garis 

besamya memuat hal-hal sebagai berikut : 

L Objek Perjanjian (spesifikasi dan lokusi satuan unit apartemen X yang di 

beli) sebagaimana Ielah diuraikan dalam dcnah yang dilampirkan yang 

tidal< teq>isahkan dari perjanjian tersebut. 

2. harga jual beli atas satuan unit apartemen X yang dibeli dan lata cara 

pembayarannya. 

3. Penyerahan satuan unit apart em en X dari developer kepada pembeli dan 

sanksi-sanksi berupa denda keterlambatan bila penyerahan satuan unit 

apartemen yang bersangkutan terlambat diserahkan oleh developer kepada 

pembeli. 

4. Jaminan dari developer bahwa satuan rumah susun tersebut tidak 

dikenakan suatu sitaan dan benar adalah miliknyalhaknya developer dan 

hanya dapat dijualldipindahtangankan oleh developer dan pembeli tidal< 
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akan mendapat suatu tuntutan dati pihak Jain yang menyatakan 

mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atasnya. 

5. Sanksi--sanksi. yakni antara lain meliputi sanksi bagi developer yaitu bila 

keterlambatan satuan rutnah susun yang penyeraharmya melebihi 90 

(sembilanpulnh) hari, maka developer dikenakan denda sebesar 0,75 % 

(no! korna tujuhpulnh lima persen) untuk pembayaran melalui US$ atau 

denda sahesar 2% (dua persen) untuk pembayaran melalui rupiah perbulan 

dihltung setiap hari keterlambatan dari jumiah uang yang Ielah diterima 

oleh pihak developer dari pernbeli. Sanksi bagi pernbeli yakni bagi 

pernbeli yang membayar dengan cara angsuran maka untuk setiap 

keterlambatan yang rnelebihi 7 (tujnh) hari, pembeli dikenakan denda 

sebesar 0,3 0/00 (nol koma tiga permil) untuk pembayaran dengan US$ 

dan denda sebesar 1 0/00 (satu penni!) untuk pembayaran dengan rupiah 

per hari keterlambatan dari jumlah uang yang harus dibayarkan oleh 

pernbeli kepada pihak developer dengan maksimum keterlarnbatan selama 

30 (tigapuluh) hari. 

6. Pengalihan hak atas satuan unit apartemen X sebelum penandatanganan 

akta jual belinya dihadepan PPAT yang dilakukan oleh pernbeli kepada 

pihak ketiga, harus dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak 

developer. 

1. Mengen.U pajak bumi dan bangunan terhltung sejak diserahkannya satuan 

unit apartemen X tersebut dari developer keparla pembeli merupakan 

tanggungjawab pembeli yang akan dibayarkan langsung oleh pembeli. 

8. Syarat-syarat penandatunganan akta jual beli dnharlapan PPAT yakni 

sebelum penandatanganan akta jual beli dihadapan PPAT, pombeli harus 

telah melunasi semua kewajiban pembayaran yang Ielah ditentukan 

berserta denda-denda, serta biaya administarsi dan biaya-biaya Iainnya 

yang terutang kepada pihak dr:ve/oper. 
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9. Mengenai pengelolaan dan perhimpunan penghuni rumah susun dimana 

dengan ini pembeli menunjuk pihak developer untuk menjadi pengelolan 

sementara sampai terbentuknya perhimpunan penghuni rumah susun. 

10. rnengenai keadaan memaksa (force majeure), yang dimaksud dengan 

keadaan memaksa dalam pe!ianjian ini adalah hal-hal yang dapat 

mempengaruhi jalannya kewajiban yang mana keadaan tersebut di luar 

kekuasaan para pihak, yakni antara lain gempa bumi, huru-hara yang 

bersifat massal1 kebakaran~ banjir, peristiwa alam/keadaan cuaca lainnya. 

tindakan pemerintah dalarn bidang moneter, sehingga salab satu pihak 

tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Bilarnana te<jadi salah satu dari 

keadaan-keadaan tersebut di atas, maka kedua belah pihak dengan itikad 

baik akan membicarakannya secara musyawarah. Bila secara musyawarah 

tidak tercapai maka kedua belah pihak akan menyerahkan kepada Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan keputusan BANI tersebut 

beroifat final dan mengikat kedua belah pihak. 

II. mengenai korespondensi (surat-menyurat) dan bilarnana teliadi perubahan 

alamat oleh salah satu pihak. 

12. mengenai hal-hallain antara lain yaitu rnengenai kelalaian -kelalaian para 

pihak yang caknp dibuktikan dengan lewatnya waktu saja, sehingga 

teguranjuru sita, dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan serupa 

tidak diperlukan lagi dan mengenai hal-hal lain yang belum diatur atau 

belum eukup diatur dalam pelianjian ini akan dituangkan dalam addendum 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 

13. mengenai penyelesaian sengketa dan domisili hukum yaitu bila terjadi 

perselisihan/sengketa dan perbedaan pendapat sehubungan dengan 

perjanjian ini maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melaJui 

Badan Arbittase Nasional Indonesia (BANI). Mengenai Peljanjian dan 

segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukurn 

pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta. 
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J adi sebagaimana telah di sebutkan sebelumnya bahwa dengan gencamya 

promosi-promosi dan janji-janji yang dilakukan dan diberikan oleb pihak 

developer, tentunya sangat menarik minat masyarakat untuk membeli satuan~ 

satuan unit yang ditawarkan dan didukung juga pada keadaan lokasi Kelapa 

Gading Perrnru yang pada saat itu belum ada satu pun bangunan rumab 

susun/apartemen yang didirikan. Sehingga dengan demikian, pemasaran dan 

penjualan satuan-satuan unit apartemen X pada saa! pertama kali di pasarl<an 

(launching) menuru susksas yang dapal dikatakan cukup b!Uk. Walaupun pada saat 

pertama kali di pasarkan (launching) tersebut pembangunan apartemen X belum 

sama sekali dilaksanakan namun dengan adanya promosi-promosi yang cukup 

mernu:ik, contoh-contoh unit (show unit) yang dibuat semenarik mungkin dan 

tenaga-tenaga pemasararP yang cukup handal, maka hal-hal tersebut membuat 

masyarakat semakin berantusias untuk membeli satuan-satuan unit apartemen X 

dan menjadi semakin benninat alas konsep bangunan yang megab dan meweb 

yang ditawarkan oleh pihak developer. Sebagian pembeli benninat untuk 

menghuninya kelak bila pembangunannya telab selesai, namun banyak juga yang 

membelinya hanya untuk barinvestasi yang mengharapkan berga alas satuan unit 

apartemen yang mareka beli menjadi semakin meningkat seiling dengan 

betjalannya waktu sebagrumana hal tersebut juga tennasuk dari salab satu janji­

j anji yang dibarikan oleb developer sebagai iming-iming kepada para cal on 

pembelilkonsumen untuk membeli satuan-satuan unit pada apartemen X. 

Seorang calon pembeli yang hendak memesan satuan tmit apartemen X 

sebelumnya menentukan dahulu tipe apartemen seperti apa yang di ingiukan dan 

rnenghubungi bagian pemasaran serta mengisi formulir pemesanan yang telah 

disediakan oleh pihak developer. Untuk lebih jelasnya, langkab-langkab 

pemesanan unit apartemen X adalah sebagai berikut : 

L Calon pembeli menghubungi bagian pemasaran (marketing office) dan 

memutuskan tipe unit yang dikehendaki 
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2. Mengisi fonnulir pemesanan yang telah disiapkan oleh developer yang 

memuat hal-hal sebagai berikut : 

a. Identitas pemesan ; 

b. Nama apartemen dan lokasi alamatjelas; 

c. Tipe unit apartemen dan nomor lantai; 

d. Harga jual unit apartemen yang dipesan; 

e. Ketentuan pembayaran uang muka; 

f. Ketentuan mengenai tahap pembayaran; 

g. Pernyataan dan perSetujuan calon pembeli untuk melaksanakan 

ketentuan yang berlaku dan menerima persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh pihak developer sampai proses jual bell selesai. 

3. Membayar nang pesanan sebesar US$ 847 (delapanratus empatpuluh tujuh 

Dollar Amerika Serikat), atau yang pada saat itu karang lehih sebesar Rp. 

2.117.500,- (duajuta seratus tujuhbelas ribu limarntus rupiah). 

Setelah prosedur pemesanan selesai, eaton pembell diberi waktu makeimal2 (dua) 

minggu untuk menandatangani Petjanjian Pengikatan Jual Bell dengan pibak 

developer selaku penjual yang dibuat di bawah Iangan dan ditandatangani oleh 

kedua belah pihak di atas meterai. Mengenai pembayaran yang dapat dilakukan 

oleh calon pembeli apartemen X, yakni dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu 

sebagai berikut : 

I. Pembayaran secara tunal kerns. 

Caton pembeli membayar uang pemesanan (booki11gjee) sebesar US$ 847 

(delapanratus empatpuluh tujuh Dollar Amerika Serikat) atau yang pada 

saat itu karang lebih sebesar Rp. 2,1!7.500,- (dua juta seratus tujuhbelas 

ribu limaratus rupiah) pada waktu memesan unit apartemen yang 

dikehendaki. dan dalarn jangka waktu maksima! 14 (empatbelas) hari 

setelah mengisi fonnulir pemesanan tersebut, calon pembeU diwajibkan 

membayar uang rnuka (down payment) sebesar 15% (limabelas persen) 

dari harga juat beli yang Ielah disepakati ditambah Pajak Pertambahan 
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Nilai (PPN) setelah harga jual beli tersebut dikurangi uaug pemesanan 

(booking fee) yang kemudian disertai dengan penandatanganan Peijanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) oleh developer dengan pembeli. Sedangkan 

sisa darl harga jual beli dapat dibayarkan selurulmya dengan tala cara 

pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara pihak developer dan 

pembeli. 

2. Pembayaran secara angsuran. 

Cal on pembeli membayar uang pemesanan (booking fee) sebesar US$ 847 

(delapanratus empatpuluh tujuh Dollar Amerika Serikat) atau yang pada 

saat itu sebesar Rp. 2.117.500,- (dua juta seratus tujuhbelas ribu limaratus 

rupiah) pada waktu memesan unit apartemen yang dikehendaki, dan dalam 

jangka waktu maksimal 14 (empalbelas) harl setelah mengisi formulir 

pemesanan tersebut, calon pembeli diwajibkan membayar uang maka 

pertama (down payment I) sebesar 5% (lima persen) darl harga jual beli 

yang Ielah disepakati ditambah Pajak ·Pertambahan Nilai (PPN) setelah 

harga jual beli tersebut dikurangi uang pemesanan (booking fee). 

Sedangkan pembayaran uang muka kedua (down payment 2) sebesar 15% 

(limabelas persen), dilakakan dengan cara mengangsur setiap bulannya 

selama 24 ( duapuluh empat) bulan yang disertai dengan penandatanganan 

surat Peijanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) oleh developer dengan 

pembeli. Sisa darl harga jual beli tersehut sebesar 80% (delapanpuluh 

persen), dibayar I (satu) bulan sejak tanggaljatuh tempo angsuran terakhir 

u::ng muka kedua (down payment 2) bisa secara tunai atau secara Kredit 

Pemilikan Apartemen (KP A) me!alui Baak yang dapat menyalurkan 

fasilitas kredit tersebut. Apabila pembeli tidak memenuhi kewajiban dalam 

tata cam pembayaran angsuran tersebut, maka pembeli dikenakan denda 

keterlambatan seperti di atur dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB). 
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Penjualan apartemen X pada hari pertama dipasarkan (launching), berhasil 

te!jual sekitar 35 % (tigapuluh lima persen), Hal ini cukup memuaskan pihak 

developer, sehingga berdasarkan keadaan lersebut, diperkirakan penjualan akan 

terus meningkat pada hari-hari berikulnya. Prediksi pihak developer akan hal 

tersebut temyata tidak meleset, bahwa memang begitu memasuki awal tahun 

1997, satuan-satuan ualt apartemen X telah terjual sekitar 50 % (limapuluh 

persen) padahal pada saat itu pembangunannya belum juga dilalrsanakan sarna 

sekali karena pihak developer masih menunggu keluamya perolehan izin 

mendirikan bangwtan darl instansi yang berwenang. karena sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku bahwa pembangunan rumah susun beru dapat dilakukan 

bilamana penyelenggara pembangunan (developer) relah memperoleh izin 

mendirikan bangunan dari pihak yang berwajib. 

2.2.4 Terhambatnya Pembangunan Apartemen X 

Pembangunan apartemen X mulai dilakukan oleh PT. AAA selaku 

penyelenggara pernbangunan (developer) pada pertengahan tahun 1997, setelah 

memperoleh izin mendirikan ·bangunan dari Gubemur Kopala Daerah Kbusus 

Ibukota Iukarta Kopala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, yang dinilai oleh 

banyak kalangan merupakan proyek yang cukup besar dan memalam biaya yang 

tidak sedikit karena dilihat dari konsep bangunannya yang terdiri dari 7 (tujuh) 

towerlbangunan aparternen. PT. AAA selukn developer, tidak hanya bergerak 

dalarn bidang pembangnnan perumahan dan pemukiman saja, namun sebelumnya 

telah bergerak dalam berbagai macam kegiatan usaha lain seperti misalnya dalarn 

bidang perbankan (bunking) dan keuangan (finance). Setelah cukup mapan dalarn 

bidang perbankan dan keuangan, PT. AAA mulai bergerak dalllm bidang 

pembangunan_perumahan dan pemukiman ldwsusnya pembangunan rumah susun 

karena dianggap dapat menduknng kegiatan usahanya dalam bidang perbankan 

yang telah dijalankan lebih dahulu, maksudnya adalah penyaluran pemberian 
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kredit yang dapat difasilitasi olen Bank yang dike!ola o!eh PT. AAA tersebut 

kepada para calon pembeli apartemen X. 

Memasuki pertengahan tahun 1997, sisa satuan unit apartemen yang masih 

belum tetjual kurang lebih sebanyak 40'/o (empatpuluh persen) dari total 

kese!uruhan satuan-satuan unit apartemen yang dijual. Dilihat dari sudut pandang 

bisnis, basil penjualan apartemen X dapat dikategorikan sebagai suatu 

keberhasi!an. Setelah pemasaran dan penjua!an yang dilakukan o!eh pihak 

developer se!ama kurang dari setahun menual keberhasilan, maka pada waktu 

yang bersamaan yakni di penghujung tahun 1997, secara tidak diduga, bmgsa 

Indonesia di Ianda krisis ekonomi yang eukup mengkhawatirkan dimana krisis 

ekonomi yang tetjadi pada saat itu, juga melanda beberapa negara-negara di asia 

pada umumnya. Hal ini tentunya secara otomatis menimbulkan kesulitan terhadap 

kernarnpuan perekonomian di Negara ini terutarna di sektor rii!. Dampak yang 

amat nyata dari krisis ekonomi tersebut adalah dengan melonjaknya niiai tukar 

mata uang rupiah terhadap Dollar Amarika Sarikat, yang pada waktu itu sempat 

mencapai Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) per satu Dollar Amerika 

Serikatnya. Keadaan yang dernikian membuat senlUa pelaku-pelaku usaha di 

negeri ini mengalarni kepanikan yang luar biasa, sebingga situasi bisnis di seluruh 

Indonesia menjadi sangat terpuruk. Kelangsungan kegia.tan ekonomi secara de 

facto sangat berpengaruh terhadap kehancuran usaha, sehingga kemampuan setiap 

perusahaan untnk mernenuhi kewajibannya terhadap kreditur menjadi beran!akan, 

tertunda, bahkan ada yang sama sekali tidak dapat mernenuhi kewajibannya lagi. 

Salah satunya yang terkena darnpek dari adanya krisis ekonomi tersehut adalah 

PT. AAA, dan sehubungan dengan hal tersebut, PT. AAA§ selaku developer dari 

pembangunan apartemen X mengalami kemunduran finansial yang berdampak 

langsung terhadap kelangsungan proses pembangunan apartemen X di Kelapa 

Gading Permai. Dengan keterpurukan secara finansial, kewajiban-kewajiban PT. 

AAA yang harus dipenuhi terhadap para kreditur-krediturnya menjadi tertunda 

dan ditambah dengan adanya kebijakan dibidang moneter yang di lakukan oleh 
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pemerintah di kala itu, yakni dengan melikuidast bank~bank. yang arus perputaran 

uangnya dianggap tidak sehat pada saat itu dimana. Bank yang dikelola oleh PT. 

AAA adalah salah satu Bank yang di likuidasi oleh Pemerintah di kala itu. 

Bersamaan dengan hal tersebut, penjualan satuan~satuan unit apartemen X 

di Kelapa Gading Pennai, menurun drastis, bahkan dapat dikatakan tidak ada 

penjualan sama sekali, karena setiap orang pada waktu itu sangat ragu-ragu untuk 

melakukan aktifitas bisnisnya dalam keadaan perekonomian Indonesia yang 

sedang terguncang dan sangat tidak mencntu, sahingga menyebabkan masyarakat 

tidak berani untuk mengeluru:kan uang untuk berinvestasi dalam bentuk apapun, 

bahkan tingkat suku bunga di bank di kala itu meningkat drastis sampai dengan 

40"/o (empatpulub persen) pertahunnya. dengan tujuan menarik nasahah untuk 

menyimpan uangnya di bank. Dengan kondisi perekonomian yang semakin 

menyulitkan, kondisi keuangan PT.AAA pun sernaldn memburuk, sehingga hal 

tersebut menyebabkan tcrhentinya pembangunan apartemen X yang pada saat itu 

telah memasuki tahap 50% (litnapulub persen) pembangunan. Dengan adanya 

kebijakan Pemerintah pada saat itu yakni dengan di Jikuidasinya Bank yang 

dikelola oleh PT. AAA, maka kegiatan usaha lain yang juga dilrelola oleh PT. 

AAA juga menjadi terhambat, tennasuk dalam hal penyelesaian pembangunan 

apartemen X di Kelapa Gading Permai, dengan kala lain bahwa segala bentuk 

jerus kegiatan usaha yang dilaknkan oleh PT. AAA terpaksa dihentikan dan tidak 

lagi melakukan kegiatan operasioual apapun atau dapat juga dikatakan bahwa 

pada saat itu PT.AAA menon-aktifkan semua kegiatan usahanya. 

Sekitar awal tahun 1998, pembangunan apartemen X di Kelapa Gading 

Permai secara keseluruhan diputuskan untuk dihentikan, tidak ada aktifitas berupa 

pengeJjaan apapun dan bangunan yang Ielah berdiri ditinggalkan begitu saja tanpa 

ada yang menjaganyat hal ini tentunya menjadi suatu pemandangan yang sangat 

mengkhawatirkan bagi para pembe1i satuan-satuan unit apartemen X. Secara garis 

besaxnya beberapa hal yang menyebabkan terhentinya pembangunan apartemen X 

oleh PT. AAA adalah : 
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L Krisis moneter yang melanda negara~negara di asia khususnya bangsa 

Indonesia pada saat itu sehingga menghancurkan dunia usaha di Indonesia 

secara menyeluruh. 

2. Adanya kebijakan moneter yang dilakakan oleh Pernerintab pada saat itu 

yakni dengan melikuidasi bank-bank yang dianggap tidak sehat dalam arus 

perputarnn uangnya dimana sa!ab satu diantaranya adalab Bank yang 

dikelola oleh PT. AAA, sehingga hal tersebut berdampak negatifterhadap 

kondisi keuangan PT. AAA. 

3. Arus perputaran uang yang tidak sehat yang se!ama ini dilakukan oleh PT. 

AAA, yaitu bahwa uang yang seharusnya dipakai untuk membangun 

aparternen X di Kelapa Gading Pennai, tidak sapenuhaya di 

implementasikan untuk itu, melainkan juga di alokasikan untuk kegiatan 

usahanya yang lain. 

2.3. Analisis Terhadap Permasalahao Hukum · 

2.3.1 Bolehkan Jual Beli satuan Rumah Susun Didasarkan Pada Penjualan 

Secara Off-Plan Menurut Sistem Huku.tn Tanah Yang Berlaku Di 

lndonesia? 

Dengan melihat dati kasus yang terjadi di atas, yakui terhambainya 

pembangunan apartemen X di Kelapa Gading Permai, maka dapat kita lihat 

apakah jual beli yang dilakukan oleh pihak developer dengan sistem off-plan. 

diperbolehkan dalarn sistem huku.tn positif kita. Pertama-tama dapat ldta telaah, 

salab satu pasal dalam UURS yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dalam 

pasal !8 yang mengatakan babwa "satuan rumab susun yang telab dibangun barn 

dapat dijual untuk dihuni setelah mendapat izin kelayakan untuk dihuni dati 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan. "'0' Dengan kata lain para developer tidak 

diperbolehkan untuk menjual satuan~satuan rumah susunnya sebelum mendapat 

l<oJ Indonesia (a}, op. cit., Ps. 18 ayat ( 1 ). 
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izin layak huni dari Pemerintah Daerah setempat yang mana izin layak huni 

tersebut baru bisa di peroleh bila.mana pernbangunan rumah susun tersebut telah 

selesai secara keseiuruhan sehingga dengan adanya pasal tersebut dalam UURS, 

membatasi ruang gerak dari para developer rumah susun untuk menjual satuan· 

satuan rumah susunnya sebelum pembangunannya terlaksana hingga selesai. 

Berdasarkan ketentuan pas a! ! 8 ayat (!) UURS tersebu~ para developer 

pembangunan rumah susun diharuskan untuk menyelesaikan pembangunan rumah 

susunnya hingga selesai dan baru sete!ah itu, satuan-satuannya dapat di tawatkan 

untuk dijua! kepada rnasyarakat yang benninat, yang tentunya hal tersebut akan 

cukup memhernlkan pihak developer bi!a dilihat dari segi bisnis dan ekonomi 

dimana developer tidak bisa rnendapalkan kepastian pasar, dan tidak dapat 

mernudahkan developer Wltuk mendapalkan dana awa! Wl!Uk pembangunan yang 

mungkin dapat me!etakan de>ieloper dalam posisi yang kurang rnenguntungkan . 
• Sedangkan bagi konsurnen sendiri, hila satuan rumah susun di beli oleb konsurnen 

setelah pembangunan rurnah susunnya selesai, harga yang ditawarkan tentunya 

sudah akan menjadi !ebin mahal karena harga properti di Indonesia yang 

cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sebingga walaupun telah disyaratkan 

da!am pasa! 18 ayat (!) tersebut di atas, bahwa satuan rumah susun baru dapat 

dipeijua! belikan kalau sudah memperoleb izin layalc buni dari Pemerintah Daerah 

dan sertipikat satuan~satuan rumah susun tersebut sudah terbit, namun dalam 

kenyataannya, telah berkembang kebiasaan pemasaran pmperti, kbususnya rumah 

susun sebehun rumah susun tersebut selesai dibangun bahkan pada saat masih 

direncanak:~ dan pematangan tanah. Untuk mengantisipasi haJ-hal tersebut, maka 

oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat yang pada waktu itu di jabat o!eh 

Insinyur Akbar Tandjung, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Negara Perumahtm 

Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan 

Rumah Susu11 yang memungkinkan pemasaran/penjualan satuan-satuan rumah 

susun sebelum rumah susun yang bersangkutan setesai pembangunannya. 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hal tersebut dapat dHakukan 
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dengan suatu pedanjian pengikatan jual beli yang dilakukan an tara penyelenggara 

pembangunan rumah susun dengan calon pembe!i. Dalarn latar belakang SK. 

MENPERA tersobut, dinyatakan bahwa berkembangnya pemosaran rumah susun 

sebelum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UURS, adalah atas 

pertimbangan ekonomi, baik bagi pihak developer itu sendiri guna memperlancar 

perolehan dana murah dan kepastian pasar dan untuk pembeli atau konsumen, 

agar harga jual rumah lebih rendah karena calon pembeli membayar sebagian 

dimuka. Langkah-langkah tersebut menimbulkan adanya jual beli secara pesan 

lebih dahulu, sehingga menyababkan adanya perjanjian jual beli pendahuluan 

(preliminary purchase), yang selanjutnya dituangkan dalam akta perikatan jual 

beli satuan rumah susun.104 Penjualan dengan cara sebagaimana tersebut di atas 

dikenal dengan sebutan penjualan dengan sistem off-plan. Namun berbeda dengan 

pembangunan apartemen di Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan 

Eropa, yang developer nya menjual satuan-satuan rumah susun setelah 

pembangunannya selesai secara keseluruban sehingga dapat dikatakan bahwa 

developer di Negara~negara maju, membangun rumah susun dengan biaya dan 

resiko yang siep ditanggung sepenuhnya oleh pihak developer. Setiap Perjanjian 

Perikatan Jual Beli {PPJB) satuan rumah susun yang dibuat, tentunya hams 

mengikuti pedoman tentang perikatan jual beli yang Ielah diatur dalam SK. 

MENPERA tersebut dengan tujuan untak mengamankan kepentingan para 

perusahaan pembangunan perumahan dan pemukiman (developer} serta para cal on 

pembeli rumah susun dari kemungkinan terjadinya ingkar janji dari para pihak 

yang terkait Narnun dalam prakteknya, banyak developer yang membuat 

Perjl!I\iian Pengikatan Jual Beli tidak mengiknti pedoman yang Ielah diatur dalmn 

SK MENPERA tersebut, sahingga tidak menjunjung tinggi keadi!an di kedua 

belah pihak, dimana isinya selalu berat sebelah yaitu terlalu menguntungkan pibak 

It» Arie SHuta.galung (a), op.cit., hlm57. 
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developer dan tidak mengatur hak dan kewajiban yang seimbang antara penjual 

dan pembeli. 

Penjualan berdasarkan sistem off-plan, penjual (dalam hal ini adalah 

developer) dan pembeli, melaksanakan jual beli secara pesan lebih dahulu yang 

dituangkan dalam suatu sural Peljanjian Pengikatan Jual Beli {PPJB). Sehingga 

sura! Peljanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakakan antara developer dan 

pembeli satuan rumah susun dapat dikatakan bahwa sifatnya hanya merupakan 

suatu "peljanjian jual beli pendahuluan" sebagaimana yang telah diatur dalam 

buku ill Kltab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan dan 

peljanjian. Dengan demikian peljanjian pengikstan jual beli tersebut tidak dapat 

diasumsikan sebagai 'jual beli" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1458 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia bahwa jual beli itu dianggap 

Ielah terjadi antara kedua belah pihak seketika sejak tercapaiuya kala sepakat, 

meskipun bendanya belum diserahkan dan harganya behun dibayar. Dengan 

edanya peljanjian jual beli pendahuluan yang tertuang dalatn sural Perjanjian 

Pengikatan Jua! Be!i (PPJB), maka hal tersebut sebenarnya hanya merupakan 

ikatan moral antara penjual dan pembeli yang diikuti dengan realisasi pembayaran 

sejurnlah uang sebagai Ianda jadi, narnun dalarn hal ini hak kepemilikannya belum 

beralih karena belum ada penyerahan secara yuridis, dimana penyerahan secara 

yuridisnya atau pemindahan haknya akan dilakukan dihadapan PPAT setelah 

pembangunan rumah susun tersebut selesai dan bersertipik:at~ sehingga dengan 

demikian dapat dianggap bahwa unsur-unsur dalam jual beli menurut hukum 

tanah nasional tetap ~erpenuhi. Jadi dalam hal ini pernasaran/penjualan 

berdasarkan sistern off-plan dapat diterapkan dalaru jual beli satuan rumah susun 

menurut hukum tanah yang berlaku di Indonesia karena penjualan berdasarkan 

sistem off-plan ini tunduk pada buku ill Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

sedangkan hukum tanah nasional tidak mengenal pemasaran!penjualan 

berdasarkan sistem off-plan sehingga oleh karenanya hal tersebut merupakan dua 

bel yang berbeda yang tidak sating bertentangan. Narnun dalam hal ini seringkali 
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penjualan berdasarkan sistem off-pian ini dijadikan sebagai dasar bagi 

pemindahan hak atas satuan rumah susun yang bersangkutant jadi kebanyakan 

orang menganggap telah terjadi pemindahan hak setelah ditandatanganinya sura! 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) karena mereka telah membayar sejumlah 

uang alas harga satuan rumah susun yang bersangkatan bahkan ada yang 

mernbayar hingga harganya lunas, padahal dalam hal ini, pemindahan hak atas 

satuan rumah susun tersebut baru terjadi sejak saat ditandatanganinya akta jual 

beli dihadapan PP AT setelah pembangunan fisik dari rumah susun yang 

bersangkatan selesai dilakukan dan sertipikat HMSRS-nya telah terbit. 

Jad~ dari apa yang Ielah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem 

pemasaranlpenjualan seeara off-plan boleh dilakukan menurut sistem hukum tanah 

yang berlaku di Indonesia asalkan sural Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

yang dibuat dan ditandatangani antara pihak developer dan para pembelinya tidak 

boleh dijadikan dasar bagi pemindahan hak satuan rumah susun yang 

bersangkatan karena pemindahan hak satuan rumah susun dan penjual kepada 

pembeli, baru akan terjadi pada saat penandatanganan akta jual belinya dihadapan 

PP AT setelah rumah susun yang bersangkatan telah selesai dibangun dan 

bersertipikat Adanya pembayaran sejumlah uang atas harga satuan rumah susun 

yang dilakukan sebelurn atau pada saat penandatanganan sural Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB), menjadikan sistem penjualan seeara offp/an ini 

sangal berisiko, oleb sebab itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya 

kerugian materiil, maka sebaiknya harga atas satuan rumah susun yang telah 

dipesan melalui perjanjian jua] beli pendahuluan yang tertuang dalarn sural 

Pe~anjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), jangan dilunasi terlebih dahulu sebelurn 

dilakukannya penandalanganan akta jual belinya dihadapan PPA T yang diikuti 

dengan penyerahan ymidisnya, karena dalam keadaan dernikian jual belinya 

belum terjadi sehingga dapat dikatakan bahwa pemindahan haknya juga bel urn 

te~adi. 
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Mengenai pengaturan dalam SK. MENPERA yang dikeluarkan oleh 

Menteri Negam Perumahan Rakya.t, hanya mengatur mengenai pedoman 

perjanjian perikatan jual beli satuan rumah susun, sehingga yang diatur dalam 

SK. MENPERA tersebut hanyalah mengenai hal-hal apa saja yang patut 

diperjanjikan dalarn rangka melindungi kepentingan konsumen agar terhindar dari 

ingkar janji para pihak yang terkait. Jadi dalam hal ini SK. MENPERA tersebut 

mengatur mengenai pe!janjian pengikatan jual beli sebagai suatu "pe!janjian jua[ 

beli pendahuiuan," bukan mengatur mengenai pelaksanaan ~1ual beHnya,'' 

sehingga hal itu berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalarn pasal 18 ayat (I) 

UURS, yang menyebutkan bahwa satuan rumah susun barn dapat dipe!jual 

belikan kaiau sudah memperoleh izin layak huni dari Pemerintah Daerah seternpat 

dan bersertipikat, sehingga dapat diartikan bahwa jual beli yang terkandung 

dalarn pasa! 18 ayat (I) tersahut adalah "pelaksanaan jual beli'' sebagaimana yang 

dimaksud da1am bukurn tanah nasional. Dengan demikian, apa yang diatur dalarn 

SK. MENPERA dan apa yang diatur pasal 18 ayat (l) UURS, merupukan dua 

ketantuan dengan substansi yang berbeda, sehingga dua ketentuan tersebut tiduk 

dapat dikatakan sa!ing berbenniran. 

2.3.2 Bagaimana perlindungan hukurn terhadap para pembeli satuan-satuan nnit 

rumah susun pada Apartemen X yang pernbangunannya terbarnbat ? 

Konsumen properti di Indonesia seolah tak berdaya menghedapi tingkah 

laku developer yang merugikannya. Buktinya, sudah ribuan orang yang menjadi 

korban kasus properti fiktif. Pada properti tidak fiktif pun, konsumen juga 

seringkali tak berdaya. Konsumen dirugikan, ntisalnya karena penyerahan 

bangunan yang tak sesuai jadwal, atau spesifikasi bangunan yang tak sesuai 

janji !OS atau bahkan karena bangunan itu sendiri yang tidak kunjung terselesaikan 

pembangunannya oleh developer seperti yang tetjadi pada konsumen apartemen X 

t<os Erwin Kallo, Perspektif Hukum Dalam Dunia Propertt~ cet. I. (Jakarta ; Penerbit Minerva 
Athena Pressindo, 2008), blm 47. 
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d1 Kelapa Gading Permai tersebut. Telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia 

pada umumnya yakni mempunyai perilaku dalam berinvestasi dengan mengikuti 

tren yang terjadi dalam masyarakat di sekelilingnya. Walaupun pembangunan 

apartemennya belum sama sekaU terlaksan~ namun strategi pemasaran pebisnis 

apartemen sangat menarik. Ada yang menampilkan artis kondang di hotel 

berbintang lima, ada yang menyajikan program promosi yang meringankan cara 

pombeyaran dimana hal-hal seperti itu memberi stimulan baru untuk membeli 

apartemen sekalipun apartemen yang ditawarkan itu masih berupa konsep saja. 

Namun hila kita lihat deri sisi konsumen, ada juga beberapa alasan konsumen 

untuk membeli apartemen yang pembangunannya belum terealisasi yakni 

diantaranya, yang pertama adalah spekulasi membeli sebelum launching dilokasi 

yang dipengarubi beberapa hal, misalnya untuk mendapalkan nomor unit tertentu 

dan lokasi unit yang mengbadap ke arah mala angin tertentu aerta aspek potongan 

harga yang menarik yang ditawarkan oleh pihak developer sehingga, pada saat 

launching dan sesudahnya, hila ada caJon pembeli yang berminat, harganya sudah 

bed>eda, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat terwujud. Dengan modal 

uang muka sebegai Ianda jadi, dibelinya beberapa unit dengan lokasi yang bagus, 

kemodian dijual kern bali dengan meraih kuntungan puluben juta rupiah dan yang 

kadua yaitu tentunya untuk investasi jangka panjang yakni dengan menyewakan 

kembali unit apartemenoya bila pembangunannya sudah terselesaikan tentunya, 

karena harga sewa unit apartemen lebih tinggi dari harga sewa rumah, dengan 

harga jual beli yang sama. 

Pemasaranlpenjualan yang dilakukan berdasarkan sistem off-plan. 

membuka peluang bagi para developer pembangunan rumah susun/apartemen~ 

yang mengakibatkan terjadinya banyak pemasaranlpenjualan satuan unit 

apartemen yang pembangunannya belum terlaksana dimana salah satunya yang 

terjadi pada apartemen X di Kelapa Gading Permai. Perlindungan secara hukum 

tentu harus diberikan kepada pembeli/konsumen yang Ielah Ielah membayar harga 

pembelian satuan-satuan unit apartemen X yang menjadi objek jual beli. 
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Sebagaimana alur dari prinsip juat beli tanah menurut hukum adat yang menjadi 

dasar hukum tanah nasional, walaupun pembelilkonsumen satuan unit apartmen X 

telah melunasi harga yang telah disepakati. serta telah ditandatanganinya sural 

Petjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), oelumlah menjadi bukti tentang t<lljadinya 

jual beli atas satuan rumah susun dati developer kepada pembelilkonswnen satuan 

unit apartemen X. Tertundanya penandatanganan aktajual beli dihadapan PPAT 

yang be!Wenang, demikian pula pencatatan peralihan hak dalam sertipikat Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susunnya yang dij<arenakan belum terbitnya sertipikat 

Hak Milik Alas Satuan Rumah Susun apartemen X, tentunya menempatkan 

petnbelilkonsumen apartemen X dakan posisi yang sangat lemah. 

Pi:ranti hukam yang melindungi pembeli/konsumen satuan unit apartemen 

X, sebenarnya Ielah terdapat dalarn pas a! 18 ayat (I) UURS yang menyebutkan 

bahwa "rnmah susun yang telah selesai dibangun barn dapat dijual setelah 

mendapatkan izin kelayakan untuk dihuni dati Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan," Dengan adanya ketentuan terse but, maka dapat di tegaskan bahwa 

rumah susun yang bersangkutan belum dapat dijnal bila pembangunannya belum 

selesal dan belum mendapat izin layak huni dati Pemerintah Daerah seternpat. 

Apalagi dengan adanya sanksi pidana bagi para developer yang melanggar 

ketentuan pasal 18 ayat (1) tersebut, dimana sanksi itu diatur juga dalam pasal21 

UURS, yang menyebutkan barang siapa yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan pasal6, pasall7 ayat {2) dan pasal 18 ayat {I) diancam dengan pidana 

kunmgan paling lama I (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 

100.000.000,- (seratus juta rupiah). 10
' UURS sudah secara tegas mengatur bahwa 

untuk memberi perlindungan hukum kepada para pembeli satuan rumah susun 

baik itu dalam segi keamanan dan kenyamanan maupun dalam segi kepastian akan 

terlaksananya pembangunan rumah susun tersebut. maka rumah susun yang telah 

selesai dibangun barn dapat di jual untuk di huni setelah mendapat izin layak huni 

ll!<i Indonesia (a), op.cit., Ps. 2I aya! {1). 
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dari instansi yang berwenang. Izin layak huni wajib diajukan oleh pihak developer 

kepada Pemerintah Daerah setempat setelah menyelesaikan pembangunannya dan 

Pemerintah Daerah setempat akan memberikan izin layak huni setelah diadakan 

pemeriksaan terhadap rumah susun yang Ielah selesai dibangun berdasarkan 

persyaratan dan ketentuan perizinan yang Ielah diberikan, maksudnya adalah 

apakah nunah susun yang Ielah selesai dibangun itu Ielah memenuhi persyaratan 

teknisnya sehingga layak untuk di huni setiap satuan-satuan rumah susunnya. Oleh 

sebab itu, dengan adanya pasal 18 ayat (I) UURS tersehut, maka dalam hal ini 

mewajibkan pihak developer untuk segera menyelesaikan pembangunan fisik dari 

apartemen X tersebut dan memperoleh izin Ia yak huni serta memproses penerbitan 

sertipikat HMSRS-nya yang kemudian harus diikuti dengan realisasi jual belinya 

dengan dilakukannya penandatanganan akta jual beli dibadapan PP AT yang 

berwenang sebagai syarat pemindahan hak atas satuan rumah susun menurut 

hukum taneh yang berlaku di Indonesia mengingat antara developer dan 

pembeli/konsumen telah ada ikatan moral yang lertueng dalam sura! Perjanjian 

Pengikatan Jual Beii (PPJB) atas satuan nunah susun pada apartemen X. 

Selain itu, perangkat hukum yang juga dapat memberi perlindungan 

hukum pada para pembeli!konsumen pada apartemen X diantaranya juga termuat 

dalam Undang-Undang NoliUJr 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

yang diundangkan pada tangga120 April 1999, yang mulai berlaku I (satu) tahun 

sejak di undangkan dan lebib dikenal dengan UUPK. Perlindungun konsurnen itu 

sendiri adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen yang dalam hal ini adalah pembeli satuan-satuan 

unit apartemen X yang pembangunannya terhambat. Secara urnum, salah satu hak 

dasar yang dimilki oleh konsumen yang diakui oleh intemasianal, adalah hak 

untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barangljasa (the right to be informed), dan hak kosumen tersebut 

merupakan kewajiban bagi para pelaku usaha sesuai dengan yang telah diatur 
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dalam UUPK. Hale tersebut diatur dalam pasaJ 4 huruf c UUPK, 101 juncto pasaJ 7 

huruf b UUPK, yang artinya setiap produk yang diperkenaJkan kepada konsumen 

haru.s disertai informasi yang benar dan jelas agar konsumen tidak mempunyai 

gambaran yang keliru atas produk barangljasa yang ditawarkan oleh penjual. 

Jnformasi itu dapat disampaikan oJeh penjuaJ dengan berbagai cara seperti secara 

Iisan kepada konsmnen, ataupun melalui berbagai iklan diberbagai media. 108 

Seringkali caJon pernbeli satuan unit apartemen khususnya pembelilkonswnen 

satuan unit pada apartemen X, pada saat memesan, hanya menanyakan apa yang 

ada dalarn brosur, seperti lokasi, apesifikasi, atau hanya menanyakan harga jual 

dan d.iskon. Jarang sakali menanyakan hale dan kewajibannya daJam pe!janjian, 

yang mungldn karena memang beJum diperlihatkan oJeh developer kepada caJon 

pembeli satuan unit pada apartemen X. PadahaJ sebetulnya adaJah hale dari caJon 

pembeJilkonsumen saruan unit pada apartemen X untuk mengetahui segala 

infonnasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berlake bagi dirinya dan bagi 

pihak developer seJake penjual, termasuk segala perizinan yang telab diperoleh 

pihak developer yang berkaitan dengan proyek pembangunan apartemen X 

sebelum membayar atau menandatangani surat pesanan. Paling tidak untuk 

sekedar mengetahui sudah sejaah apa syarat-syarat yang telah dipennbi oleh pibak 

developer dalam m~gka pcmbangumm apartemen X tersebut sebingga dapat 

menjadi bahan pertimbangan da[am memutuskan untuk membeli satuan-satuan 

unitnya. Dalam sural pesanan tersebut ada kJusula bahwa bila konsumen tidak 

menandatangani Pe!janj ian Pengikatan JuaJ BeJi (PPJB) sesuai jadwaJ, maka uang 

pesanan (booking fee) akan hiJanglhangus. Padahal ketika menjeJaskan pad a saat 

launching, developer atau agen pemasarannya tidak pernah menginformasikan 

untuk memperlihatkan draft atau format surat Peljanjian Pengikatan Jual Beli 

107 Indonesia (g), Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumcn, UU No. 8 Tahun 1999, LN 
No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3281, Ps. 4 huruf(c). 

109 Shidarta, Hukum Periindungnn Konsurnen, cet. 3, (Jakarta : Penerbit PT Grasindo, 2006), 
hlm.24. 
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(PPJB) tersebut yang sebenamya draft atau format Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) tersebut bukan merupakan suatu fonnat perjanjian standar yang tidak 

dapat diutak-utik, melainkan asas perikatan kita adalab terbuka dan bebas, yaitu 

para pihak bebas menetukan isi atau materi yang diperjanjikan bersama..samal asal 

saja tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban 

umum.109 

Selain mengenai hak pembelilkonsumen satuan unit aparremen X untuk 

mendapatkan lnformasi yang jelas, benar dan jujur dari developer, pasal 9 UUPK. 

mengatakan babwa pelaku usaba dilarang menawarkan, mempromosikan, 

mengiklankan suatu barang danlatau jasa seeara tidak benar, danlatau seolab-olab 

menggunakan kata-kata yang berlebihan, saperti aman, tidak berbabaya, tidak 

mengandung resiko tanpa keterangan yang lengkap dan dilarang menawarkan 

sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti110 sehingga dalam hal ini, 

tentunya developer apartemen X seharusnya tidak boleh menawarkan satuan­

satuan unit apartemen X melalui promosi secara berlebih-lebihan yang seolab-olab 

tidak ada resilco dan mengaudung janji yang belum pasti sementara penerbitan 

sertipikat Hale Milik atas aatnan Rumab Susun serta penandatangan akta jual beli 

nya dihadapan PPAT sebagai bukti pemindaban hak atas satuan rumab susun 

belum dapat dipastikan waktunya. babkan pada saat dipasarkan, izin mendirikan 

bangunarmya yang menjadi syarat admiruslratif untuk melaksanakan 

pembangunan apartemen X be!um pun diketahui dengan pasti kapan dapat 

diperoJehnya dan di lain sisj? developer apartemen X dalam melakukan promosi,. 

selalu mengobral janji-janji yang menggiw:kan sebagaimana yang senng 

dilakukan oleh para developer-developer lain pada umumnya dalarn 

mempromosikan properti yang dipasarkannya, yang mana janji-janji yang 

dilontarkan sebelumnya cenderung bertolak belakang dengan kenyataannya 

109 Erwin Kallo, op, cit,, hlm.53. 

1 10 Indonesia (g), op. cit., Ps. 9 huruf (j) dan (k). 
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dikemudian hart. Hal-hal terSebut tentunya dapat dianggap bertentangan dengan 

UUPK yang melarang pelaku usaha untuk mengobral janji-janji yang sifatnya 

belum pasti. 

Dalarn UUPK terdapat lagi salu pasal yang jelas-jelas melindungi 

pembelifkonsumen satuan unit apartemen X yakni dalarn pasal 16 huruf (a) dan 

(b), yang berbunyi : 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan 

dihuang unluk : 

•- Tidak menepati pesanan danlatau kesepakatan waklu penyelesaian 

sesual dengan yang dijanjikan; 

b. Tidak menepatijanji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. 111 

Dengan dernikian, mengingat developer dart pembangunan apartemen X yang 

dalam menawarkan satuan-satuan unitnya melalui pemesanan, sehingga-dari apa 

yang dika!akan oleh pasal 16 huruf (a) dan (b) UUPK terSe but, dapat disimpulkan 

·bahwa PT. AM selaku developer dari epartemen X tidak menepati kesepakatan 

waktu penyelesaian yang Ielah disepakati dalam sural Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli (PPJB) yang menyebutkan bahwa satuan rnmah susun pada apartemen X 

akan diserahkan oleh pihak developer kepada pembelifkonsumen satuan unit 

apartemen X dalam waktu 24 (duapulub ernpat) bulan terhitung sejak 

ditandatanganinya surat Pmjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Penyerahan 
< 

terSebut seharnsnya telah dilaksanakan oleh PT. AAA selaku developer apartemen 

X pada tahun 1998, mengingat sebagian besar dart surat Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli (PPJB) terSebut ditandatangani oleh pembeli dengan pihak developer 

pada tahun 1996. selain itu developer juga tidak melaksanakan suatu 

kewajiban/prestasi sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 

111 lndonesJa {g), Ibid., Ps.l6 buruf{a) dan (b). 
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yakni pihak pembelilkonsumen satuan unit apartemen X wajib membayar harga 

jual satuan unit apartemen X dan pihak developer wajib W1tuk melaksanakan suatu 

prestasj yakni dengan menyelesaika.n pembangunan rumah susunnya dan 

kemudian menyerahkan barangnya (satuan-satuan unitnya) yang telah dipesan 

sebagaimana telah diperjanjikan. 

Selain UUPK, hila dilihat dari isi perjanjian yang tertuang dalam sural 

Perjanjian Pengikatan Jual Bell (PPJB) yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak 

developer pembangnnan apartemen X dan para pembelilkonsumen, maka 

perlindungan huknm terhadap pembelilkonsumen satuan-satuan nnit pada 

apartemen X juga terdapat dalam pasal 1239 Kitab undang Undang Hukum 

Perdata (Burgerlijk wetboek} yang telah mengatur mengenai wanprestasi atau 

cidera janji dimana pihak yang melaknkan ingkar janji alas apa yang Ielah menjadi 

kewajibannya, wajib untuk memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga. 

Dalam hal ini, PT. AAA. selakn developer dari apartemen X Ielah melakukan 

in,gkar janji· atau wanprestasi; dimana PT. AAA tidak dapat memenuhi 

kewajibannya atau prestasinya kepada pembelilkonsumen satuan-satuan unit 

apartemen X yakni menyelesaikan pembangunannya yang hams diikuti dengan 

penyerahan satuan-satuan nnitnya kepada para pembelilkonsumen pada batas 

waktu tertentu sebagaimana Ielah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang 

dituangkan dalarn sural Perjanjian Pengikatan Jual Bell (PPJB). Walaupun dalam 

sural Perjanjian Pengikalan Jua! Beli (PPJB) tersebut tidak disebutkan secara tegas 

bahwa PT. AAA selakn developer wajib untuk menyelesaikan pembangunan 

apartemen X) namun dengan adanya klausula yang mengatur kewajiban developer 

yaitu mengenai batas waktu penyerahan satuan unit apanemen X dari developer 

kepada pembeli/konsumen, maka dapal diartikan bahwa rnenurut kebiasaan dan 

kepatutan dalam praktek jua! beli properti, sudah se!azimnya dan sepatutnya 

pembangunan aparternen X diselesaikan oleh PT. AAA selaku developer 

rnengingat jual beli secara off-plan yang dilakukan antara developer apartemen X 

dan pembelifkonsumen yang dalam implementasinya dituangkan dalam bentuk 

Universitas Indonesia 

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH UI, 2009



88 

surat Pengikatan Jual Beli (PPJB) sesunggulmya tidak hanya mengikat untuk hal­

hai yang secara tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang 

menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan. kebiasaan atau undang­

undang sebagaimana hal yang demikian diatur dalam pasal 1339 Kitab undang­

Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, sural Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

yang dibuat antara PT. AAA selaku developer apartemen X dengan 

pembelilkonsurnen yang memperjanjikan jual beli satuan unit pada apartemen X 

secara pesan lebih dahulu, dimana penyereban satuan-satuan unitnya akan 

dilaksanakan oleh developer dalam waktu tertentu sebagaimana yang Ielah 

dipezjanjikan, selain harus metlgikat mengenai segala sesuatu yang menurut sifat 

persetujuan diharuskan oleh kebiasaan atau kepatutan harus juga tunduk kepada 

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 

tentang Rumah S!ISUn, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

· Perlindungan Konsumen maupun ketentuan yang dimaksud dalam Kitab Undang­

Undang Hukum Perdata (Burger/ijk Wetboek), sehingga pelanggaran alas 

ketentuan dalarn undang-undang dapat menjadi da.sar untuk diajukan tuntutan bagi 

yang pihak yang melanggamya. 

Dalarn hal ini, sengketa yang terjadi anlara konsurnen apartemen X dan 

pihak developer dapat dikategorikan sebagai sengketa konsumen yang artinya 

adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. 

Lingkupnya mencakup semua segi hukurn, baik keperdataan, pidana~ maupun 

masalah tata usaha negara. Proses beracara dalam penyelesaian sengketa 

konsumen itu diatur dalam UUPK. Karena UUPK ini hanya mengatur beberapa 

pasal ketentuan beracara. maka secara urnum peraturan hukum acara seperti dalam 

Herziene Indonesische Reglement (IUR) dan Kitah Undang-Undang HuA:um 

Acara Pidana, tetap berlaku hal ini diperknat dengan ketentuan pasal 48 UUPK 

yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan 

mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Namun da.l.am 

sengketa yang terjadi pada apartemen X ini, bilarnana para pibak hendak 
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memperkarakan sengketa tersebut. maka yang berlaku adalah proses beracara 

arbitrase yang diatur dalam pasal 27 sarnpai dengan pasal 51 UU No.JO Tahun 

1999 tentang Arbilrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa karena sebagairnana 

telab dipeijanjikan dalam surat Peijanjian Pengikatan Jual Be!i (PPJB), babwa 

bilarnana tetjadi perselisihan dan sengketa, maka para pihak dalam hal ini telab 

sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI). 

Menurnt UUPK, dalam penyelesaian sengketa konsumen, s<;jak sernula 

para pihak yang berselisih khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan 

menyelesaikan sengketa itu melalui peradilan umum, atau konsumen juga dapat 

memilih jalan penyelesaian di luar pengadilan. Haltersebut lereermin dalarn pasal 

45 aye! {I) UUPK menyatakan babwa setiap konsumen yang dimgikan dapat 

menggngat pelaku usaba rnelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa 

antara konsumen dan pelaku usaba atau melalui peradilan yang berada di 

lingkungan peradilan umum. Ketentuan ayat berikutnyo mengatakan babwa 

penyelesaian sengketa konsnrnen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar 

pengadilan berdasarkan pilihan snkarela para pihak yang bersengketa. Sehingga 

dengan dernlldan, kala "sukarela'' harus diartikan sebagai pilihan para pihak, baik 

sendiri maupun bersama-sama untuk menempuh jalan penyelesaian di pengadilan 

atau di luar pengadilan, oleh karena upaya perdamaian di antara mereka gaga! atau 

sejak semula mereka tidak mau menempuh alternatif perdamaian. 1 12 Dalarn suatu 

kasus perdata, pihak konsumen yang diberi hak untuk mengajnkan gugatan 

menurut pa,sal 46 ayot (!) huruf b UUPK, antara lain adalab sekelompok 

konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama dapat mengajukan gugatan 

atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaba. Dalarn penjelasan pasal 46 

menyebutkan gugatan kelompok ini dengan istilah class action, tetapi berdasarkan 

ketentuan pasal 46 ayat (2) UUPK, gugatan secara class action harus diajukan ke 

tu Sidharta, cp. cit., hlm168. 
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peradilan nmum • .sehingga dalam sengketa yang teJjadi pada apartemen X, karena 

para pihak Ielah mempeljanjikan bahwa setiap sengketa yang timbul akan 

diselesaikan melalui forum arbitrase, maka dalam hal ini tidak dikena1 istilah 

gugatan secaca class action namun, walaupun demikia:n~ sesama konsumen 

apartemen X yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan secara bersarna-sarna 

dengan menWljuk seseorang atau salah seorang diantara mereka sebagai wakil 

bersarna dengan suatu surat kuasa khnsus yang kemudian tuntutan tersebut 

diajukan melalui Badan Arbittase Nasional (BANI). 

Untuk mengatasi keberlikmm proses pengadilan, sebenarnya UUPK juga 

telah memberi jalan altematif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini dapat di interpretasikan adalah 

upaya perdamaian diantara mereka, atau juga tennasuk penyelesaian melalui 

" arbitrase yang merupakan salah satu altematif penyelesaian sengketa secara non 

" litigasi (out of court dispute settlement) karena menyangkut penyelesaian sengketa 

diluar lembaga peradilan atas daaar kesukarelaan para pibak yang didasarkan pad a 

itikad balk dengan mengesarnpingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan 

Nogeri.m Badan Arbitrase Nasionallndonesia (BANI), adalah suatu badan yang 

dibentuk oleh pemerintab guna penegakan hukum di Indonesia dalam 

menyelesaikan sengketa diluar pengadilan melalui arbittase yang bertindak secara 

otonom dan independen. Selain melalui BANI, penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan dapat juga dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) yang dibentuk oleh pemerintah di Daerah Tingkat JJ untuk penyelesaian 

sengketa konsumen di luar pengadilan. Narnun perlu diketabui bahwa 

kewenangan BPSK itu sendiri sangat terbatas karena lingkup sengketa yang 

berhak ditanganinya hanya mencakup pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan 

1 u Tin Zuraida, Prinsip Eksekusi Pumsan Arbitrase lntemasional di Indonesia (Teori daiJ Praktek. 
yang Berlwmhang), eetl. {Suraba}<I: PenerbitPT. Wastu Lanas Graflka, 2009), hlm3. 
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dengan pasal 19 ayal (2) UUPK, pasal 20 UUPK, pasal 25 UUPK, pasal 26 

UUPK.lz-1 

Oloh Karona dalam sural Pe!janjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang 

dibuat antara pihak developer dengan para pembelilkonsumen telah disepakati 

mengenai penyelesaian setiap sengk.eta yang teijadi melalui arbitrase, maka para 

pembelilkonsumen pada apartemen X tidak dapat melakukan penyelesaian 

sengketa ini melalui BPSK ataupun melalui peradilan umwn kar~ sebagaimana 

diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian SengMta yang berbunyi bahwa "Pengadilan Negeri 

tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalarn 

pe!janjian arbittase,"115 maka dengan demikian para pernbelilkonsumen dapat 

langsung rnenuntut pihak dewtoper melalui BANI seeara bersama-sama yang 

dilakukan dengan pemberian kuasa kepada sesorang atau salah seorang dari 

mereka sebagai wakil bersama dengan tujuan agar lebih memperkuat mengenai 

epa yang di tuntut karena dalarn hal ini mereka mernpunyai kepentingan yang 

sama dan selain itu, juga dapat meringankan beban masing~masing 

pembeliikonsumen dalarn hal biaya yang harus dikeluarkan untuk proses 

pengurusan penyelesaian sengketa tersebut. 

Selain dari pada perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh undang­

undang kepada pernbeliikonsumen pada apartemen X, sebenarnya suxat 

Pe!janjian Pengikatan Jual Beli (PPID) yang telah ditandatangani oleh piliak 

developer dan pembeli/konsumen fonnatn)lll juga tidak mengikuti pedoman 

perikatan jual beli satua!l rumah susun sebagaimana Ielah dirumuskan dalam SK. 

MENPERA. Dalam sura! Pe!janjian Pengikatan Jual Beli (PPID) pada apartemen 

X, yang salah satunya tidak mengikuti Padoman Perikatan Jual Beli Satuan 

Rumah Susun yang Ielah dirumuskan dalarn SK.. MENPERA, yaitu dalam hal 

m Sldharta, Ibid,, hlm.l76. 

m Indonesia (h), Undang-Undang tentang Arbitrase dan Afternatif Penyelasaitul Sengketa, UU 
No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3&72, Ps. 3. 

Universitas Indonesia 

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH UI, 2009



92 

tidak adanya klausula mengenai kewajiban pihak developer yang mewajibkan 

developer untuk .. menyerahkan satuan rumah susun termasuk fasHitas umum dan 

fasilitas sosial secara sempuma pad a tanggal yang ditetapkan dan jika developer 

belum dapat menyelesaikan pernbangunan tersebut dalam jangka waktu 120 

(seratus duapuluh) hari kalender yang dihitung sejak tanggal rencana penyerahan 

rumah susun tersebut namun apabila temyata rnasih tidak terlaksana sama sekali 

maks perikatan jual bell batal demi bulaun dan kebatalan ini tidak perlu 

dibuktikan alan dimintakan Keputusan Pengadilan atau Badan Arllitrase tetapi 

kapada pihak developer diwajibkan mengembalikan pembayaran nang yang telah 

diterima dari pembeli ditambah danda dan bunga setiap bularmya sesuai dengan 

suku bunga bank yang berlllku." Dalam sural Peljanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) yang ditandatangani oleh developer dan pernbelilkonsumen pada 

· ·· apartemen X, hanya menyebulkan mengenai besarnya denda yang wajib 

dibayarkan oleb pibak developer kepada pembelilkonsumen apabila terjadi 

keterlambatlin penyerahan satuan rumah susun yang melebihi 90 (sernbilanpuluh) 

hari, namun disana tidalr disebulkan/dieantwnkan mengenai bahwa bila dalam 

jangka walrlu 120 (seratus duapuluh) hari kalender yang dihitung sejak tanggal 

rencarta penyerahan satuan rumah susun tersebut temyata masih tidak terlaksana 

sama sekali, maka sura! Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut batal 

demi hulaun yang mana kebatalan tersebut mengakibalkan pihalr developer wajib 

untuk mengembalikan pembayaran uang yang Ielah diterima dari 

pembelilkonsumen tentunya ditambah denda dan bunga sesuai dengan suku bunga 

bank yang berlaku. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa sebenarnya hal 

ini disebabkan karena masih minimnya pengetahuan pembelilk:onsumen satuan~ 

satuan unit pada apartemen X mengenai posisinya sebagai pihak dalam suatu 

peijanjian yang dalam sistem hukum kita dikenal dengan adanya asas kebebasan 

berkonlrak yal:ni masing-masing pihak bebas mepeljanjikan apapun dan 

menggunakan hak tawarnya guna tercapainya kata sepakat asalkan talr 

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang 
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sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, sehingga dengan demikian hal ini dapat dikatskan menjadi salah satu 

faktor pcnyebab lemahnya posisi pembelilkonsumen karena jika saja klausul 

tersebut dimasukkan dalam draft atau format surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) satuan rumah susun pada apartemen X, mungkin keada.annya akan menjadi 

berbeda. 

2.3.3 Bagaimana penyelesaian masalah dan tanggung jawah developer terhadap 

para pembeli satuan unit Apartemen X yang Ielah membayar, baik itu 

secara tunal ataupun secara angsuran? 

Penghentian proses pembanganan apartemen X, di K.elapa Gading, 

menimbulkan kemgian yang amat terasa oleh pembelilkonsumen yang Ielah 

membeli satuan-satuan unit pada apartemen X khususnya bagi pembeli/konsumen 

yang Ielah membayar seeara tunai dan lunas, yang tentunya sarna sekali tidsk 

mendatangkan nilai investasi seperli yang . diharapkan sebe!umnya, . dan 

pembelilkonsumen yang membayar dengan cara angauran terpaksa hams 

menghentikan angsurannya. karena tidsk ada kepastian dari PT. AAA selaku 

developer mengenai waktu penyelesaian pembangunan apartemen X, meskipun 

sebagian besar dari mereka Ielah mengangaur sarnpai dengan 30% (tigapuluh 

persen). Dalam keadaan yang demik:ian, para pembelilkonsurnen di!anda 

kepanikan yang luar biasa, mereka berkali-kali Ielah mencoba untuk mendapatkan 

kepastian mengenai penyelesaian pembangunan apartemen X dan penyerahan 

satuan-satuan unitnya dari PT. AAA selaku developer dari apartemen X namun, 

para pembelilkonsurnen tersebut lidak mendapa!kan jawaban yang memuaskan 

dari pihak developer. 

Posisi pembelilkansumen satuan unit pada apartemen X sebenamya tidak 

demikian lemahnya jika pembelilkonsumen satuan tmit pada apartemen X 

menyadari dan rnau menegakkan hak-haknya, posisi mereka sebagai 

pembelilkonsurnen malah sangal knat. Apalagi jikalau mau menggalang keknatan 
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sesama pembelilkonsumen, maka posisinya bisa semak:in kuat. Hal ini 

dikarenakan pada umumnya perusahaan penyelenggara pembangunan (developer) 

khususnya developer rumah susun dalam hal ini, sangat tergantung pada 

konsumen. Sebab developer telah mengeluarkan biay.a yang besar untuk perizinan~ 

pembebasan laban, pembangunan, pemasaran dan lain-lainnya. 116 Apalagi jika 

untuk semua keperluan tersebut developer menggunakan dana perbankan, maka 

biayu bunganya tentulah tidak sedikit. Dalam kondisi demikian, jika developer 

beritikad baik pada pembelilkonsumen dan pembelilknnsumen bereaksi keras, 

apalagi bersama-sama, mak:a ha1 .ini jefas san gat merepotkan developer baik seoara 

materiil maupuu non materiil. Oleb sebab itu bai ini hendakayu menjadi 

pertimbangan bagi pembelilkonsumen untuk mernperkuat posisi tawamyu. m 

Namun dalam kasus yang terjadi, yakni terhambatnya pembangunan apartemen X 

di Kelapa Gading Pennai, Jakarta Utam, salah satu alasan mengapa para 

pembelilkonsumen tidak mengajukan tuntutan atas masalah ini~ karena menurut 

mereka, mengingat penyelesaian masalahltuntutan/sengketa. di Indonesia baik itu · 

melalui lembaga peradilan maupun melalui forum penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan seperti rnelalui arbitrase, pada prakteknyu masih terkesan mahal, lama 

dan cnkup berbelit atau dengan kata lain, belnm mernenuhi asas-asas sistern 

penyelesaian sengketa yang baik yaitu murah, mudah dan cepat Padahal altematif 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebenamya berkarakteristik cepat. efisien, 

tuntas dan keputusannya hersifat final karena menganut prinsip win-win solution, 

namun mungkin karena rnasih minimnya pengetahuan para pembeli/konsumen 

mengenai hal, itu, sehingga pada hakekatnya mereka tidak sependapat dengan hal 

tersebut. Menurut para pembelilkonsumen) hal itu dapat diiihat dari segi cost, risk, 

and benefit-nya, apalagi harga satuan-satuan unit apartemen X yang di jual hanya 

berkisar sekitar Rp 150.000.000,- {seratus limapuluh juta rupiah) sampai dengan 

116 Erwin Kall.o, op. cit, hlm,48. 

m Erwin Kal!o,Jbid. 
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Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) saja, bisa-bisa hanya habis di ongkos 

pengurnsan saja. Belum lagi stresnya memikirkan masalah tersebut yang bisa 

menghabiskan waktu bertahun-tahun hingga mendapatkan putusan yang bersifat 

final dan mengikat. 

Pembelilkonsumen satuan·satuan unit pada apartemen X selalu mencoba 

berbagai upayaAupaya negosiasi secara musyawaxah dengan pihak developer 

namun selalu menemukan jalan buntu karena pihak developer mengklaim bahwa 

faktor utama penyebab terhentinya pembangunan apartemen X dikarenakan 

adanya krisis ekonomi yang tak terduga yang menimpa bangsa Jndonesia seeara 

keseluruhan yang memang menghancurkan dunia usaha di Indonesia secara urnurn 
• 

dan menyeluruh, kbususnya pada perusahaan-perusahaan yang arus perputaran 

uangnya berkaitan dengan nilai kurs mala nang asing yang mengaiami invlasi 

yang sangat signilikan yang salah satunya adalah PT. AAA selaku developer dari 

pembangunan apartemen X. Selaln itu, kebijakan pemerintah dalam bidang 

moneter yaitu dengan di likuidasinya Bank yang dikelola oleh PT. AAA, secara 

tidak langsung juga memang berdampak pada kondisi keuangan PT. AAA, 

sehingga menyebabkan PT. AAA tidak dapat melakukan kewajibannya atau 

memenuhi prestasinya untuk menyelesaikan pembangunan apartemen X. 

Selama 8 ( delapan) tabun pembangunan apartemen X terhenti dan se!ama 

itu pula tidak ada solusi yang tepat untuk menye!esaikan pembangunan itu, namun 

PT. AAA, walau bagaimanapun tetap be!janji kepada para pembeliikonsumen 

dengan beritikad baik untuk memenuhi prestasinya, dengan dasar pertimbangan 

utama yaitu melanjutkan dan" menyelesaikan pembangunan apartemen X dan 

menyerahkan satuan-satuan unitnya kepada para pembelilkons.umen yang telah 

membayar baik i.tu secara tunai rnaup\Ul secara angsu:ran sebagaimana hal tersebut 

juga te!ah ditentukan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

bahwa perjanjian hams dilakukan dengan itikad baik. Seiring dengan betjalannya 

waktu, seeara internal perusahaan, ada 2 (dua) pilihan solusi untuk memecahkan 

permasalahan tersebut, yakni : 
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1. Pengem.balian uang kepada para pembeli/konsumen sejumlah yang telah 

mereka bayarkan untuk satuan~satuan unit pada apartemen X atau Yz 

(setengah) dari jumlah yang telah dibayarkan untuk satuan-satuan unit 

pada apartemen X~ namun seteJah pengembaUan uang pada para 

pembelilkonsumen tersebut dilakukan, pembangunan apartemen X 

mustahll untuk dilanjutkan ; atau 

2. Mendatangkan investor baru yang mempunyai kredibilitas baik dan 

mempunyai kapasitas yang mencukupi dalam hal pendanaan untuk 

melanjutkan pembangunan apartemen X yang telah meneapai 50% 

(limapuluh persen) pembangunan. 

Setelah melalui perundingan-perundingan yang dilakukan secara internal an!ora 

PT. AAA dan pihak-pihak yang terkait, maka pilihan solusi pada poin yang 

pertarna diatas tidak memungkinkan, karena menurut perhitungan asset dan 

keuangan yang dimiliki oleh PT. AAA, sangat tidak memungkinkrm untuk 

mengembalikan semua uang para pembelilkonsumen yang telah membayar atas 

satuan~satuan unit pada apartemen X. Sehlngga PT. AAA memilih altematif solusi 

yang kedua ynkni dengan menggandeng investor lain yang mempunyai reputasi 

baik dan berkapasitas dalam hal dana untuk melanjutkan dan menyelesaikan 

pembangunan apartemen X yang sempat terhenti selarna 8 (delapan) tahun. 

Narnun upaya untuk rnendatangkan/menggandeng investor lain yang mempunyai 

kapasitas dalam hal dana, tidaklah mudah mengingat kondisi perekonomian 

Indonesia yang belum seluruhnya stabil, sehingga diperlukan wakru yang cukup 

lama untuk mewujudkan hal. tersebut 

Seiring dengan dengan bergulimya waktu dan mulai pulihnya kondisi 

perekonomian di Indonesia secara berangsur-angsur* pada sekitar awal tal:nm 

2005, upaya tersebut mencapai keberhasiian dengan masuknya investor baru yang 

berminat untuk mendanai pembangunan apartemen X hingga selesai Investor 

baru tersebut adalah PT. CCC, yang juga bergerak dalarn bidang properti dan 

mempunyai reputasi yang cukup baik. Dengan masulmya PT. CCC sebagai 
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penyuntik dana untuk penyelesaian pembangunan apartemen X, PT. AAA secara 

finansial juga mulai pulih dan memb<tik sehingga sejalan dengan hal tersebut, 

terjadi perubaban-perubahan yang cukup signifikan dalam perseroan terbatas PT. 

AAA tersebut, yakni antara lain perubahan anggota Direksi dan Komisaris 

perseroan serta perubahan nama perseroan yang semula bemama PT. AAA. 

diubah menjadi PT. YYY berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang 

Saharn Luar Biasa PT. AAA tertanggal4 Pahruari 2005 dengan agenda perubaban 

direksi dan komisaris perseroan dan perubahan nama perseroan. Perubahan nama 

perseroan tersahut dilakukan karen a nama PT. AAA dianggap sudab tercemar 

dikalangan masyarakat karena merupakan salah satu developer yang terkena 

dampak krisis moneter yang cukup parah sehingga. mengingat masih ada sekitar 

40% (empatpuluh persen) unit-unit apartemen X yang masih belum teljual maka 

untuk mengnbah pandangan dan mernulihkan kepercayaan masyarakat maka, PT. 

AAA. berganti nama menjadi PT. YYY dan bersamaan dengan berubahnya nama 

PT. AAA menjadi PT. YYY, maka sistem management perusahaan dalarn PT, 

YYY yang lama dirubab dengan sistem management yang baru yang disesunikan 

dengan kondisi ekonomi saat "ini. Setelah sepakat mengenai beberapa hal baik 

dalam hal keljasarna operasional maupun dalam hal pendanaan, rnaka PT. YYY 

bersarna-sama dengan PT. CCC mulai melakukan kelanjutan kegiatan 

pembangnnan apartemen X yang sempat terhambat selama 8 (delapan) tahun dan 

sehubungan dengan itu, apartemen yang dabulu bemama Apartemen "Y" dirubah 

namanya menjadi Apartemen ••x .. hingga saat ini. 

Walupun pembangnnannya dapat dilanjutkan, namun permasalahan tidak 

selesai sampai disitu saja, yang menjadi permasalahan baru adalah bahwa dengan 

kondisi perekonomian yang berbeda saat ini~ tentunya semua baban baku yang 

akan dipakai untuk kelanjutan kegiatan pembangnnan apartemen X telah 

mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan selain itu, harga pasar atas satuan 

unit aparternen X tentunya sudah berheda dengan harga pa.sar 8 ( delapan) tahun 

yang lalu serta mengingat nilai tukar rupiah terhadap kurs mala uang asing yang 
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sudah jauh meningkat berbanding 8 (delapan) tahun yang lalu. Hal tersebut cukup 

membingungkan pihak developer khususnya PT. CCC yang dalam hal ini tentunya 

berminat untuk beketjasama dengan PT. YYY dengan harapan akan mendapatkan 

benefit maupun pihak pembelilkonsumen yang telah sepakat dan membayar 

dengan harga sejumlah yang telah disepakati 8 (de Iapan) tahun lalu berdasarkan 

sura! Peljanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dahulu pemah dibuat antara 

developer dan para pembelilkonsumen, Alas dasar pertimbangan tersebut, PT. 

YYY dan PT. CCC selaku pihak developer sepakat untuk mengelnarkan 

pemyataan kepada para pernbelilkonsumen yang telah membsyar harga alas 

pembelian satuan-satuan urut pada aparternen X, yaitu bahwa bagi para 

pembelilkonsumen yang telah membayar harga atas pembelian satuan unit pada 

apartemen X, balk itu yang membayar secara tunai maupun secara angsuran. 

diwajibkan untuk menandatangani addendumltambahan atas sural Petjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Ielah mereka tandatanganl sebelumnya dengan 

PT. AAA. dimana isi dari addendum tersebut pada umumnya adalab perubaban 

mengenai harga jual alas satuan-satuan urul pada apartemen X yang telab 

disepakati sebelumnya dirubab untuk disesuaikan dengan nilai tukar kurs mala 

uaug asing yang berlaku pada saat ini dan disesuaikan berdasarkan pasaran harga 

jual yang ber1aku pada saat ini serta perubahan mengenai tata cara pembayaran 

yang baru. Harga jual yang dirubab cukup signifikau dengan kenaikau lebih dari 

I 00% (seratus persen) dari kesepakatan harga jual pada awalnya. Hal ini tentunya 

menimbulkan pro dan lwnira dikalangan para pembelilkonsumen~ ada yang setuju 

dengan pernyalaan yang diutarakan ol~h pihak developer namun tidak sedilcit 

yang yang menentanguya. Bagi pembeli/konsumen yang keberatan akan kebijakan 

tersebut. pihak developer memberikan kebijakan lain yakni memberikan 

penawaran bahwa dengan kesepakatan barga jual yang sama seperti harga jual 

yang awal, pembelilkonsumen ditawarkan untuk pindab lokasi/unit lain yang 

tentunya spesifikasinya disesuaikan dengan kesepakatan harga awal. Dengan kata 

lain, unit dengan spesifikasi yang cukup luas yang telah dipesan oleh 

• 

Universitas lndonesla 

Perjanjian Jual..., Stevanus Joseph ferdinandus, FH UI, 2009



99 

pembeliikonsumen dengan kesepakatan harga awal, harus dipindah lokasikan ke 

unit yang lebih keoil ukurannya agar kesepakalan harga awal lidak berubah dan 

pembelilkonsumen yang bersangkutan tidak perlu melakukan penyesuaian harga 

yang baru yang lentunya meningkat cukup signifikan. 

Mengingat permasalaban yang Ielah cukup lama tidak ada jalan keluar dan 

lak lerselesaikan, sakarang dengan dilanjutkannya kembali penabangunan 

apartemen X yang sempat terhenti selcian larnanya, bagaimanapun, alas 

permasalahan ini dianggap Ielah menemukan titik lerang walaupun pihak 

pernbelilkonsumen tidak mendapatkan seperti apa yang mereka harapkan 

sebelumnya. Hampir selw:uh dari pembelilkonsumen satuan-satuan unit pada 

apartemen X, kini sepakat untuk menandatangani addendum alas sural Peljanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) baik itu mengenai penabahan kesepakatan harga jual 

dan tala cara pernbayaran yang baru, maupun mengeuni pindahnya lokasi unit dari 

unit yang ukurannya cukup luas ke lokasi unit yang ukurannya lebih kecil. 

Adapun pertimbangan-pertimbangan pambelilkonsurnen yaitu babwa lebih baik 

mendapaikan tidak sesuai dengan yang diharapkan dari pada tidak mendapatkan 

apapun sarna sekali dan mengalami kerugian materiil. Sehingga dengan demikian, 

masalah ini dapat dikatakan terselesaikan dengan adanya perdarnaian antara pihak 

developer dengan para pembelilkonsurnen. Klni pembangunnn apartemen X telah 

selesai hingga tahap akhir dan sertipikat Hak Milik Alas Satuan Rumab Susun 

(HMSRS) pada aparternen X telab terbil pada awal tahun 2009, namun semuanya 

masih atas nama PT. YYY selaku developer dan sehubungan dengan hal tersebul, 

penandatanganan aktajual belinya dari developer kepada para pernbeli/konsumen 

juga sebagian besar telab dilakukan dihadapan PPA T yang berwenang yang 

diikuti dengan pendaftaran peralihan haknya (dati nama developer selakn penjual 

ke nama pembeli satuan unit pada apartemen X) pada Kantor Pertanahan 

Kotarnadya Jakarta Ulara dan selelah peneatatan peralihan haknya selesai, maka 

sertipikat HMSRS pada aparternen Y diserahkan kepada pemilik satuan unit 

aparternen Y yang narnanya telab tercatat sebagai pemilik yang baru. 
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Dengan melihat cara penyelesaian dari masalah tersebut di atas. maka 

menurut hemat peneliti, para pembelilkonsumen seharusnya berhak untuk tidak 

menandatangani addendum sural Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut 

yang isinya dapat dikatakan tetap merugikan pihak pembeli!konsumen secara 

materiil. Sehingga dengan demikian~ seharusnya para pembelilkonsumen bersikap 

lebih kompak dengan menggalang kekuatan sesama pembeli!konsumen yang 

dalarn hal ini mempunyai kupentingan yang sama ya:itu sebaga:i pihak yang 

dirugikan oleh pelaku usaha untuk mengajukan perkara tersebut secara bersama­

sama melalui BANI sebagaimana telah diperjanjikan dengan cara menunjuk 

seseorang sebagai wakil bersama. Bila hal tersebut dilakukan, maka dlharapkan 

se!ain dapat Jebih memperkuat apa yang dituntut (mengingat pihak yang dirugikan 

beljumlah lebih dari satu pihak), juga dapal lebih meringankan para 

pembeli!konsumen dalam hal biaya yang barns di keluarkan untuk proses 

penye!esaian sengketa tersebut karena biaya dlmaksud dapat dipikul secara 

bersama-sama. apalagi biaya yang barns dikeluarkan dalam penyelesa:ian sengketa 

melalui BANI sebenarnya tidak semahal biaya yang barns dikeluarkan bila 

diproses melalui peradilan urnum. Hal-hal yang demildan, tidak pemah terfikirkan 

oleh para pembeli!konsumen pada apartemen X, karena selain ketidak kompakan 

antar sesama konsumen, juga karena mayoritas da.ri rnereka masih sangat awam 

dalam pengetahuannya mengenai perihal-perihal hukum di Indonesia. Di lain sisi, 

apabila pembeli/konsumen pada apartemen X rnemperkarakan masalah tersebut, 

maka hal itu diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para developer­

developer lainnya yang k:hususnya bergerak dalarn qidang pembangunan rumah 

susun agar dalam melakuk:an pemasaran atas satuan rumah susun yang 

dibangunnya, tidak bertindak berlebilian dalam rnelakukan promosi-promosinya 

dan lebih berhati~hati dalam memperlakukan konswnennya serta jangan 

menjadikan surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai dasar 

pemindahan hak atas satuan rumah susun. 
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3.1. Kesimpulan 

BAB3 

PENUTUP 

1. Sistem pemasaran/penjualan secara off-plan dimana rumah susun yang 

bersangkutan belum selesai dibangun atau belum sama sekali dibangun, boleh 

dilakukan menurut sistem hukum tanah yang berlaku di Indonesia, karena sistem 

penjualan secara off-plan yang memungkinkan adanya jual bell secara pesan lebih 

dahulu sifatnya hanya sebagai "perjanjian jual beli pendahuluan" yang tertuang 

dalarn suatu Peijanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sedangkan pemindahan 

haknya baru terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual belinya dihadapan 

PPAT yang diikuti dengan penyerahan yuridisnya setelab pembangunan rwnah 

susun yang bersangkutan selesai dibangun dan bersertipikat. Dengun dernikian 

prinsip jual beli tanab menurut hukum tanah nasional tetap terpenuhi sehingga hal 

tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum tanah yang berlaku di 

Indonesia. Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pendabuluan yang 

dimaksud di sini hanyalah bersifat sehagai suatu "perjanjian pendabuluan" 

sebagaimana dimaksud dalam buku Ill Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

mengenai perikatan dan perjanjian bukan dilafsirkan sebagai '1ual beli" 

sebagaimana dirilaksud dalam pesal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Mengenai pengatunm dalam SK. MENPERA tentang pedoman perlkatan jual beli 

satuan rumah susun, hanya mengatur mengenaJ hal-hal yang harus dipeJjanjikan 

dalam suatu ''perjanjian perikatanjual beli'' satuan rumah susun. sedangkan dalam 

pasal 18 ayat (l) UURS, mengatur mengenai pelaksanaan 'jual beli" satuan rumah 
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susun sebagaimana yang dimaksud dalam hukum tanah nasionaL Oleh karenanya 

hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda yang tidak saling berbenturan, 

2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepeda pembeli/konsumen pada 

apartemen X, terdapat dalam UU No, /6 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 

(UURS), UU No. 8 Tahun 1999 tentang Per/indungan Konsumen (UUPK) dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dalam pasal 18 ayat (!) UURS telah 

secara tegas ditentukan bahwa rumah susun yang telah selesai dibangun baru 

depat dijual setelah mendapat lam layak huni, sehingga dengan demikian 

sebenamya UURS Ielah mernberikan perlindungan hukum kepada para konsumen 

apartemen X baik itu dalarn segi kenyamanan dan keamanan maupun kepastian 

akan terselesaikannya pernbangunan aparternen X, oleh karenanya hal tersebut 

mewajibkan pihak dewloper untuk segera menyelesaikan pembangunan 

aparternen X dan memproses penerbitan sertipikat HMSRS-nya yang harus diikuti 

dengan penandatanganan akta jual belinya dihadapan PPAT sehagai syarat 

pemindahan hak atas satuan unit pada aparternen X, Dalam UUPK, pelanggaran 

terhadep hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pihak developer adalah dengan 

dilanggarnya pasal4 huruf c juncto pasal 7 hurufb, bahwa seharusnya satuan unit 

apartemen X yang ditawarkan, harus disertai dengan informasi yang jelas, benar 

dan jujur termasuk draft surat Peljanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang oleh 

pihak developer tidak pernah diperlihatkan kepada konsumen sebelum 

memutuskan untuk mernbeli. Selain itu pelanggaran alas pasal 9, bahwa tidak 

boleh dalam mernpromosikan suatu barang/jasa dilakukan secara berlebihan, 

seolah-olah tak beresiko dan tidak boleh mengandung janji yang belum pasti 

dimana hal-hal lersebut dilakukan oleh developer aparternen X, serta pelanggaran 

terhadap pasal 16 yaitu developer apartemen X dalam menawarkan unit-unitnya 

melalui pesanan, tidak menepati pesanan dan!atau kesepakatan waktu 

penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, sehingga hal tersebut juga dapat 

dikategorikan sebagai eidera janji (wanprestasi) sebagaimana Ielah diatur dalam 

pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh sebab itu berdasarkan 
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pasal 1339 Kitab undang~Undang Hukum Perdata, surat Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) yang ditandatangani antara developer apartemen X dengan 

pembeliikonsumen, harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam UURS, 

UUPK maupun ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh developer apartemen X 

tersebut, dapat menjadi dasar untuk dituntut melalui Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI) sebagaimana yang Ielah diperjanjikan. 

3. Penyelesaian masalah yang terjadi dalam jual beli satuan unit pada apartemen X, 

dapat diselesaikan secara jalan damai, dengan ditandatanganinya addendum surat 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang umumnya memuat mengenai 

perubahan harga jual, namWI menurut hemat peneliti, seharusnya para 

pembelilkonsumen tetap menolak untuk menandatangani addendum surat 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut dan tetap mengajukan tuntutan 

secara hukum terhadap pihak developer yang bertujuan untuk 

mendapatkan/memperlahankan hak-haknya sebagai pembelilkonsumen yang Ielah 

dirugikan secara materiil sebagai akibat dari terhenlinya pembangWian apartemen 

X ternebut. 

3.2 Saran 

l. Hendaknya pemerintab melakukan perubahan alau amandemen dengan 

memasukan maksud dari SK. MENPERA ternebut ke dalam batang tubub UURS 

sebagai pedoman perjanjian perikatan jual beli (PPJB) sehingga pengaturannya 

menjadi lebih tegas. 

2. Hendaknya para developer di Indonesia disaraukan agar jangan bernpekulasi untuk 

membangun suatu rumah susun!apartemen dengan menggunakan uang darl 

pembelilkonsumennya karena maksud dan tujuan pembangunan rumah susun 

adalah untuk dihwu bukan untuk berspekulasi dengan menjadikan surat PPJB 

sebagai dasar pemindahan hak satuan rumah susun. 
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3. Kepada para calon pembeli!konsumen. bila ingin membeli properti yang 

pembangunannya belum terselesaikan, hendaknyu memilih developer yang 

mempunyai track record dan bonafiditas serta dapat dipercaya karena developer 

yang demikian, akan se1alu menjaga nama/citra baiknya apalagi bila mereka 

mempunyai proyek yang on going karena jika muncul negative news terhadap 

proyeknya. maka akan sl!llgat mempengaruhi penjualannya. Selain itu, pelunasan 

pemba}'tlnUl atas harga properti Yl!llg bersangkutan sebaiknya jangan dilakukan 

sebelum pemindahan haknya terjadi yakni sebelum ditandatanganinya akta jual 

beli dihadapan PPAT yang lierwenang yang barus diikuti dengan penyerahan 

yuridisnya. 
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PERJANJfAN PENG!KA TAN .!UAL BELl 
SATUAN RUMAH SUSUN. 

N0.139/M7GtrOWERFIPSP/lX/96 

Pada hari ini ¥?li1Hi ta.tgga! !:.err,(;;;!'l)nJ.in tahtln scribu scmbilan ratus sembilan puluh 
·ftrivh (i_-_f -J3:). yang bertanda-tangan di bawah ini: 

I. , Wnkil Direktur Utn.mn.l, bcnclnpat-tinggnl di Jnkurtn, 
- d.·tlam hal ini bertindak mewakili berda.snrkan Sural Kuasa tnnggal sam Mci tnhun serlbu 
sembilan ratus sembilan puluh enam (01-05-96) sclaku kuasa dnri Tuan 

', Direktur Utama . . ., suatu perscronn 
terbatas yang didirikan berdasarkan Undomg-Undaug Negara Republik tndonesia, 
berkedudukan dan berkantor pusat di Jnkarta, Wisrna Bank Dhannala Lantai 20, Jnlan 
Jend. Sudirman Kav_ 28. ("Perseroan11

), sclanjumya disebut "PIHAK PERTAMA". 
Pengertian mana meliputi pula para akhti wn.ris, pcngganti dnn penerus haknya yang s::Ul. 

_ ·- . ", Dagang, bertempat tingg.ti di Jalan JL No. 4, RT/010 
RW/007, JAKARTA PUSAT, Kelurahan Mentctlg, Kcc.tmatan Menteng, pemegang Kattu 
Tanda Penduduk No. 1604.3111&/1402350006 d[kcluarkan oleh Luruh Kclurahan 
Mcnteng, tanggal cnam belns Jnnuar[ tninm scribll sembibn ratus scrnbi!an puluh lima, 
(16-01-1995) unruk selanjutnyn disebut "PIHAK KEDUA". Pcngertian mana pula pnra 
akhli waris, pengganti dan penerus baknya yang snh. 

PIHAK PERTAMA dan PTiiAK KEDUA untuk sclnnjutnya sccara bcrsama-sama discbut sebagai 
"Para Pihak" dan masing"ffiasing disebut "Pihak". 

PT. 
Wism• nr~AA D'llnrm~l~.u. I& JL Jem:L Sud!mr.to K:w. 211 J;U;an:t 11910Td : W~l l 5:!2.5525 F:~-.. : (021) 521·2007 
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Para Plhak masing-masing dalrun kcduduknn tcrscbut di atas mcncr:mgkan tcrlchih dnhulu; 

I. BAHWA, PfHAK PERT AMA ada[ah pihak yang sccnra snh berhak atns: 
~bnngunan-bangum.m runmh susun ("Rumah Snsun") scbagnimana dimaksud olch Undnn,s:-Undnug 
No. 16 (enam belas} tahun 1985 (scribu scmbifan ratus dciapan puluh lima) tcntang Rumnh Susun 
beserta pemt\tmn pclaksanaannya sebag..;_imntl<t diumikan daknn Pcratmnn Pemcrintah No.4 
(empat} taltun 1938 {seribu scmbilan rntm; dclnpan puh1h dcl:tjl..l11) ("UU Rumah Sustm''), yMg 
akan/sedangltelah dibangun olch P!HAK PERTA,\IA diatas scbid;mg tnnah rerlcrnk dnkun 
Daerah Klmsus fbukotn Jakarta Raya wilay.'th Jak;1r1a Utnra, Kclttraban Kclnpa Gnding Barat. 
Kecamat.w Kelapa Gading. sctcmp<'lt dikennl scbagni Rum>1h Susml. " •· 
bcserta tumtan-tuntt:mnyn tcnnn.suk s~runa dan t:1silir~s bcmp:1 air bcrsih, tcnag:l\ listrik dan lain­
l<iin yang discdiakM olch PfHAK PERT AM A, untuk sclanjltll\)'<'L discbnt "Satmm Rumah Sustm" 
atau "Sarusun"; 

2. BAHWA, PIHAK KEDUA llcrmnksud unwk membcli/mcmilikt atas I {sntu) u11it Rumah Susun 
" :" tcnmtsuk nmltau-tum!ann::.:t, sar~na dan f.1silit.~s ynng rerscdin y:.iw 
Lapangan Tenis, Kolam Remmg, Club Hm1sc, Jogging Track, Children Playground, 

3. BAHWA, berhubung Scrtifikat Hak Mi!ik Atns S:1tuan Runmh SuSlm scbngaimana disebutkan 
daiam butir 1 di atas bclum dilakukan peml.'Cahannya olch Kantor Badan Pcrtanahan Nasilonal, 
maka jual-beli Satuan R.umah Susun sebagaimana disyam.tkan o!ch ketcutU:lli pcrunda.ng-undo:mgan 
beium dapat dit'lks:anakan dihadapan Pcjabat Pcmbunt Akta l::tnah (PPA T) ynng berwenang; 

MAKA, OLEH KARENA ITU Para Pihnk telah snling scpnk.1t untllk mcmbuat Pcrjanjian ini dcngnn 
menggunakan syarat-syarnt dan ketcntuan~kctenhtun scbagni bcrikut: 

PASAL 1 
DEFINlSI 

fslilalt-istilah yang dltulis dengan lmmfbcsnr didalam Pcrjomji.an ini, kccuati sccam tegas diartibn secnra 
lain mcmpunyai arti sebagaim~ma dije!asknn dibawah inl ; 

n. "ANGGARAN DASAR" adalah anggn.ran dasar pcrhimpunan pcnglmni y,-tng nkan dip:.:rsinpbn 
oleh PIHAK PERTAMA tcmmsok sctiap pcnamhahan atom pen1baharmya dengan PfHAK 
PERTAMA scbagai Pengeio!a semcntam sampai dcngan saat perhimpunan penglnmi rerbenmk 
secara sah dan dapat mela~ukan tugas. 
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b. "ANGGAR.t.._N RUMAH TANGGA" adnlah :'lnggamn nun01h t<~ngga Pcrhirnpunan penghuni yang 
nknn dipcrsiapkan olcll PIHAK PERTAMA tcrmasuk liCtinp pcnnmbahan atom pcrubnhannya dan 
juga diberlalmkan oleh PtHAK PERTAMA scbagni Pcngelola sementara sampai dcngan snat 
Perhimptma.n Penghuni terbentuk secara soJt 

c. "SARUSUN11 adalah satuan rumah susun yang te~1h dipilih dan dimaksudknn untuk dibeli oleh 
PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA d.:ll:tm ; yang tujuannya 
digunakan untuk !umian dan mcnjadi obyck Pcrjanji<1n ini sesuai dcngan Lampiratl 1 dan 
mempakan Satnnn Rumah Susun seba,gaimnnn diatur dalam Und:mg~Unda.ng No. 16 Tnlum 1985 
tentang Rumah Susun dan pemturan pelaksanammva (UU Rumah. Susun}. 

d. "BAGIAN BERSAMA" adnlah bagian dari yang dimilikl s~ra tidak 
terpisah untuk pemnknian bersruna dalnm kcsatmm fimgsi dcn!,'1ID satmm-satunn rumah susnn 
antara lait'l seperti lift, pondasi, kolom, balok, dinding, Lnntai atap, tnh.\ng air, t:mgga, selasar. 
saluran-saluran, pipa-pijm, jaringan-jaringan listrik d:'ln lclckonmnikasi serta ruang umum_ 

e, 

g, 

h, 

1. 

"BENDA BERSAMA" ndalnh benda ynng buk::m mcrupakan bag:ian dari Satuan Rumah Susun, 
tetapi dimiliki bersama seeara terpisah tmtuk pcm<tknian bcrsama yang_ mcliputi anrara lnin 
tanaman, lapangan tcnis dan kol.nm rcnang, tcmpat bennnin yang sifatnya terpisah dari struktur 
bangunan rumah susun. 

11 BERITA AC'ARA SERAH TERlMA" adalah suatu bukti scrnh terima SZ!tuan Rumah Susun 
secant fisik dnri PIHAK PERTAMA kcpnda Pihak Kcdua sesuai dengan Pnsal.5 perjanjinn ini. 

"HARGA JUAL" bcrarti sqjumL'lh nnny Y:'Utg h.:m1s dibaynr olch PH·lAK KEDUA kepndn PlHAK 
PERTAMA untuk pcmbellan Satuan Rumah Susun d<.\nliak-hak lainnya sebagaimana dimaksud di 
dalam Pasai 3 Perjanjian ini. 

''NILAI PERBANDINGAN PROPORSlONAL'' bcnmi nngk:'l yang mcnunjukkan besamya hn'k 
PIHAK KEDUA sccara proporsionnl tcrlmdnp U<tginn Bcrsama, Benda Bersama dnn Tannh 
Bersama dihitung bcrdasarkan !t1as Satuan Runmh Susun ynng bersangkutnn tcrhadap luas 
seluruh rnmah susun dalan1 -, yang ditcntukan PIHAK PERTAMA. 

"PERHIMPUNA.'N" PENGHUNI" berarti pcrhimpunan para pcughuni , -: ~ 
sebagttimana akan ditentuknn dalant Angguran Dnsnr scsuili dtongnn pernturan yang bcrlaku. 
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"PERTELAAN" bcrarti suntu pcnjclnsnn :ncngenai batas-batns dalam 
· d:tn lingkungannya yang diny:ilakan dal:un bcntuk gnmbar dan Ur-linnnya yang 

disnhkan olch lust::msi tcknis yang bcnvcnang. 

k. ''PERJANJIAN" bernrti Pcrjanjian ini dan pcmbahtm~pcrubahannya. 

L " ,. _ , ~" beratti suatu bangunan gcdung bertingkat yang: dib:.mgun dalam 
suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bnginn yang distrnktmkan secara fungsionnl 
dalam arah horizontal rnaupun vertikal dan mcntpakan satltn.n~satuan yang masingw 
masing dapat dimiliki dan digunakan secam rcrpisah yang dilengkapi dengan Bagian 
Bersnma, Benda Bersamn d.a1t Tanah Bcrs:1ma yang digunakan scbagai hunian dan 
bertokasilterletak da[am Dacrah Klmsus lbukora Jaknrta Raya wiiayah Jakarta Utara, 
Kelurahwt KeJapa Garling Bamt., Keca.m:\tO.I\ Kdapa Gading. 

rR '1TANAH BERSAMA" berarti sebidang t.·umh yang nkan berstatus Hak Guna Bangunan 
yang digunakan atas dasar hak bersarn.1. sccam tcrp[sah yang diatasnya berdiri • · 

n, 

·---r..- dan ditetapkan batasnya dalam pcrtclnoR 

"PERATURAN TATA TERTIB" bemrti pcmturan tata 
Penyelenggara Pembangumm sehagai pengclola. scmenmra 

PASAL 2 
POKOK PER,TANJTAN 

tcrtib yang diberlakukan oleh 
' ' 

l. PIHAK PERTAMA dengan lni berjanji dan mcngikat diri sekarang untuk nanti pada 
waktunya npabila scluruh hal yang disyamtkan olch Undang-undang maupun Peratunm 
Pemerintah serta syaratMsyarat dan kctcntuan lninnya dalnm Pcrjanjirm ~ni tclnh dipcnuhi, 
menjuai/mengoperkan 1 {£atu} unit Snrusun (sebngaimana didefmisiKa.n oleh Undang­
Undang Rumnh Susun} yang sesuni dcngan "Pcrtc\aan" yang terdiri dari : 

Tower F 
L:mtai 2 
Type 3 kamar tidnr 
Nomor Unit 02 
Luas 96 m2 
Wi!ayah Jakarta Utara 
Kelurahan Kelapa Gading Barat 
Kecamatan Kelapa Gading 
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- sebagairnana diurnikan da.!am denah tcrlnmpir, tlibcri garis bcrw:mm hijnu, yang sctcl<'th dimnda~ 
tnngani oleh Pnrll Pihak dilckatkan serta mcmpnknn bagian yrmg tidak tcrpisahkan dari Perjanjinn 
ini (Lampinm I) tennaSllk lmk·hak yang mcldmt pad.1 Sarusun tcrscbut, y;)itU haJ.: :'ltas bngian 
bersamn. benda bcrsama dan tannh bcrsnma scrtn scgala scsuatu yaog :lda diarasnya scbag.1lmana' 
diuraikan dnlam Lnmpinm 1 kcpada PIHAK KEDUA, yang sckartutg ini bcrj::mjt dan mcngikarkan 
diri m1tuk nanti pada waktunya membc!i dnn mcncrima pcnycrnhan atas Snrusuu darl PIHAK 
PERTAMA. 

2, Keadaan Jetak Sarusun dun bagi:ut bcrsama, bcnda bcrsama, t;mah bcrsama tclnh dikctnlmi olch 
PiHAK KEDUA, sesuai dengan spesifikasi Ullll.Hll lmngun:in yang discbutkafl dnlnm Lmnpinm 2 
yang me:upakau bagian yang tidak lcrpisnhk:lll dnri Pcrjanjinn ini. 

3. Scsuai dengan pcnmtuknnnya, makn PlHAK KEDUA hanya diJ>erkcnankan untuk 
mempergunakan Sanlsun terse:but dalam Pcrjnciji:m ini klmsus unruk nRUft·fAH TINGGAL ". 

4_ Apabiia PIHAK KEDUA me1nnggar kctcntmm rcn!;"Jng penggummn San1sun y'3.ng di!iebmkan 
dalam Perjanjian ini, maka hal tersebut menjadt mrrggnng-j;n'r.lb PTHAK KEDUA scpenulmyn. 
Sehubungan dengnn hal tersebut PTHAK KEDUA dcngan ini mcmbcbask<~.n PlHAK PERTAivfA 
dari tuntutan at.m gugatan pihak manaplHl j11ga mcngcnni Sarusun yang tidak dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

~ . 

5. Apabila PIHAK KEDUA mempergunnkrm Satunn Rmn;:Jh Susun yang mcnjadi obyck Perj:.mjia11 
ini untuk tujuan yang lain dari pada Rumo.h Tlnggal nrau untuk tujuan komersil termasuk tetnpi 
tidak terbatas pnda kantor, restornn, toko. mini market, musik hidup, karnokc, bar, mnka PIHAK 
PERTAMA deng:m ini sekarang untnk nanti pad;; waktunya dibcri hak dan kuasa Ulttuk 

mematikan aliran listrik dnn aliran air bcrsih/minum, sambungan telcpon ar:mptm mcnucnp tcmput 
tersebut dan PIHAK KEDUA tidnk bcrhak lmttlk mcnuntut slmtll kent ginn dalnm bcntuk apapun. 
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PASAL J 
NILAI P8NGIKATAN 

I. Harga Jnai~BeH Sarusutt terscbut pada pasa.l 2 di atas scbesar US$ 77,875.00 (tujuh 
puluh tujuh ribu deiapan raws tujuh puluh lima Dollar Amcrika Serikat), 

2. Harga tersebut sudah tennasuk: 

{a) Pembuatan Surat Ijin Mendiriknn B:mgunnn Induk. 
(b) Jaringan Listrik. 
(c) Sarnbungan a.ir bcrsih. 
(d) I (satu) l,ine Telepon. 
(e) l (satu) tempat Parkir, 

3. Harga terse but tidak termasuk : 

(•) Pajak Pertnmbahnn Nilai (PPN) 
(b) Biaya Notaris. PPAT dan pcmbuaran Scrtifiknr liak Milik Atas S~rusun atas 

nama PIHAK KEDUA. 
(c) 

(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
(h) 

Asuransi atas Satuan Rumah. Susnn yang mcliputi asurnnsi kebakaran, resiko 
terhadap pihak ketiga, pemsnkan dcngan pnksn dan kccuriatL 
[uran bulanan untuk biaya pema.kainn listrtk kepada PLN. 
luran bulanan untuk biaya pemakaian air bcrsih. 
1UrM bulanan untuk biaya pemakaian tclcpon 
luran hu1anan untuk Blaya Pengelolnan dan pemeliharaan/perawatan. 
Biaya Pengurusan Kredit Pemilikan Rumnh Susun (KPRS). 

PASAL4 
CARA PEMBAYARAN 

1. lual-Beli Sa.rusun tersebut dilangsungknn dan ditcrima dengan harga US$ 77,875,00 
(tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh limn Dollar Amerika Serikat) l"Nilai 
Pengikatan"] yang pembnyarnnnya ako.n discb\ltbn dalnm Lampirnn 3 yang merupakan 
bagian yang tidnk terpisahkan dari Perjanjian ini. 
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2, Apabila pCl'llbttytuan akan dilaksanakan mclalui Krctlit Pcmilikao Runmh Sustm (KfJRS) mclalut 
bank yang ditunjuk olch PH-IAK PERTAMA, maka PlHAK KEDUA hams melunnsi pembay;ufU1 
Uang Muk."t tcrsebut di atas dan mcmenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank. 

' '$J '· 

:t SetiaP pcmbay~rau yang dilakukan olch PfHAK KEDUA kcpada PJHAK PERTAMA dinngg~p : •. 
sah npnbiln tclnh dil<ehlarkan tanda-bukti pcncrimntumya yang dit.'mda-tnngnni oleh PIHAK 
PERTAMA nt:m \vakil yang berwenang dnri PIHAK PERTAMA arau pih:1k yang ditunjuknya .. 
Pcmbayaran yang mcmpcrgunakan cheque atau ·giro bilyet hanya dapat dianggnp sah l'.lpttbiln 
dnnnnyn tclah dapnt dlcnifkan nt:ttl dipindah-bnkuk:an olch PlHAK PERTAMA. 

4, Pembaynrnn yang dilakukan dengan Rupiah hams di!aksanakan dengan nilai tuk.tr :mtara Rupiah 
dcngan dolla' Amerika ScrHmt yang berlaku !)ada snat lcrjadinya pcncaimn check ntt'tu giro bilyct 
untuk tiap-tiap pembayarnn angsuran, yaitu bcrdasarkan kurs tenga.h dari Bank Indonesia dan 
pembayarnn dcngnn cara tcrscbut hnnya dapat di:mggap snh apabila dananya relah dapat 
dicairkan. 

5. Sctiap pembayar.m hams dilakulmn di kantor PIHAK PERTAMA atau kmgsung kepnda rckening 
PIHAK PERTAMA pada bank yang: ditunjuk oleh PTHAK PERTAMA yaitu ke: 

PT.: 
BANK , New SUMMITMAS TOWER 
)1, )end Sudim1'lin·kav. 61-62, JAKARTA SELATAN 
Rupiah AJC No, 01,02,00006.4 

PT, 
BANK 
Jl, lend Sudinnan Kav, 28, JAKARTA SELATAN. 
US$ AJC No. 01.08.000708 

6, Setlap pembayarnn mclalui tranfcr hams mcncanwrnkan Nnmn pcmbeli dan No. unit dan 
memberikan copy bulrti transfer kcpada PH-JAK PERTAMA yang berwcnung dan!ntau y<mg 
ditnnjuk oleh PIHAK PERTAMA (Account Receivable Department). 

7. Scmua pembayamn yang tidak dilaksannkan scS\JUi dcngan kctentnan yang tercantum dulam 
Pcrjanjian ini dianggap tidak pemah dilaks«nnkrm dan PfHAK KEDUA bertanggnng-jawnb o.tas 
scgaln resiko yang: timbul sebagai akibat tindakannya tcrscbut. 
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&. Jik~t dikcmudian hnri screlah penycralmn Santsun rcrtbp:lt sclisih ams hms Snmsun scpcrti tcrsebut 
dalam pasal 2.1. di atas, antara lain disebabknn ndmtya pcmbnha11 pc.rcncmtn~m ynng berada dihmr 
kcktm.sa«n PIHAK PERTAMA (misalnya knrcna pcno!nknn resmi dari Pcmcrintah DKIJaya ntau 
alnsan teknis yang lain), mak.1. Nilni Pcngik>Jtan nknn discsuaikatt atas dasnr kckurangm1 at::tu 
kelebihan tersebut dcngan kerentuan balm'n kckurnngan atau kclcbihn.n tcrscbut mclcblhi 5 % ( 
[ima person). · 

9. Apabila pembaynran akan dilaksanakan mclalui f:!silitns Krcdit Pcmiliknn Rmnah Susun (KPRS) 
scperti yang tcrc..1.ntum dalam Pnsnt 4,2. di atns, dan PIHAK KEDUA dalnm h::l! ini mdokukan 
wanprcsrasi atau latai dalmn mclaks.a,lnknn kcwnjib;mnyn tcrhadap bank, yang mcnimlmlk::tn 
kewajiban bagi PIHAK PERTAMA untt1k mclnkubn pcmbayaran atns sisa hutang PlHAK 
KEDUA kepada bank, maka Pnsnl 7 .2. Perjanjian -ini bcrlaku. 

10. Ketentuan Pasal 4.8 di atas hanya bcrlaku sebdum Scrtifikat Hak Milik Atas Satu;m Rumah 
Susun atas nama PIHAK KEDUA discrahkan kepada p!lm.k bank olch PIHAK PERTAMA 

• 

PASALS 
PENXERAHAN SARUSUN 

l" Samsun tersebut akan discrahkan olcll PIHAK PERTAMA kcpada PJHAK KEDUA dalam wnktu 
24 (dua puluh empat) bulan tcrhihmg dari sejnk pcrjnnjian ini ditandatangnni, dcngan ketcntunn 
sebagai berikut : 

(a} PrHAK KEDUA telah melunasi sclumh Nilm rcngikntan, denda~denda, biaya administr:-..si 
dan biaya-biaya lainnya. yang tcrhutans (jikn ada), y.mg akan dlbuktikan olch tnnda-tcrima 
yang ditnndatangnni olch PfHAK PERT AMA atau wak!lnya yang snh; dan 

(b) Bangunan Sarusun telah selesai; 

yang dibuktikan dengan Berit.1. Acura Penycmlmn yang dibunt dan ditanda-tangani oleb Pam Pthak 
atnu wakil-waldlnya yang sah, kecuali jika tcrjndi kc.:1daan force-majeure sebngaiman[l. disebulknn 
dalam Pasal 12 di bawnh ini. 
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Keterlambatan pcmbangumm Snmsun yang ak.'ln discrnhtcrimnknn kcpada PJHAK KEDUA. tidnl.: 
dapat dikaitkanldihubungknn dengnn cam pcmhayarnn ynng wajib dtfnkt1knn oleh PIHAK 
KEDUA. 

3. Dalam jangka waktu 14 (cmpat belas) lmri kerjn tcrhilung scjak Pen~•crahan tecrscbut di atas, 
maka PfHAK KEDUA hams menyampaiknn daftar scc>~ra tcrwlis kcpnda PIHAK PERT AMA 
yang mcmuat pennohon:m mcnt,-enai bagian~hngian a!:ti! J>Ckcrjann yilng: hams dipcrbaikl olc!l 
PIHAK PERTAMA. Ap.tbiln d<1lmn jangka waktu lt:r!it:bHt Pll-lAK KEDUA tidak mcnynmpnikun 
daftar tcrsebut, maka PTHAK KEDUA dia11gg:1p rdah mencrim:t dcngan baik Sarusun tcrsebut. 

4, Terhitung sejak Tanggal Pcnycmhan tcrscbut d;;l:un ayat I di runs maka Sa"msun tcrsebut dapnt 
langsung dihuni oleh PIHAK KEDUA dctlgnn kctcutu:.m bn.!twl'\ tcrhillmg Sejak snot rcrs:.:but 
PIHAK KEDUA sudah bcirkewajiban nntuk mcnanggung biay« pcnul.kainn listrik. lc!cpon, air 
bersih/minum, biay.a pcngclolaan, peme:lihnrnan/pcrawnfan, Pn.jak Bumi dan Bnngtm;m scrta itln'lll· 

iuran lain sehubungan dcngnn kcpcmili!mn Sam sun tcrscbut, scbngaimana diuraikan do.lam p:tSal 9 
ayat l di bawah ini. 

5. Scmua perubahan dnnlatnu penambahan yang dilakukan atas Samsun setc!nh Tangg-1! PenycrniW.Ii 
harus memperoleh persctujmm tertulis terlcbih dnhu[u dnri PlHAK PERTAMA dan hnrus 
dilaksanakrul oleh pihak yang ditunjuk oich PIHAK PERTAMA dcngan kctcntuan bahwa scmua 
biaya yang timbul sehubungnn dengan pcrnbahnn dnn/atau penmnbahan tcrsebul mcnjadl r...:siko 
dan hams dib~yar oleh PIHAK KEDUA, dcngan kctcntu:m bahwn pcntbah:m dan ntrm 
penambahnn tersebut tidak menimbulkan g.1.ngguan ;H;'IU mcmgiknn pcnglnmi Samsunlainnya. 

6. Segaia resiko dan akibat hukum yang timbul sclmbungnu dcngml pcn1buhan dt'H\ ntau pcrmmhahan 
yang dilakuknn tanpa persctujuan tcrtulis terlcbih dnhulu dari PIHAK PERTAMA adaluh mcnjadi 
resiko dan tnnggmig-jawab PIHAK KEDUA scndin sepcm1lmya, drm selmbunga.n del\gnn hi'J 
tersebut PIHAK KBDUA sekamng nntuk n:mti pada wal..:tunya aktin mcmbcbask:m PlHAK 
PERTAMA dnri tufltutan pilmk manapun juga mcn_gcmu hal tcrscbut. 
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PASAL6 
JAM!NAN PIHAK PERTAMA 

Samsun teiselmt daiam pnsnl 2.1, akan dijunll dialihknn dcngan mempergunakan synrat-syn.rar dan 
kctentunn·ketontuan yang lazim digunaknn d.Uam pcrj<HlJinn jmll»bell, diantarnnya tcr.<J)i tidak t.erbarns 
pada kctentmm-ketenhmn bnhwa PIHAK PERT AMA mcnjamin bahwa Santsun tcrsebut: 

(n) tidak dikenakan sesuatu sit.'\an; 

(b) adalah millknya/hnknya PIHAK PERTAMA dan !tanya dnpar dijual/dipindah~tnugnnkan olch 
PIHAK PERTAMA, dan PlHAK KED VA tidak ak:~tl mcndnpat sesuatu runtutan dari pihak lnilt 
yttng menyato\kan m~mptmyai hak tcrlcbih dnhuln nlm1 tun1t mcmpunyai hak atasriya. 

L 
~ 

PASAL7 
SANKS I-SANKS! 

Sanksi Bal!i PIHAK PERTAMA: 

Kccuali apabila disebnbkan olell hal terscbut dal<:~m pnsal 12, untuk setiap keterlnmbatan <Has 
penyemhan Sarusun olch PrHAK PERTAMA kcp:;;da PH-IAK KEDUA, maka kcteriamba.tnn 
penyerahan Sarusun yang melcbihi 90 (scmbilan puluh) lmri, PIHAK PERTAMA dikenakan 
dcnda sebagni boril..·ut : 

u. tmtuk pembayaran melalui US$ :akan dikcnnkan dcnda sebcsar 0.75 % (nol kama tujuh 
puluh lima pcrsen) per buhm dihirung sctiap hari kcterlnmbntan duri jum!uh uattg yan&J; 
telah diterima olch. PIHAK PERTAMA d;~.ri PiHAK KEDUA. 

b. untuk pombayaran mclalui Rutliah ;~.ka11 dikcn:1kn.n denda scbcsar 2 % (dua. person) per 
bulan diiUtung setiap hari ketetlmnbatan dar! jumlah uang yang· tclah ditcrima olch 
PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA. 

Pembayaran denda wajib dibaya.rkan o!oh PIHAK rERTAMA kcpnda PIHAK KEDUA po.da saat 
scrah tcrima Sarusun dil.aksanakarL 
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2. Sanksi Bnei PJHAK KEDUA : 

2.1. Dalam hal PlHAK KEDUA, dcngan :tl::tS4Ul np.•pun tidak melnksmmkan scliap kcwnjibiltl 
, untuk membayar n.ngsuran tepat pndi.'\ waktunya scbagairnana tcrscbot dalarn pasnl 4.1 ., 

fnaka untuk: setiap keterlambatan pcmba)mrnn yang melcbihi 1 (tujlih) lm.ri, Pihak Kcdua 
dikenakan denda sebagai bcrikut ; 

tL untuk pcmbayn.ran deng;:m US$, dcnda dikcn>~kan scbcsar 0,3 0/00 (nol koma tiga 
pcm1il) ['ier hari keter!mnbntan dnri jumlah unng yang hatns dibayarkan olch 
PtHAK KEDUA kcpadn PIHAK PERTAMA, dcngan maksimum kcrcrlrunb::nan 
sclnma 30 {tiga puluh) lmrL 

b. mttuk pernbayarnn dengnn Rupiah, dcnda dikcnakan scbcsar I 0/00 (satu penni!) 
per hari kcterlambatan dari jumlnh mmg yang han1s dibayarkan olch PIHAK 
KEDUA kepada PIHAK PER'TAMA, dcngan maksimum keterlambatan scl;uu:t 
30 (tiga puluh) hari, 

Pembayar<ui denda wajib dibayarkan olch P!HAK KEDUA selambnt-lambatnya pad.:t 
ongsuran berikutnya. 

2.2. Tanpa.;onJcnwmmgi bcrlakunya kctcntuan dcnda tcrscbut di atas, bilanmna PIHAK 
KEDUA masih tetnp tidak mclaks:makan kcwajiban untuk mcmbayar angsuam, iumn~ 
luran atau pembay;tran-pcmbn.ynr:m lai1tnya yang wnjib dibayar oleh PIHAK KEDUA 
dalam Pcrjanjian ini sebanyak 2 (dua) kali bcrtumt-tun1t ata\1 3 (tiga) kali tidak bertun1t~ 
turut, maka Perjanjian ini menjadi batal dcmi lmkum. Dahun hal terjadlnya pembatalan 
tcrsebut Para Pihak sepaknt untuk me!cpilskan kctcotuan-kctentuan yang tcrcantum dalam 
pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-umlang Hukum Perdatu. 

2.3. Sehubungan dengan hal tersebut maka: 

2.3.1 Jumlah uang yang tcJah dibnyarkrm!c.Hsctorknn olch PIHAK KEDUA kcpada 
PIHAK PERTAMA akan n1c1tjndi milik fllHAK PERTAMA sepenulmya,deng:nn 
kctentuan apabila : 

(a) Jumtuh pembayaran yang bclum /sudah rnenc.1.pal 25 % (dua puluh lima pcrscn) 
dari NL~ai Pengik<lfan, m~ka jumlnh unng terscbut tidak dn.pat dituntut kcmbali 
oleh PJHAK KEDUA d<n1 mcnjadi milik PII-lAK PERTAMA scpcnulmyn 

·11· 
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(b) Juml:nh pcmbaynran smlah m..:!cbihi 25 % {duu puluh lima pcrs:cn) dan 
Nilni Pengikat;m, mn.kn jum!nh pcmb:nynran nknn dikura.ngi tc.r!cbih 
dalmlu scbcsar 25 % (dua ]luluh lima pcrscn), kcnmdtn.n h:tt~il sc!tsihnvn 
ttkan dlkembalik.1n olch PIHAK PERTAMA kcpada Pfl·!AK KEDtiA 
scbesar 50% (limn puluh pcrscn), 

2.3.2 l3ahwa pcmbayaran Pajak Pcrt~unlmh:m Niln.i ( PPN} tidak dapar dituntut kc:mb:t!i 
olch PIHAK KEDUA" 

Sehubungan dcngan pembat.'l[an Pcrjanjlan ini, makn PlHAK KEDUA bcrkcwajiban tHituk 
mengosongkan SantSlm terscbut dnlnm jungka waktu 14 {cmpM bdas) hnri tcrhitung scjnk 
PIHAK KEDUA mcnerima surat pcml:crit::~lnmn pcmbatalall yang hams dibuktib.n sGcara 
termlis atat.l tanda penerimaan yang sclaynknya. 

2.5. Apabila daJam jangkn waktu tcrscbut l'fHAK KEDUA tetap tidak mclaksnna~~m 
pengosongan maka PIHAK KEDUA ;"~kan dikcnnkan dcnda scbcsnr US 250.00 (dn:t rntus 
lima puluh doll::1r Amcrika Scrikat) per hnrl kctcrb:uubatml, tcrhitung jatuh waktu sampai 
dipenubinya kewajiban terscbut dalnm ayat 2 4. 

2.6. Tanpn ntengunmg:i bcrlaktmya kctcntmm tcnt:mg dcnda tcrscbnt d.·dam ayat 2.5. pasaf 
lni, ap;1bila dalam jangka wnh1u l (sar11) bttlan tc(hitung sejak jntuh waktu pcngosongan. 
PIHAK KEDUA masih belum lllCtl)'Crnhknn Samsnn dalam kcadaan kosong d~m baik 
kepada PlHAK PERTAMA. maka PIHAK PERT AMA dcngrm ini dibcrl hak dan kun.sa 
yang tidnk dapat dicubut kcmba!i d:m rirlak akan bcrnkhir kncena scbab-scbnb rerscbur 
da!am pnsall8l3 Kirab Undang-Umlang l·lukum Pcrdnta Indonesia, umuk mcngosongkan 
Sarusuu terscbut dan apabila pcrh1 dcng..<n bantuan pih:tk yang bcrwcn:tng dnn nld;;~kukn:> 
scmua upaya lmk\lm yang dipcrluknn t!lllltk mcngunsni kcmllnll Snnrsun tcrs!!but, dengnu 
kctcntuan bahwa scgaln tanggung-jnwnb alas pcmbayaran biayn-biaya dan rcsiko y:mg 
timbul sehubunsan dcogan pengosongan olch PIHAK PERTAMA mcnjndi mngsnng­
jawab PTHAK KEDUA scpenuhnyot 
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PASAL8 
PENGALIHAN DAN PENGOPERAN HAl< 

I, Pengnlib:tn Sebelum Penanda~tttnganan PI' AT : 

l L Selama PlHAK KEOUA belum mcnanda~taognnf nkta PPAT. PIHAK KEDUA tidak 
bcrllak untuk mcngnHhkan dcLlg<m c:tm apapun juga ar:.m mcnycwa~an kcpada pihak lain 
Sarusun yang bcrsangl.:utnn tanpa pcrsctujnnn tcrtulis tcrlcbih do.hulu dari PIHAK 
PERTAMA. 

1.2, Apabila PIHAK PERTAMA meJ1yctujui pc!lgnlihan tcrscbut kepada pihnk lain, rnak;l 
untuk sctiap pengalihan hak atas Samsun. maka PIHAK KEDUA dikcnakan biayn 
administrasi sebesar 5 %(lima pcrscn) dari Nilai PCtlgikatan. 

L3. Pihak Kctiga yang mcnerimn pcng:.nlihan h:-~k mclnlui KPRS BANK, hnms tcr!cbih dahu!u 
rnendapat persctujuan tertulis dari Bank bahwa nplikasi KPRS-nya telnh rlisetujuL 

1.4 Bagi Pihnk Ketiga yang menerima pcngalihom hak dad PIHAK KEDUA diwajlbktm 
tunduk'tlf!n taat pada semua ketentuan-kctcntuan ynng ada dalam Perjanjian ini. 

l .5 Ji!, .. 11 PIHAK KEDUA mclnkukan pclanggaran atas kctentuan terscbut da!am ayat 1.1, 
pnsal ini, nmka Perjanjian il1i mcnjadi bntol d::m rcrhodnp PlHAK KEDUA dikcn:.1k::m 
ketentuan yang disebutkan dalam pasa17 ayat 2 (2.3.) sampai ayat 2 (2.6). 

2. Pengalihan karenn pewnri:snn : 

2.1. Perja1ijian ini tidak bcrakhir karcna salah satu pilmk rncnlngg.'ll dunia, ntau dibuhnrkan, 
akan tetapi turun tenntnm dan harus dipcntlhl oleh {para) ahli waris d.:tri pihak yang 
meninggal dunia ntau yang dibubn.rkan itu. 
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2.2. Oalam hal PlHAK KEDUA mcningg.1l dunia.ldibnbark::m scd<1ngk:m kcwajibun~kcwajib;:m 
dal;un Pcrjanjian ini bclum dilnksan01k:ln ~clunthnyn, makn pnra ahli waris dnn/at;;m 
pcngganti hak PIHAK KEDUA yang snli menurut Und~utg~Und>lng di"\ln.m jringk:'t wah1u 
40 (empat puluh) llat'i sejak saat mcuinygal nt<m dibnbarkannyn pcrus:ah.1an atau 
dinyatakan pailit, PIHAK KEDUA wnjib mcnunjuk dan mcmbcrikan kn:~si\ kcpad:t salah 
seorang diantaranya atau pencrus dan ntnu pcnsg.'lnti haknya yang sah untuk mcwukili 
meneruskan kewajiban hukum <Hm< mcmpcrolch h<'tk bcrdn.sarkctn Perjanji::m lni dcngan 
bukti berupa kcterangan warisan dari pih;;k ;•ang bcrwcmmg. 

2,3. Segala biaya yang timbul dan akan timbul schub\lngnn dengn.n hal rersebul dint.:ts, 
sepem1hnya adalah bebnn dari ahli wnris/ pcngganti hak PIHAK KEDUA scndiri, npo.b1la 
kctentuan ini tldttk dilaksannkan (hal ini cukup dibu\...'11kan dcngan lewamya w«!..'tu yang 
ditentukan), maka penyc.lesaiannya mcmpcrgm:lakttn c.1ra scpcrti ynng rcrc:mtmn dalnm 
Pasal 7 a.yat 2 {2.1) sampai 2 (2,6) pasal7 Pctjanjian ini. 

3" Pengnlihnn setelnh pennnda-tanganan PPAT: 

l.l. Untuk setiap tiudakan lmknm sctelah ditand<H<mganinya akm PPAT. mnka PIHAK KEDUA !lnnts 
menyampaikan pemberitahuan secara tcrt\tlis tcrlcbih dahulu kcpada PlHAK PERTAMA 
Perhimpurmn J'fcngbu~i Rumah SuSl.m. 

PASAL9 
PAJAK-PAJAK DAN BIAYA-lllAYA 

I. Terhitung sejak diserahkannya Sarusun tcrscbut o!clt PIHAK PERTAMA kepada PIHAK 
KEDUA, nmka sejak saat tersebtlt pcmbaynran Pnjnk Bum.i dan Bangun:m adnlah mt:njadi 
tauggtmg-jnwab PIHAK KEDUA yang ak:m dibnyarknn secnra h'mgsung olch P!HAK KEDUA 
kepada pihak yang bcwcmmg sesuni deng;;tn k:;:tcnrunn Pnjak Bumi dan Bangumm, Dcmikian pu!n 
semua iuran dnn pajak-pajak lairmya yang timbnl sclmlmngan dcngnn petnillkn.n atns Sn.n1stll\ yang 
sekarang ada manpun yang akan ditct<'lpknn o!ch Pemcriutnh Pusnt maupun Pemerintnh Dru.:rnh, 
biaya pemakaian listrik, te!epon, air bersih/mimun, binyn pengelolaan, pemc{ihan:to.n/perawat:tn 
telah menjadl beban dan harus dibayar oleb PTHAK KEDUA. 
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2. Apabila PIHAK KEDUA tidak mcmcnuhi kctcnhJan yang tcrcantum dalam ayat ( tcrscbut di <Has 
dnJnm waktu 1 (tujuh) hari kalender tcrhitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran. maka PIHAK 
PERTAMA berhak untuk menghentikan senmu f..1silit:.lS kc dalam Stm1sun tennnsuk tcr:l.pi tidak 
terbatas mematikan nliran Hstrik. saluran telcpon, dan nliran r~ir bersih/minum. 

3. Pernbayaran premi asuransi menjadl tanggung~jawab P1HAK KEDUA scpenuhnya. 

PASAL 10 
PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS/PPAT 

L Penandatangnn;m akmjual beli dibadapan Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh PlHAK PERTAMA 
ntas masing-masing Samsun akan dilaks::makan dengnn syarnt--syarat scbagai berikut: 

(a) menggunnk:m kctcntuan-kcrcntmm ynng s:ecara umum diberlakuknn oleh PIHAK 
PERTAMA sehubungan dengan pcnjualan Smusmt, dan; 

(b) PIHAK KEDUA sudah mclaksunnkan scinn1h kcwnjibnnnyn pembayaran cersebut dalam 
pasal '! Perjanjian ini, beserta deadn·dcnda scrta b.iaya administta.si dan biaya.·biaya 
lainnya yang terhutang kep::tda PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dcngan tand::t-tanda 
penerimaa.n u;mg yang sah dnri PIHAK PERTAr..·lA ; 

(c) PrnAK KEDUA telah rnenandatangani Bcritn Ac:ua Penyerah(ln Sarusun, 

2. Pada '""'ktu penandatanganan akte juni beli d\hadapnn PPAT dilaksanako.n, PIHAK KEDUA 
wajib rnenyemhkan kcmbali Asli Perjanjinn ini, kccuali AD/ART, Pcrjanjian Pengclotaan dan Tata 
Tertib. 
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l"ASAL II 
PENGELOLAAN JJAN PIJ:Rfi!MPUNAN I'F.N\.fHJNi RuM Ali SUSUN 

! . PTHAK KEDUA dcngtm in! bcrjnnji dnn mcngikalk:an diri untuk tunduk kcpada Angsar:1n D.asar 
dan Anggar.an Rumah Tangg~ ("AD/ART') dari Pcrhimpunnn Pcu,glmni Rmmth Suswt 
scbagaiman.1. disyamtkan dalnm pnsal !9 U11dang·undang No. 16/1985 (tcnuasnk tncngcnai 
pcncntmm Biayn Pcngclolann/ Pcmc!iharaan/Pcr.awatan yang :~krm c.litctapknn ok:h PIHAK 
PERTAMA sctcluh penycrnhan Snrusun kcpnda P!HAK KEDUA) yang aknn dislupkan olcll 
P!HAK PERTAMA. 

2. PIHAK KBDUA setuju untuk schmjutnya scc.1.rn.mutlak mctmnj~1k PJHAK PERTAMA scbngai 
Badan Pengelola Rumah Susun _ sampai [Crbcntuknya Pcrhimpllnan 
Pcnghuni Rumnh Susnn. Dnlam mclaksannkan pcngcJolann tcrsclun PlHAK PERTAMA bcrhak 
untuk mcngndakan kerj~:mta dcng;:m pihak lain ntm1 mcnunj,,k pih~k bin dalnm pclnksanan.nnya. 

3. Mcngenai peogelo!aan yang; nknn dilaksanaknn oleh PlHAK PERTAMA scbngaimnn:~ diuraibn 
dnlam ayat 2 di :~tns, makn nknn dibuo.t Pcrjnnjmn Pcng;clo!mm sccam £Crscndid antara P!HAK 
PERTAMA dan PIHAK KEDUA. dimana PfHAK PERTAMA akan mcuetapknn Tarn Tcrtib 
Pengelolaan Rumah Susun yang tnCJ\tpnknn bnglnn yang tidak tcrpisnhkan 
dari Perjaajian Pengelolaan tcrscbut dan schmm Anggaran Dasar dan Anggari'\n Rumnh Tnngga 
Pcrhimpun<m P.englumi Rumah Susun tcrscbut bc!tm; bcr!aku, maka. PTI1AK KEDUA lmn1s 
tunduk dan taat piula Tnta Tcrtib Pcngelolnnn Rum;1h Susun rcrscbut. Tnta Tcrtib mnnn dnpat 
diubalt dan atau ditambah sewaktu-waktu. 

4. PIHAK KEDUA wajib rncmbayar di muka biaya Pcngclola::~n dan. Pcra>'{amn Rtmmh Susun 
kepadn PfHAK PERTAMA scbcsar US$ ! (satn Dollar Amerikn Serikat) 

per meter persegi per bulan untuk 12 bulan tcrhitung dnri tanggnl scrn\1 tcrima dilo:\ksanakan. 
dihitung sccarn. proporsional berdasnrkan luns S<tmsun, dan hams dibayar unluk jangkn wa!nu 3 
bulan sekaligus selambat-lnmbatnya sctiap tnnggal tO dnri bulan yang bcrjnlnn. PlHAK 
PER"fAMA bcrhak untuk mcninjau kcmbali biayn Pengclolam1 dnn Pcrnwatnn Rumnh Susun 

· · · sesudah jangka wnktu tcrscbut dintas. 
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5, Apabila PlHAK KEDUA tidnk mcmb<ty;1r biaya Peng::lolann dan Pcrawaran terscbul. mnl>a 
terhr;dap PlHAK KEOUA akan dibcflakuknn kctcnHuu; dalam Pasnl 9 ayat 2 dati Perjnnjian ini. 

PASAL 12 
FORCE MA.fEURE 

1, Yang dlmaksud dengan force majeure ialah hal-hnl yang dapat mempcngaruhi jal;umya kcwnjiban. 
keadaan tUana bcrnda diluar kern>~mpuan Para Pihnk nntuk mcnccgahnya, antnrn lnin: gcmpa bumi, 
huru hara yang bersifnt m<:tSsttl, kcbukMan, banj!r, pcristiwn a!amlkcadaan cuaca lainnya, tindakan 
pemerintah dahun bid:ms monetcr, sehtngg.'l s:J!nh satu Pihnk tidak dapat melaksunakan 
/menyelesaikan kewajibannya. 

2. Di da!am hai teijadinya suatu atau beberapn pcristiwa scbngaimann dimaksud dalarn Pnsal 12 ny::.t 
l di aros, Para Pihak secara. bcrs:ama-sama m<iup1m masing~mllSit1g, scndir[ dcngan dilandnsi 
itikrui baik akan mengusahakan semaksimal mungkin agar pcristiwa dinmksud ditekon seminimal 
/sesin~t mongkirt dnn aknn dibicarakan bcrsmna-sama oleh kcdua belah pihak scca.rn. 
musyawamh, Apabila sccara musynwarah tidnk tcrcapai, maka kedua belah pihak akan 
menycrahkan ke'Pada Badan Arbitrasc Indonesia (BANI}. 

3. Bahwa keputusan dari BANl ada!ah bcrsifut final dan mengikat kt:dua beiah pihak. 

4. Adanya kejadian tersebut pad.< ayat 2 dmtns, makn Pilmk y:mg mengtll:lminya harus 
mernberitahuknn secam tcrtulis kcpada Pihak lain sclambat~lambamyn 14 (empat bdas) h:ui 
setclah kejadian tersebut 
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PASAL lJ 
PF,RUBAHAN ALAMAT 

I. Apabila tctdapat pembahan alnmat PIHAK KEDUA dari yang tcrcantum dalam pc:rjnnjiom 
ini, PffiAK KEDUA bcrkcwajiban unruk mcmbcritnhukan scc.'lra tcrtulis kl.1Jada PlHAK 
PERTAMA, selambat~lo..mbatnya dalam 7 (tujuh) hari sejak saat kepindahan tersebut. 
Perpindahan o!amat yang tidak dilnporknn dcngan scgala akibat~akibamya yang ada 
hubungan dengan Perjanjian ini ntenjadi resiko dan tanggung~jawab sepenuhnya dari 
PIHAK KEDUA. 

2. Scgala Pembcritahuan menu rut Pcrjanjian ini dirmggap tclah dikirimkiln dan diterim:~ oleh 
Para Pihak hila disampaikan ke alamat scbagai bcrikul : 

PIHAK PERTAMA 

PT. 
Lantni 20 

JL 
JAKARTA SELATAN 12920 
Telepon : (021) _ . 
Facsimile : (021) . 
U.P :Account Receivable Department 

PIHAKKEDUA 

n. ·No. I 
JAKARTA !3120 
Telepon ; (021) 
Facsimile : (021) 
U.P 

Penyampaian perpindalmn alamat wajib dibcritalmkan sccara tcrtulis: kcpada pihak lainnya 
selambat-lambatnya 7 {tujuh) hari kalender scjak saat kepindahan tersebut. 
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PASAL 14 
PENGAKUAN HAK 

Mcngenai Snrusun tcrscbut se~'lra kcsclnn1hnn PIHAK PERTAMA hanya mcngakui PIHAK KEDUA 
sebagai 11Counter Part .. dan karena ltu PIHAK PERTAMA h::m}>a mengok11i hak~hak dan kcpcntingan­
kepentingan PIHA.K KEDUA yang timbul bcrdasarkan Pcrjnnjinn ini, scrta P!HAK PERTAMA tidak nkan 
melayani dan berhubungan dengan pihak lain yang mcnyatakan mcmpunyiii hak ntttS apa ytHl!i: 
diperjanjikan mcnurut Petjanjian ini. 

I. 

PASAL 15 
HAL-HAL LAIN 

Dalam hal tcrJadinya pr::mbat.1.lan Perjanjiau ini, Pam Pihak dcngan ini sctuju tmtuk me!cpnslmn/ 
mengesamping\s,an ketentuan pasall266 dan !267 Kitub Undang-Undang Hukurn Pcrdnta. 

2. Kelalaian-kcta!aian Paro Pihak dalam Pcrja1~i<ln lni cuknp dibt1ktikan dcugan lcwnlny<> waktu sn;a, 
s{..-bingga tegLtran juru sita dan Stlrat-surat lainnya y~ng mcmpunyai kekuatan serupa tidak 
diperlukan lagi. 

3, Kckuasaan-kekuasaan ynng dibcrikan dalnm Pcrjnnjinn ini merupnknn hagian yang tidak 
te:rpisahkan dari Perjanjian ini dan karcrmnya kckuasaan terscbut tidak dapat dicabtlt kcmbati 
karena alasan apapun, termasuk sebab-sebab ynng tcrcantum dalam pasal l 8 13 Kitab Unchmg­
undang Hukum Perdata. 

4. Pctjanjian ini hanya dapat diubah, ditambah atau dikcsnmpingkan dalam bentuk tcrtulis ynng 
dibunt dan ditanda~tangani oleh Para Pi!mk. 

5. Hal-hal yang belum diatur atau betum cukup diatur d<\lam Pcrjanjian ini akan ditunngkan dalam 
Addendum yang merupakan bagian yang tiduk tcrpisahkan dari Pcrjanjiao ini. 
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6" Semua L<mpiran pada Perjanjian in! aknn ditnndatmlgani olch Para Pih.:1k dilll bersama~sama 
scgala perubahan mcrupakan suatu kcsatmm ynng tidak tcrpisahkan dari Perjanjirm ini. 

7. Mu!ai hari ini, sem\Ja ketentuan j'«ng nda rlnn yang: dibnca serta dit.1nd.atangani dalam Pcrjnnjian 
ini oleh kcdua belah pihnk adalah mengiknt Para Pihak dan tidak a.da kctentu;.'ln lisM lainnyn ynng 

, l!lengikat Para Pibak. 

PASAL 16 
PENYELESAJAN SENGKETA DAN DOMIS!LI 

1. Semua persciisihan/scngketa dan perbcdnan pcndapnt yang mungkin timbu! dalam me!aksonnknn 
Perjanjian i11i akan diselesaikan oleh Pam Pihak sccam musyawarnh dan apabila tidak tcrcapet 
kata mufakat. maka Para Pihak akan mcnyclesaikan persclisihanlscng,keta dan perbedo.rm pcndapat 
tersebut me!alui Badan Arbitrasc Nasional (BANI) di Jakarta dimana kcputusan BANI tersebut 
adalab final dan mengikat Para Pibak 

2. Mengenai Perjanjian in! dan segala nkibatnya scrta pclaksana.mnya Para Pilmk menliHh tempat 
tinggO:l yang 'tctap dan scumumnyn pada Kantor Pnnitera Peng:adilan Ncgcri Jakarta Utara dl 
Jakarta" 
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Dcmiklanlah Pcrjanji::m ini dtbuat dan dllangsungkan- di J:tkarta, dibuat dalnm 2 (du;;) yang 
bermeterai cukup, masing-masing_ mcmpunyai kcku<ltnn hukum yang snma dan mu!ai berlaku pada 
hari dan tanggal tersebut di atas. 

PIHAK PERTAMA 
PT .. 

""' . . . . .. 
~a... ·- . -~·'' 

Wakii Direktur Utama I 

Saksi 

7 

PIHAKKEDUA 

Snksi 
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LAMPIAAN 2 

PROYEK .. 

BUILDING SPECIFICATION 

A. UNIT HUNIAN 

I. Living room 
1.1 Lanlai 
1.2 Ceiling 
1.3 Dinding 
l.4 'Pintu entrance 

2. Kamar Tidur ( utilma dan annk) 
2.1 L1nrai 
2.2 Ceiling 
2.3 Dinding 
2.4 Pintn 

J. Kamar m::mdi (mama dan anak) 
3.1 Lantai 
3.2 Ceilirig 
3.3 Dinding 
3.4 Pintu entrance 
3.5 Sanimir 
J .6 Filting Sanitair 

4. Rltang senis dao. utilitas 
4.1 Lantai 
4.2 Ceiling 
4.3 Dinding 
4.4 Pintu 

5. Dapur 
5.1 Kitchen cabinet 
5.2 Kitchen sink 
5.3 Lantai 

6. Lampu 
6.1 Fitting 
6.2 Saklar I stopkontak 

7. Pendingin udara 
7.1 A C unit 
7.2 Pipa A C 

B. PUBLIC AREA 

L Lift lobby 
Ll Lantai 
1.2 Ceiling 

2. Pool desk 

3 .. Plaza (Drive way) 

Kcmmik ex local 
Beton ckspose dicat 
Bata p\cster aci dicat 
Pintu panel kayu 

Kcramik ex local 
Beton ekspose dicat 
Bma p\cstcr dicat 
Double teakwood dengan hardware ex. local 

Kcramik ex local 
Gypsum 10 mm dicat 
Keramik e.'\ local 
Double teakwood lapis mclamin dengan hardware ex local 
Standan c;.,: local 
c.-: import 

Kcramik c;.; local 
Gypsum \0 mm dicat 
Bata plcstcr <lei dicat 
Double teakwood dengan hardware ex. local 

top table ~nly ( lapis DUROPAL) 
ex. local 
Keramik ex. local 

Type E-27 ex. loC'ill 
ex. import 

tidak tcnnasuk· 
tidak ternmsuk 

Marmer ex. local 
Gypsum lO mm dicat 

Kcrmnik ex. local 

P;wing block t = 8 mm I asphalt pavement 
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C. EXTERIOR BUILDING 

l, Cat 
2. Jendela 

D. DAYA LISTRIK 

1. Hunian 

2. Public area and public- Facilities 

E. WATERPROOFING 

F.MATV 

G. Tchmltoqs. 

• • H. Security SISfcm 

Clns!omcric non te;..;turo 
Aluminium powder coaling dengnn kac;, 1 ::::: S mm 

PLN 
S!udio I l Bcdrootn 
1 Sedrooltl 
J Bedroom 
~nlhousc 

4,400 VA 
:5,500 VA 
7.700 VA 
!MOO VA 

PLN d;m Gcnscc (cadartgan) 

Coafing dan membrane sheet 

P<~rabola Asia~sat dan Palapa 

.... , 

Sistim s.ambungan langsung ( dircclline) /J 
Pintu m0:1suk lift lobby dilcngkapi olch Curd Reader£ 

~s?. q~ 
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u. 

Menara 

LantaVTypetNo. Unit 

Harga 

Discount 

Harga setelah Discount 

PPN (10'/o) 

Harga Jual Beli 

12.5% 

' 

LAMPIRAN J (a) 
HARGA JUAL BELl 

.... 
' 

F 

02/JBR/02 

US$ 89,000.00 

US$ !1,125.00 

US$ 77,875.00 

US$ 7,788.00 

US$ 85,663.00 

( Deiapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga Dollar Amerika Serikat) 
~ 

CARAPEMBAYARAN 

Pembayaran Harga Jual Beli akan dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

A. Uang Tanda Jadi US$ 847.00 
( Delapan ratus empat puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) 
Pada tanggal 12 September 1996 

B. Uang Muka sebesar 5 % US$ 3.436.00 
( Tiga ribu empat ratus tiga puluh enam Dollar Amerika Serikat) 
Jatuh Tempo tanggal 20 September 1996 

+ 

~·~-
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U:mg Muka H sebesar 15 % abn dibnyarknn olcll 
PERTA.'v1A dengan CU.fll pemba:y:m.m sebagai bcrikut ; 

Pembayaran I 
(Lima mtus tiga puluh lima Dollar Amcrik<J. Seriknt) 
jatuh tempo tanggal 

Pembayaran II 
( Lima rntus tiga puluh lima Dollar AmerHro Scrikat) 
jatuh tempo tanggal 

Pembayaran III 
(Lima ratus tiga puluh tima Dollar Amerlka Serikat) 
jatuh tempo tanggal 

Pembayaran IV 
(Lima ratus. tiga puluh lima Dollar Amcrika Serikat) 
jatuh tempo tanggal 

Pembayaran V 
(Lima ratus tiga puluh lima Dollar Amer:ika Serikat) 
jatuh tempo tanggal 

Pembayaran Vi 
( Lim'i ratus tiga puluh lima Dol1ar Amerika Serikat) 
jatuh tempo tanggal 

Pembayar.m VII 
(Lima ratus tiga puiuh lima Dollar Amcrika Serikat} 
jatuh tempo tangga\ 

Pembayaran VIII 
(Lima ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat) 
jatuh tempo tanggal 

Pembayaran IX 
(Lima ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Scrikat) 
jatuh tempo tanggal 

Pembayaran X 
(Lima ratus tiga puluh lima Dollar Arneriko. Serikat) 
jatuh tempo tanggal 

PIHAK KEDUA kep<1da PfHAK 

20 Ol®ber 1996 

20 November 1996 

20 Desember 1996 

US$ 535.00 

20 Januari 1997 

20 Februari 1997 

US$ 535.00 
------

20Maret 1997 

20 Apri\1997 

20Mei !997 

US$ 535.00 

20 Juni 1997 

US$ 535.00 

20 luli 1997 
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Pembaynran XI 
( Lima.ratus tiga puluh llma Dollar /\mcrika Scrikat) 
jatuh tempo tanggal 

Pembayaran XII 
( Lima ratus tiga puluh lima Dollar A!l)erika Serikat) 
jatuh tempo tanggat 

Pembayanm Xlii 
( Lima rntus tiga puluh lima Dollar Amedka Serlkat) 
jatuh tempo tanggal 

Pembayamn XIV 
( Lima rntus tiga puiuh lima Dollar Amcrika Serik:at) 
jatuh tempo tanggal 

Pembayaran X:V 
(Lima ratus tiga puluh lima Dollar Amcrika Serikat} 
jatuh tempo hmggal 

Pembayaran XVI 
(Lima r.ntus tig:a puluh lima Dollar Amcrika Scrikal) 
jatuh tempo tanggal 

Pemba:yaran XVII 
(Lima ratus tiga puluh lima Dollar Ameiika Serikat) 
jatuh tempo tanggal 

Pembayaran XVIII 
( Lima ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat) 
jatuh tempo tangg:ai 

Pembayaran XIX 
(Lima ratus tlga puluh lima Dollar Amcrika Serikat) 
jatuh tempo tanggal 

Pembayaran XX 
(Lima ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat) 
jatuh tempo tanggal 

US$ 535.00 

20 Agustus 1997 

US$ 535,00 

20 September 1997 

US$ 535.00 

20 Oktober 1997 

US$ 535.00 

20 November 1997 I_ 

USS 535.00 

20 Desember I 997 

US$ 535.00 

20 Januari 199& 

US$ 535.00 

20 Februari 1998 

uss 535.00 

20 Maret 1:998 

uss 535.00 

20 April 1998 

US$ 535.00 

20 Mei 1998 
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Pembayaran XXI 
(Lima ratus tiga puluh lima Dollar Arnerika Sedkat ) 
jatuh tempo tanggal 

Pembayaran XXII 
(Lima ratus tiga putuh lima Dollar Amerika Serikat) 
jatuh tempo tanggal 

Pembeyaran XXlll 
(Lima ratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat) 
jatuh tempo tanggal 

Pembayaran XXIV 
(Lima ratus tiga puluh lima Dollar Amcrika Serikat} 
jatuh tempo tanggal 

US$ 535,00 

20 Juni 1998 

US$ 535.00 

20 Juli 1998 

uss 535.00 

20 Agustus 1998 

US$ 535.00 

.20 September 1998 

C. Sisa pembayanm senilai 80 % US$ 68,540.00 
( Enam puluh delapan ribu lima mtus empat puluh Dolar Amerika Serikat) 
akan ditaksanakan dengan CASH I KP.A 
Pada tangga1 20 Oktober 1998 

Sebagai bukti yang sah at~s tiap--tiap pembayamn, PIHAK PERT AMA akan memberikan tanda 
terima berupa kwitansi dan apabila pembayaran dengan mempergt~nakan cheque atau giro bilyet 
hanya dianggap sah apabila dananya telah ®pat dicairkan atau dipindahbukukan oleh PIHAK 
PERTAMA, 

I 
' 
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I. 

ADDENDUM H PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BEL! 
SATUAN RUMAH SUSUN (dlh.. ) 

NO. 119-ADDI PPffOWER Fl PA/XIU2008 

tahWl dua ribu de!an!ln 

Jr. . . . dan Ir. • rnasing-masing dalam jabatan 
se!aku Ketua Komite Manajemen dan Ang;gota Komit..: Manajemen dari :matu kerjn.sama 
operas!onal yang akan disebut. dalam hal ini bertindak: dalam jabatan seperti tersebut 
diatas dan secara sah berhak bertindak untuk dan atas nama Kerjasama Operasi 

(selanjutoya discbut KSO) yaitu suatu kerjasama operasional yang dibentuk 
berdasarkan akta Perjanjian Kerjasama Operasi No. 38 tertanggal 9 Desembet 2003, yang 
dibuat dihadapan , Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari 1 ~--· _ 

., Smjana Hukum, Notaris di Jakarta dan akta perubahannya No. 37 
tertanggaJ B Pebruari 2005, yang dibuat di hadapan _ ., Sarjana 
Hukum, Notaris dl Jakarta serta akta perubahan terakhimya No. 24 tertanggal 7 Februari 
2006, yang dibuot di t.odapan , Sa!jlllla Hukum, Notaris di 
Jakarta. 

'"Untuk seianjutnya disebut sebagai " PIHAK PERT AMA ". 

II. , bertempat tinggal di JI. ·. .. No. 4, RT 010, RW 007, 
Keiurahan Menteng. Kecamatan Menteng, JAKARTA PUSAT, pemegang Kartu Tanda 
Penduduk No. 09 __ .0006; 

"Untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA "'. 

m. bertempat tinggal di J!. No. 4, RT 010, RW 007, 
Kelurahan Menteng.. Kecamatan Menteng, JAKARTA PUSAT, pemegang Kartu Tanda 
Penduduk No. 09.. .0375 

"Untuk seianjutnya disebut sebagai "PIHAK KETIGA". 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk s.elanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai " Para 
Pihak" dan masing~masing dis:ebut sebagai " Pihak ". 

Para Pihak masing~masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih 

dah"'": 

I. Bahwa PlHAK PERT AMA telah menglkatkan diri sekarang dan pad a waktunya untuk 
menjual/mengoperkan I (sam) unit Sarusun kepada PIHAK KEDUA yang menerangk:an 
telah mengikatkan diri untuk membeH berupa: 

r-:t:!/jurlli!mmJt: 

, .);.' :· YJ,~,(/r r;}j;,.;;,'7 :'F?aya-. d7{'d1jia [fh~:J~'f, n_fz141/4 1112QO 

@,·!} .. (i12J)' . ·, dfo=- {o2!) - -

• 
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2. 

l (satu) unit Sarusun yang terletak dl dalam Daerah Khusus lbukota Jakarta Raya., 
Wilayah Jakarta Uta.ra, Ke!urahan Kelapa. Gading Barat. Kecamatan Kelapa Gading, 
setempat dikenal dengan Satuan Rumah Susun " _ _ .,. dan sesuai 
n~rt~I'4P!"!'\Y~ ~!ri ci.:,M 'l'tn~~,.,,., .U~nt$liw~· Th..;t. !""'r.w. ~ tt.i~!i.\ knm~~:~ titlur 
.>ChtM:; .~..d w..., ::.O:uo•~;.•oss, ,;.J ..... I ul:!-.i \~-""'•m~n pillt.tU ea.w w~lCr pet'.lll:g•J• 

Para Pihak telah menyetujui dan sepakat untuk melakukan Penggantian Nama dari 
Pihak Kedua sebagai pemilik lama kepada Pihak Ketiga seJaku pemilik batu atas 
Tower F, lantai 2, No. Unit 02, Type 3 (tiga) kamar tidllt seiuas 96 m2 (sembilan 
puluh enam meter persegi) yang merupakan .anak kandung dari Pihak Kedua seperti 
yang tennuat dalam Kutipan Aide Kelahiran No. 381/C/19791 yang dike!uarkan oleh 
Kantor Catatan Sipil, tanggal lS Desember 1979. 

Dan sejak ditandatanganinya Addendwn Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan 
Rumah Susun ••· (dlh .. _ )" ini, maka seluruh 
hak dan kewajiban alas unit tersebut diatas menjadi beralih kepada Pihak Ketiga 
sepenuhnya. 

Demikian berikut sega!a hak..fiak yang melekat pada sarusun tersebut. yaitu hak atas 
Bagian Bersama., Benda Bersama dau Taoah Bersanta serta segala sesuatu yang ada 
diatasnya satu dan lainnya sebagaimana diumika.n dalari1 surat Perjanjian Pengikatan 
Jua! Beli No. !3;i i M7(J(fOWERF/PSPIIXf96, tangga! 9 Januari 1997 
selanjutnya disebut '"'PPJB". 

Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan cara pembayaran, maka Para Pihak sepakat 
untuk mengadakan penyesuaian. 

Dahwa bcrhl.lbung clengan .adanya hal~hal tersebut diatas, maka Para Pihak teJah sepakat 
untuk merubah bunyi ketentuan : 

Pasal 3 ayat I 
Pasal4 ayat I 
Lmnpiran 3 

sehingga karenanya sekarang berbunyi sebagai berikut : 

PASAL 3 
NILAI PENGIKAIAN 

L Harga Sarusun tersebut sebesar Rg. 653.091.184.-
(Enam ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh saL ribu seratus de[apan puiuh empat 
Rupiah) beium termasuk PPN. 

I~ 
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• PASAL4 
CAM PEMBA YARAN 

I, Harga Sarusun tersebut dilangsungkan dan d.iterima dengan. harga Rp. 653.021.184.~ (Enam 
ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh empat Rupiah) 
f"Nilai PengikatPn"1 'fflJ'I~ ~mt,P;~•-_nn.'/'lf: ~k!!in .-Jj .. ~~.lti(;:l11 rf.::~I(JM l,mnir~!"l 1, VP.­

•1i~upa.:.:.u..l ;,dgLi<• j~jS Ji..;.u.. IC.qitll&ilk<u1 Jc.~:, ~-'t.:.rja<<J• .... l .ili ~IO'llt;)lhl .._,,,41.U,Y« }X'IUOtuliut 

jadwal pelunasan pembayaran yang telah disetujui oleh Para Pibak. 
Dan 8pabita Pihak Kedua !alai, lewat dari tanggal batas jadwat pembayaran seperti yang 
terc:antum da1am ketentuan pembayaran pada Lampiran 3. maka Pihak Kedua bers.edia 
dikenakan sanksi denda sesuai yang tereantum daJam pasal 7.2 Perjanjian Pengikatan Jual 
Beli. 
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J. 

Lantai!Type/No. Unit 

H"'1J))/ Nilai eskalasi 

PPn(IO%) 

Harga Jual Beli 

LAMPIRAN3 
HARGA JUAL BEL! 

213BR/Q2 

Rp. 653.091.!84,· 

Rp. 65.309.118,· 

Rp. 718.400.302,· 

(Tujuh ratus delapan belas juta. empat ratus ribu tiga ratus dua Rupiah) 

II. CAI'v\ PEMBA Y Al1AN 

A Uang Muka Rp. 15.871.94Q,. 
(Lima bela.s juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembila.n rntus empat puluh 
Rupiah) . 
dibayar pada tangga130 Juni ?004. 

B. Sisa pelunasan Rp. 7l!2,$;l8.362,· 
(Tujuh ratus dua juta lim~ ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua 
Rupiah) 
dibayar der.g;m car a ; 

Rp. ~:I],SQ7.762.· ( Lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu tujuk 
r&tus enam puluh aembilan Rupiah ) diba)rar rnelaiui l<P A pada tanggal _ 
Desember 2008. 

Rp. !1~.Q2jl.:rn.· ( Serntus tujuh puluh lima juta dua puluh ribu lima .ratus 
sembilan puluh tiga Rupiah) 
dibayar secara bertahap ; 

PeriQde angsuran : Januari 2009 ~d Juni :i009 = .Q. bulan 

Angsunm pertama- : Rp. 30.QQQ,OOO,· pada tanggal ~ Januari 2009 
ke!ima 

Angsuran terakhir : Rp. 25.020.593.- pada tanggal.S: Juni 2009 
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Addendum lni merupakan satu kesatuan yang ridak dapat dipisahkan dengan PPJB tersebut diatas, 
dan segala sesuatu yang tidak dirubah dan/atau ditambah dalam PPJB yang diuraikan diatas, tetap 
berlaku dan mengikat. menjadi satu dengan Adend~ ini. 

Demikion Addendum ini dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, dibuat dalam rangkap 2 (dua) 
L:~·,"-~"Y~ h{>r"llftt~-~j ~ukup den m~'~'i\n~~mA..'l.ine- 111~R1~1111Yai keku.atAn hukum van~ '<"Jt!;. rit~f' fl'!tlfRi 
uedaiu.i paJi.i. li31.I d.:l.J·t Wt&giU wrsui;u~ tliato.s. 

PIHAK PERTAMA, 
KSO 

Kctua Komitc Manajemen '"" Anggota Komite Manajemcn 

PIHAK KEDUA. 

t 
' 
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AKTA JUAL BELl 

:-.to: 2 1 .2009 ..... 
l.embar Perrama/Kedua 

bujuh ) Pada hari ini. 

bulan 

tanggal 

tahun 

7 ( 
Z009 ( duaribu aembila.l!....; 

) 

hadir dihadapan saya 

yang berdasarkan surat Keputusan 

tanggal 

diangkatlditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta 

nomor 

Tanah, yang selarijutnya 

disebut PPAT, yang di-d dalam Pasal 7 Peratutan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftarnn Tanah, dengan daerah ketja 

... ' -
., ...: .t. '"·' . 

- ' ; dengan dihadiri oleh 

saksi--saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ......... . 

. _ ......... ... -~, 
~.;. .. ,::-:-·,'; .... - -:..·-

... .,."-::;~ ••. ·c '"'"' 
'- vo •· .. l..;o~ •.!••~; 

-~-

~~;:.,; ...... 

-,..:I 

. -
.. ~~. .,.- ~ -- ( _:· '"'·. . __ .J .~·.-.·.·•:, ' •. 
~•w _, · -.. ''-!,-;···,...,.,, '""'':"-·"'';·•--1:r,<.•,,.·~~.,-~·"-' ~· 0 ,_.,-~, :"' •• ,- •-··,, ..,~ ... ~ •• ,.,.~·~·,:.. 

"' ~,.-~-- """ -.·.--_,._.,, ·---·~ , •. - ...... :,,, i .... ~,; . .,.., ''":.1..:1"''" 

-" .. ::.: ""'=-··· -- •. rrsrpBk] , .;:.aJ.:afl :,.,~3.iri~""tl~f- :1· ~l.;k·· 'fP.~- -:~me;; l ... ~,r- ,•,~,.,. 
' ~--~ ....... f--~· ~-- "'• .. 

·- r, .,: -> 

!~·":'. ,; . ..;;,... , 

~ I 

~ 

:.~:..:::: .,. 

. ' • 

L ~r 

Z"~ttn· Ji;H:u.~ .Q.S,.,.ff.e:lt~t:'at.ra,-,,ti'i.a:1QJ:; S:t 0-
-: s, -­

:.i \.1 ~ :; 

,-. :. 

.tkr<>hd/8it/J 

• .. .. _ _, 

b2>~k~du.!t;!c:ll~ ! :. 
,;.,~ . .-,;; ~:?lL\ruh .:.·.fl:j~.a,~::o.r: <! ...... -:..:.· <h.n p,;wttba:-,::;.,• 
'; ' ...... ! •• '- . ·- "' ~ ' 

~···-
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·-... ~-··-·" --······· 
--, 

. n ,, 

- \~ 

I 
Disahkan coretan.-

-. 
'· 

· .. -

·-~·· 

~---

'' ' ' ' ' .. 
; ;.... . .. 

' . 

'' 

-··'· 

.. 

.. '"; 

-. 

''.;., ..• 

........ ·-

.. 
·' ' ... ... =- • --. 

" .. 

'.':" ···' ?·,··':.'.'-"• 

'· ,. 

'·; 

' _, .. 

" '' 

terf:Ulilo ' ' ... ,,. 
-' '• Varga Nsgara Ind.oneeia, l.abir -

d.i Jal:arta, pada tanggal. 2 Januarl 19731 k:aryawat:i, oertempat-

tinggal d.i Jal:arta, Jalan · Nomor 4, Ruk1m tetangga OlO,­

Ruk1m ..,..sa OCf7, Kelura.hali Menteng, Kecamatan M""teng, Jakarta 
Pusa.t, pemoglllllg No1110r IndnJc Kependu<luk:an (N,I.K,) : 

09 •. • .c'}?:;; 

-aelaku Pembeli, untuk sel..anjutnya_ disebut Pillak Kedua.. 

t· ··::· 

------·-··-- . 

2 
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aahkan coratan.-

- -_. ·. 

-- ._, .. 

Para p.:nghadap Uikcnal o!eh sayaJI'ol• 'lll"'""'l'----f--------­
saya kenai dan ya g lain d!p~r~..;cn~lknn olehnya ' 

' . . 
kcpada saya!Para pcnghad..•tp dipcrkcnalknn k1.!pa ,.;uya oteh saksi pengenal . 

~~~- •••••••••••~•~ u•~~--~~~~~~~~. 

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kcpad~ .. Pihak . Ked?3. d~O 

Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pettama : -....... -.. ~--... -- .. 

• 
atas sebidang tanah sebagai 

diuraikan .. dfliamSur;n llru:r/Gambar. Slt\laSi tanggal 

Nomor seluas m2 { 

meter pers i ) dengan 

N?mor:ldeni;ifjkasi .Bidang Tanah (NIB) 

: , • · .Hak ~ilik/Hak: !]una Usaha!Hak Guna Bangunan/Hak Pakai · --~------------------

atas sebagian.· tanah Hak Milik!Hak Guna Usaha/H Guna Bangunan/ 

'H!Ik '. P!rka.l Nomoi- ' dengan 

Nomor fdentifikasi Bidang Tanah (NIB) 

~a(tu. seluos kunlng lebjh ra:2 ·:.( 

-~ . - - ' met_e.r pe~gi ). de!ig~·- araS-.bataS ·_ 
·. . ... , . 

. . . . ,. . ( ' -- . 
'" _______ . 

sebagaimana diuraikan dalam S at Ukur/peta tanggal 

Nomor y g dilampirkan pada akta ioi. --------~----~~~~~~~~~~~ 

nah: 

Blok 

, • .., '":c' . 

·Kob.ir NS>mor; 

.. 11!2,:~. 0 • : 

3 
I~J,t.:.-•1 
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tigapuluh tuju.h juta­
serub:i.lanratus oanampuluh 
delapnn tujubratua dua­
puluh. tujuh Rupiah).---

b.K.s.o. aebee«r -------­
Rp. 65}.Q91.18't,- -
( enamro.tUG J.imapul.uh -
tiga jute. sembil.anpuJ.uh 
satu ribu aeratua dela• 
pa11pul.uh empat Rllpillb) , 

Diaahkan Cor<ttan ==== d""S"" pnt:i.u:sa· 

• 

s..:bag:;limana Jiuraiknn Jalam peta tanggal 

Nomor 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : ~----~~~~www~~-----·-~w-.·-----·--·---- _ 
Nomor 2855/I!/F/Kelapa. G,.d:i.ug Barat, ---------

N I B 1 09o\)5oo6.02,Q520l1 --------------

terletak di ; -··· ·-··-----·------~--···••••••n~------··••u ••••·----••••n•-·-----··-·••• • 

Propinsi 

KobupatenJKota 

Kecamatan 

Desa/Kelurahan 

Jalan 

Daerah Khueu.s Ibukota Jakarta~ 

Jakarta trtat"a; 

Kel.llpe. Gad:i.ug; 

l(el.a;pa Gad:i.ug Barat; 

liiJ.Ilnm Rw>ian dal1 Non R=ian Ape.rteman­
:1 Jala11 Bukit Gad:i.ug l!a;y>l 

Juai beH ini meliputi pula ; -------·-•n••···~---------·····---------·n····-------~~-----

L 
Lantai 02 llolllOr -
0202 Bl.olr. F • -

Disabkan. 

-s&gal.a. fasilitaa tt..n hak atas ta.nah bersama, benda baraama sart:a. ---­
b~ bereua d- niJ.ai perbal1d:i.ugan proporaional o,o836} " ;--­
l.oae/t;n>e 9J.,45 m2 (aombilanpaluh satu koma empatpuJ.uh l.ima ... tor --~~­
persogi) sebagaimalla diuraikan dal.am Glllllb..r Dena~> ta11ggal 9 Af!!u>tne• 
ZfXJ7, Nomor: llo8/20o6; -----------------

selanjutnya semua yang diuraikan di ntas dalam akta ini disebut _"Obyek Jual 

B 1 ... e 1 • ------~--------~-----------------------------------7·--·-----·--------------

Pihak Pertarna dan Pihak Kedua menerangkan /w• :~--:~/ ·---~~~--~~::) -
a. Jual beli lni dilakukan dengan harga Rp"'{ 691.0.59.9>911,- ( -eJ:J..aiD:r'atua.· ...... ,.-

r .li>. aeml>il.anpu].uh Ktu juta J.i~4.uh sei'e:'p.an.r,;t.bu aeml>il.al1ratus 
\ t~ ----~-

aebol.ae Ru.pillb ) d- r:l.ucr'an sebagai beril<ut. : -----

"" Pr. Rp. }U~68.7Z/,~ ( ~ 
b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut dfil:as 

dari Pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku 
/ 

pula sebagai tanda penerimaan yang sah ( kwitansi ). ---·-:

7
L ________________ _ 

' ~ 

fiT I ' . ' 

4 -) 
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LAMP!RAI'I AliTA JUAL BELl 

TANGAL 7 Janu.ari 2009 

2/2009 

Berdasarkan akta surat Kuasa tanggal 2!-11-2008 (duapuluh satu-

Nopelll:ber duaribu delapan) nomor 88, dibuat di hadapan Doktor -

, ·_~_ '• Sarjana Huku.le:t Ma&ister Hukunt, Magister -

Kenota.riatBllt Master of Law in International Legal Studies, -

Notaris di Jakarta. Selaku Kua.sa dari dan oleh karenanya atas-

nama Tuan ,_ , sar jana Ekonomi, Master of Business --

Administration, lahir di Palembang, tanggal JQ-3-1964 ------­

(tigapuluh Maret seribu sembilanratus enampuluh empat), -------

Direktur PT. : ..... _ '- _ -_, __ :..~~·, __ · • , berte.apa.t tinggal -

di Jakarta Utara, Timur Ra;ya, A1 nomor 27, yang -

memberikan kuasa dalam jabata.nnya tersebut 1 karenanya para -

penghadap Tuan Insinyur . · 

~.... ·- bersama.-sama. sah ~:~teWaki Ii Direksi dari dan oleh ---

ka.renat'l}l'a. untuk dan atas nama. Perseroan Terbata.s PI' ~-_:.' ~ ·-

. J __ ,., berkedudukan di K'ot8lllildia Jakarta Selatan, 

dahu! u ber""""' PI'. ' .. • •• . , yang se luruh -

anggaran dasarnya telah dirubah untuk disesuaikan dengan ---

Undsng-Undang nolOOr 40 Tahun 2007 ten tang Perseroan Terbat"", -

sebagaimana ternyata dalam Aleta Pernyataan Keputusan Rapat -

tanggal 13-8-2008 (tigabelas Agustus duaribu delapan) nooor 80, 

dibuat di hadapan : · -- " ·, Sarjana !.luku.la,-

Notaris di Jakarta, atas perubahan """"' telah meedupa.t --­

persetujuan da:ri Menteri Hu.kmt dan Hak Asasi Manusia Republik -

Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat KepUtu~ tanggal-

8-IQ-2008 (delapan Oktober duariba delapan) -----·--­

nOillOr AHU-71026.AII.01.02 Taban 2008 ;--·--- ·-------
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dan untuk mela~kan perbuatan hukum dimaksud dalam akta ini, 

telah rnendapat persetujuan dari Dewan KoMisaris PT 

tersebut, satu dan lain sebagai~a ternyata­

dalam akta Surat Kuasa tersebut di atas. 

-Selaku Penjual untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.---

Disahkan.-
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'' . . ;-· ' ~ .:(:·· . ' - .. 
... _,-.;, ----

.. 
~ ' 1 ' ~ ' <:~-::~ >~ ... -~ "; .. , '., ,., ' 

1.!. Ju:.~l bell ini tlil:akukun Uen_gan s.yaral-synrat scba£ai berikut: ------·----------·-·----

........... ~. ·------.. •u----· u-------- Pasa! I •• • • -------· • ·~---------------- --- ···---------

Mulai hari ini obyek jua! beli yang diutaikan dalam akta ini telah menjadi 

rnilik Pihak KedUa dan karenanya se8fla keuntungan yang didapat dari 

dan segala kerugianlbeban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi 

haklbeban Pihak Kedua. ·-····---···-····················-··········--·····-··· 

-----------------~---------- Pasal 2 -----------------~-------------------
Pihak Pertama menjamin. bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak 

tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai 

jaminan untuk. sesuatu utang yang tidak tercamt dalam sertiptkat, dan 

bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun . -------------------------~~-

······---·----·-------- Pasal J ------.-······-----····-------·····----·-· 

tanggal 

Nomor 

--·--········-··-···=··=·=···==tli!Sal...a..,.·-=·--=·=··=· =··=·--=-·=···=· ·-······-····· 
Pibak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini 

kepemi!ikan tanahnya tidak: meiebihi ketentuan maksimum penguasaan 

tanah menurut ketentuan penmdang:~undangan yang berlaku sebagaimana 

tercanrum dalam pemyataannya tanggat 

DaJam hal terdapat perbed.aan luas ranah yang 

dalrun akta ini dengan basil pengukuran3-..Dlclr"'iiiS 

jual beli 

Badan Pertanahan 

Nasional, maka para pi!Wv-akliil"';,menerima hasH pengukuran instansi 

Badan Pert Nasiooal tersebut dengan tidak mernperhiiwlgkah·· 

~ 

-.......--------~--~~----~~~------~--~~------

:".:. ·::. i'·::·.a:-: ::.-r:;am~n mengena~ ttebu'r;a.-;~;, "ii!:-:-:::;·~~.L ;:::c:.: ;-::l~,;;.k­

~·"-i"j ·~-'-~-e-,-·.:: .. - ~~-?1-dasar-!u:.r: .:2-k:-;a -~~~ j:.lf• ,;"J<?r,.,.:..m:!..:, ~;:.:--1..<;1 i-'.;r"'2."t 

~:\~;!.::. ::\.1:- ';{ ~-,:,:: t:aGa;·,rr,•·a .;..J:l~;'l~ ,:;a"tu-sat•.HJ)'a tan:;: .:>::"<;, dan 

5 

·• 
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·. 

. • c . ' 
''··' 

Kedua belah pihak da!am hal lni dengan segala aklbatnya memilih tempa[ 

kediaman hukum yang umum dan tidak bcrubah pada Kantor Panitera 

Pcngadilan Neg:eri 

«~~~««------------------------------ Pasal 

Biaya pembuatan 

dibayar oieh 

akta ini. uang saksl dan segaia biaya peralihan hak ini 

sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini ; -----------------···--·--

. .--·· 

/ 

· erang kan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan 

Demikian!ah akr.a ini dibuat dihadapan para pibak dan -·----->«·--·--···-----------------

6 
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scbagai saksi-saksl. dan !ietclah dibacakan sena dijclasknn, muka sebagai 

hukti kcbenaran pernyataan yang dikcmukakan oleh Pihak Pertoma dan Pihak 

Kcdua tersebut di atas. akta ini ditandaranganilcap ibu jari oleh Pihak 

Pertama, Pihak Kedua, para sa..k:si dan saya. PPAT, sebanyak 2 {dua) ra.ngkap 

asli. yaitu I ( satu ) rangkap lembar pertama_ disimpan di kanror saya, dan I 

( saru ) rangkap lembar kedua dtsampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan 

untuk keperiuan pemia'~ pe-rali~ ~k akibat jua:I beii daiam akta ini. ···---~~---

PihakKedua 

-
- ' ..... -...... . . ---.-- . . -- ' PT., ... \ · ~ .. , .... ~,. .............. ,.,......,..,,.t ~ .~ •• d. 

Per:setujuan .•...... -..•.............. 

................................................. -: ..................... . 

Saksi Saksi 

" J 

Tanah 

• 

7 

• 

). 
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

SALINAN 

BUKUTANAH 
HAK MILIK ATAS SATUAN RlJMAH SUSUN 

2855/ll/F 
~outor: .......................................... . 

PROI'INS! 

J(A:BU!WfEN I KOTAMADYA : 

KECAMATAN 

BESAIKELURAHAN 

KANTOR PERTANAHAN 
KABUPATEN I KOTAMADYA 

JAKARTA UrARA 

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

JAKARTA UTARA 

KELAP A G.'\DINO 

KELAP A GADING BARA T 

DAFTAR ISfAN 301 
No . ... ..!.:2 . .'?..~ .... 1200.):. 
DAFTAR IS IAN 208 
No .... j/,..S:: ii.!ii:.;;;:. . . /2()(). ']:. 
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PI·:_'\ I) \FT\R \"\ • PERT.\:\l.\ 

b1.\IB: 09.0SOo.02.05101 

Lt!l3k Tanah : 
R.uslll'l Hunian dan Non Hunian Ap(lrt>!men 

Jl. Bul<it Gading Raya. 
l...t02 No.F0202 Blok F 

C) HAK ATAS TANAH GERSAMA 

Hnk: quna Bangunan 

Nmnor: 8067 

!11 :--, \.\L\ l'E\IEttA.\'C fl \ K 
?useroan T;:rb.Jto..~::. 

~tkedudukan dl. !.t.br::.~ 

Tang:~"~ 1.1!m 1 Jktc lhmdir::;n. · 

il PE~OAF'I~\RAi'i 

112 NO'I 20D1 .. J~:\RT.A .. .," ...... Tansz;JI. .................. . 

.... 1 
NIP 

Kepo.lla Kun!or Pen;m;-~han 

Kabwpiit~ I Ko!ant.'1t.ly:t 

.. ... ... .! ~Ji.\.!f.l: J.\R.oA: ..........• 
ttd. 

I 
tkr"khir: {j;l-&3-26il11· 0~ • 7-Q?:z.. 1----------------------t I j) PENERIH'fAN SERTU'IKAT 

!:i1U'C1l UkurTang~!: 15-05-2006 ! 
,_ __ N_"_'"_"_' ' __ o5_2_o_t,_Ke_ta_pa_G._•_din_' _g_n_am_t/2_00<> ___ .J 

I 
d) I.UN LAY AI'- HtJNl 

Tans:gal : 112 ~ H)~ 2006 

' Nllnmr: 2381 f IPU/ :ZQO<i 

K~tlal:lfJU\Iill I Knl;unatly.L 

............ .Jt.l<b.~J!.'YI~I1A ......... . 
ttd. 

lr. KIK!NG SUORAOJA T MM. 
~~;;·· :;: Nll":e'io'of4 6~0 ·' , m.... -

!----------------+--=-------------·--·--! 
c) ,\KTA PEM!SAHAN 

Tangg.t! ; OQ.Q4-2006 

N~;mor : 025/LEG!DIRINCO!IV/2006 

Diboa.t: PT. 

D!SAHKAN 

' 

Oleh : Gubemur Provinsi OK! Jaki"uta 

Tangga!: 14·06-2006 

Nomor: 91812006 

Q NILAI PERUANDINGAN PROPORSIONAL 

0,08363% 

g) GAMRAR DENAH 

Tauggal ' n 9 AUG 1001 
Nomor : l10KI'2006 

l..uas/type: 9l,45Ml 

k) l'li:NUN.JOK 

-·I 
~~-~-l-C-A-TA-'-Ia_N ____________________ _ 

I 
I n!) Untuk keperluan pencrbitan sertlpikot 

salinnn sesU;li deng:m as!lnyn 

JAKA,-RTA ... J.l.N0.V..21JDL . 
Pertnnahan 

___ j 
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lfalaman 

Lm:;~:Jl f\::1Ja!bra:·. 
'(). Oafmr btan .;tr; 
:\"q Dat'tar :1itan 201> 

\lama yang b.:dwi\ 
Jan 

Pc.:mcgang hak lain-luina;.a 

r;uhLl i.a::,;,r:1 ;..:.;;J<d.t :...1n!<T 
,;.1n Ctp K.ullt q· 

! 
... ~,·)~;;K.x~1 J<.1~~;:~,;~1na ... ~ ..... r •..... ~ Ll .. ,r .. Kanmr Wil~vah BPN Provinsi 

i 
: ~(f:;tJ"~';i":~~~ '"fj""~ '";"~"~· ·~·f,~·:~·~·, i·:':~·;~;~·,;,t;;;·~,,~·~~ si~4: 5so:t:o9 o5:2fioi ·· · ··· ·· ···· · ·· ·· · · · · · · · · · · ···· · ··· ···· ·· · ····· · ' · ~"8'"'· .Ianaka .. W.wo ....... ... . ....... . . . . .......................... . 

20 Tahun Sehingga ~ipny~ hak tanggal: 1 ~3~2032 Dengan /~ · , ·. · ... . 
UUHg • • : • . • • • '" "' • . • • • • • 6f'( . • ·. • • / • 

i··· ·· ········· ··················· · · · · · · · ·······I············ ·· ...... ···· ······· ·· · ! · · · · · ····I 
I Tal.: , • "~~ ?nr~ .\." .. 

1 
' · . ! 1.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . ...... . . . .. . . 

::~~·~:;:7)···~ ' ........ ~t~· ........ ~ 
' ... ff:~~ I 

' . • ! 

1.. . ... . ...................... , ....................................................................................... 1 ........................................... . 

' ......... +··· ..................................................................................... , ............................................ 1 

1 ................ : ...... :: ................ ·+ .............. . .......... , ....................................................... 1 .................................. ··I 

1..... .. ..................... j ........................ ······· ............................................... ; ........................................ . 

I····· .............................. ·+· .. ······· ............................. , .... . .. .................................... + .......................................... . 
• • • . ........... • .. ............................. ; ................................................. 1 .. .................... .. .•••..• i 

......................................... j ............................. + ........................................... + .................................... I 
I 

................ , .................................. ................................................. . . ................................... . 

I l ............................................ j .................................. j............. ..................................... lf ....................................... l 

........................................... j ..................................... j ................................................. f..... . ... ...................! 
I 

' ................................... ] 
I 

: ....................................... , .................................. j ............................................... . 

' i.. .. .. ..... ....... ..... . . . . ......................................... J .......................................... , 

: ......................................... • .................................. ,........... .. ......................................... 1.. . ..... .............................. I 
I .......................................... 1 ............................... 1 .................................... ,., ....................................................... 1 

' ....................................................................... j .................................................. 1 ......................................... 1 

................... j ............................................................................................... , 
' I 

......................................... ......... ......... .. . .. l................. .. ·················· ................................... ! 

........................................... ; ........ 
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CA 273904 

-· 

ll \FT\1{ lSI.\\ 207; 
-----------

' 0·?-&,s-i~ ,, ~~ ·;•: .. ~ ~. ~~·, 
,. ............ ' .......... . 

GAMBAR DENAH 
Nomor :!OS 20~"0 ..................... .! :ea ..... 

Dari Satuan Rumuh Susun ,yang merupakan bagian dari RUmah Suwn y~u1g Jibangun 

diaras sebidung !anah bersama : 

Hak --~~:~.~~-~~ ........ '' ....... " ... '' .......... "' .............. . 
Nomor -~~-~!~~.:!~.~-~-~~~~ !?.~~~--- ... ................ '' .... .,.' .... . 
Surat Ukur rwnggal ..}.~:~.~:~?:?:: ............. Nomot -~-~~?L.f::~.~~~~:~ ~~:~.t.iUlg l\:Jt.tl/_:o::., 

Sutuun Rum:.\h Susun ini rcrlet<ik pada lantai ......... ~: ..................... Blok .. ~: ................... . 
. Rw:mn Huruan d:!ll !'ton Hunlan :\vart..:m..:n. d1kcna! sctcmp;ll t.ll!ug::m st:bman I num:t ; ................... ,,, .............................. ., .................... . 

Batns~b<uus Uuri Smur.lll Runmh Swmn ini telah ditctapkan dahlm pcrtclaun yang lclolh 

di sahkan oleh .. ,. .... ~::~::~.1:.1:. ~-~~~!~!. !?.~~ .~.'~?;l;-~ ................................................................... . 
I !-Oo·100n 9!S!200o 

padu taoggal ............................................... No1nor .......................................... , ..... ,,. 

bcrpedmmm p;1da kctcnHm11 J>asal 41 Pcmturan Pcmcrinrah Nomor 4 Taht.m \9~S tcm;.mg 

Rumuh Susun. 

Lua sJtypc 

Hal-hallain 

91, IHF ................................................................................................................. 

....................................................................................................................... ,_.,,,,, ................ . 

Daftar !sian 303 tanggal ..... Q: .. Q,.,.~f--······· Nomor: .. JQ915 .................................... . 

Daf<ar !sian 307 tnnggal ..... 9 .. .J'I ...... ;l99f ........ Nomor' ... 3.9.!~·f ................................. . 
... J.:~.fi.I\.ll:'!:';,, ............... , ... , tang gal · ... , .... 'l ... : ... ll.: .. ~.9.9l. 

An. Kepala K'ilntor Pennnahan 

Ka&upa.tan I Kotamadya 

J.:d{ARTA UiARA 

M:eJ<a!a S:eksi Pi:.ogakuran d:.n; Peodafrar:m Thuah 
epalo Sektl Su~uran d'm Pemc""' 

.................. ~ "'E.MllUN.SAll L.MSI. ... , ...... . 
NIP. Nil'. 750 005 365 
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DE:\iAH SATGA:\' -RUMAH SUSUN 
S[,;ALA I -.................................. 

,;or; 

Penjelasan ; 

Batas Luar I kcliling 
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DEN,-\H BANGVNAN LANlA.I 
SK.\L\ I . . ..................... '' ····· .. .. 

. reo 

TOWERF 

Penjclasan : 

Q Satuan rumah susun dimaksud 
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CA 275904 
ll.\F'f.\R lSL\~ :n7 

0 'f • 0 5. • 0 6 • U ). • J • 0 J '0 6 1 J-: _ _:::_.::_;__::__:_. . . . . NIB · .•• (\'( "" ,\ .. ''""'li: . . . ' '~ " -··. . . ........................ .. 

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM 

Propi nsi : ....................... , ..... !?.~~r~~-~.'H'H~..l.~~ffi~~~ ................................................................................ . 

~tdiYfJtt£oenJ Kotomadya : ..... ~~-~!:!~ .............. -...... ., ............. :~ .. :.: .............................................................. · .. 

K.;;camatnn : ....................... JS.o::!~P.~.9.~~!~s .............. ., ......................... ,., .......................................................... . 

~ I Keluruban : ........... ., .. ,!':;.~~:P.'.1 • D.<!~!i!:l't~ .............................................................................................. . 
tbtognunmetry Peta Kelapa Gading !emb.29 ki.f·g/2.3,4 

Pcta : ........................ ., .............. ,... ............ ... ...... .... ........... .... Nom or Peta Pendaftaran : ........................... . 
54125 55125 d-<l:l-3-4,a-bn-3-4 

Lcn1bm· : ........................ Kotnk : ., ............................................................................................................. . 

Ldtak Tannh 1-ala:n Bukit Gading Raya .... ' ........................................ .,,. ······ .................................................................................. , ................ ,, ... ""' ....... . 
Keaduan Tunah : ...... ~~-~~~~-~::r!~.P.;.~~~ .. ~!!~.?.~~~-~~-~7-~P.~.~~-~ ........................................ , ............ . 

. . ... . .. .. . . . . ... . . . . . . • . • ,. ........ i?.ll!llll'!l!ll.~.al\l. ii'?.QB\11!. 9.~&i.'ln,\>.'I!OAM~-.. ...... ,. ..................................................................... . 

,,, ......................................................................................................................... ,,, ... , ........................ ,, ............ . 

TandtHanda bat as : ... !~.1~;~~~~~~~~~.~:~ ... ~:~.~~-~:.~.~-~~-r-~.~-~~ ........................................................... .. 

.. .. ... . . . .. . . .. .. . . . ..... .. .. .. .. .. :t.'~.r.t:~~-~~~P.~. ~~~. ~ £~.Y.!WA Ml.<IP.~.\>.~f~.m.l~-. I !WI Rv.~.f:g XNJgJ~.~rQi):i. m ,IW,~i; ............... . 

........................................................................................................... ,~ ............................................................ . 

Luas : .................. ~~ ~!~¥.~ ....................... :.~~:?.~~ .~ ............................................................................. .. 
Luas Terkena JalM : U6.S Ml 

............................... ~ .( ~. ~ .................................. ·" l\U9il.MU Jiga.p!Jl!lh.etnp;l( Pbu .ti.\1• ratu. .................................. . 
sembilan puluh meter pe:rsegi) 

P 
... k d b !latas-balas ditllt1iukkan oleh. . , . . . •. enurlJU an an penetapan atas : ., ................................................... : .......................................................... . 

l.."U&.$a dati PT. . . :·~ .............................................. , .................................................................................................... ., .................... . 

. . .. . • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . . .. .. . .. . ... . . . ( P.•m®<m) .....••.............•.. ·- .•.• :.: .............•.•.•....•••.... -· ....... ·- .......•.•• ··-· ... . 

Digambar !cembali oleh: H. Rodunar., SH .. ' .................................................................................................... , .................................... ,,, ................... '' ,., .. . 
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!MOO 
SKAL\ .................... , .................. . 

PENJELASAN : .................................................................. « •••••• batas tanah ini 
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.... ·.·.· ..... . . ''": ;, 
-"· c,.,·,", ,,':L.~;.· . .,,;,,•,•.·"·-." . . ;~.·:. <'•••· 

. ·.l ~ •• :.:~'..! .. ::;.;]; ;·1; -_ -<'>.:(· ~ .. · "" ~ :·.···' .......... ""'"' '""'"''. .•. . ... . ....................... "'""" ............ "' ...... . 

......... ""'"""""''"'"''""'''" ....................... , ............................... """"""' 

Daft,jr [sian 302 tgl ....................................................... ,. .. No ............................................... ., ................. . 

Dnftar Islun 307 tgl. .......................................................... No: ................................................................ . 

·. 

UNTUK SERTlPIKAT '''·'\1''!'' T J l' o· o= "'"• ... A;~ -... ;;-............. g ......... ., .. :.·w).· ......... , ... = .. - -·· 

, , "' l1 2 NDV 20Ul ..... -.:.·.~:: .... /.~ .......... Tgl ......................... :::.oo .. Kcpaln Seksi Pengukuran dan PcoUaftaran Tomah 

Kantor PertanahM 
·,-;--

·~aiHi~AIAil I Kotam<\dya 
......... , ..... .-!, '>J{.:\JU.::. L~f~\ lt·L ........ , ... 

ltd 

.. , . , , ......... , .. l< • .Y,\~IlJJ •. ~.~;;(! ................ , 
NIP o to 20-D53 

Pemisahan 
Lihat sural ukur Pcnggabungan Nomor ........................... I 200 .... Nomor hak 

Penggami 

Dikcluarkan surot ukur Nomor 
' Luas hak Sisa luas Tanggal Nomor 

I i ... 

.. 
i 

l 
I 
J 

Sisanya diurnikan dalam surut ukur Nomor : ................................... }. 200 ....... Nomor hak ......... , ........... .. 
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\ 
' 

ME:MBACA 

)J 

auaeR,;(uR I(EPALA 

NO. 

KEPVTUSA.N . 
OAERAH KHUSUEJ lBUKO'TA 

05140 /IMB/1097 
tentang 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

!!1 J.,WADA rwlt:li Kltl..E:VAAD Bf¥lAT Kei.KEI.APA GADltli BARI\T Kec.l:fl..APA Gt!Bl!IJ VU. 
'· GUBERNUR KEPAI..A OAE.RAH KHUSUS ISUKOTA JAKARTA 

l ~olllll101""1 t;ll'! ~n &rog~q~~ BasQ>AlQII •: 

N.rna : Pi. 

Kel.CIRA!:AS l(e(:,C[RACI\S tlil.JAKAATA TIM 
'JVIII ~~~~no. 00446 M.e.PIII ti nv~.; · .tanvuttil 01...04-1990 
"""'* . : ~IKAII SA'IAklAN BARIJ, APMiElOT 
~ dl : ..t.l(E'l.APA GIIDJMi ll!l1.EYARD BARAT 

r.et.kEUIPtt GADnli BARAT KK.KEtAPA GADoo iiH~.w<MTA UrWA . 
; t. ~ IH!nl cl~ ~~~ ~ ~ •.U.,. kllgiMIII ~g;m dl O.fflh ICllvllull ltrul;lO: ~ h..w mtmlllll llln --b. ~ ut.t.h flll!'lllll 1'1~ lzll!; Mo!lllflrlk;u Btir~;UIIUI fuMbul <:1!11111, I'Hib ~ ~~~ tdfl J!l!!$1 4lrnlbor<l 
· llllpddl'*bft IIIII ~, ~-iHI'!vm U~ ~~ o.n.t. ~~~-
:1, ~~~dMJtU~-~(I'(JVtUt). . 
t. P•l'ltlnn Dunlh, 0111'11\ IO!u.ri IIHA:oll hka:t11 N<l'llor !!: TI-~WI 1m WM~t 1"4!mhotnt\ibln · l!IIIJJnln OtOinlnd <ftn Tlllt 
~ ~ Pw .. ..:71'1:»-m~ ""'-~ ~ ~ ,....... . 

3. ~ D:MN!h, o .. noh Kh- ll!ulcol1 J.lulrta N- !i TJl>lm 1Dbe Wltlnil' fl:•n- IJmW.. T1ta fttllng .,..11111 fONol!l• -- . ..c.· htltturen P .. rall. o-Il ~ ll!~o~l;!)l• J1k<m1 Nol!lt'BI 1 Tlll\un 111D1 ltnla119 lliQ9IIITIII·bal•m Wllt:)'lilh 0..1'111 JQ!u.u• ...... _ 
" Kqi.MMII 0\ltot!al.lr ~~~~ 0.-h~ O.tnlh Khu1n D:lliblta .hlt&."tt Hcmllr tiii'D -r.bul! 1i#a II~· 'nitt C:1r111 !Mm~ 

ldn ~Qn hn;un•n. ltln ~n I.IJngunJn l.l1n L:ln' P~if•n P•nlfG-&n B•nQ'II-rl dl Dfl~b 1':1\1111111 
blt;t:Q .llbrta. . . . • 
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Aportemen X pada wokm terbengkalai karena pembangunannya terhambaJ. 

Aportemen X yang saat ird pembangunannya telah selesai dan telah slap /umi 
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